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 ABSTRAKSI
 Berhutang dalam dunia usaha adalah kegiatan yang sangat lumrah. Salah satu motif utama suatu badan hukum / debitur berhutang adalah keinginan untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, Di sisi lain motif utama kreditur memberikan utang adalah keinginan untuk memperoleh balas jasa dengan pemberian hutang tersebut. Berhutang dapat menimbulkan masalah yang mungkin dapat terjadi yaitu kegagalan debitor untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan efisien. Kepailitan hadir sebagai jawaban atas masalah tersebut. Dewasa ini dunia usaha di Indonesia sudah berskala internasional, modal para pengusaha berasal dari berbagai sumber. Salah satu pelaku usaha yang turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia adalah Badan Hukum Asing. Syarat-syarat permohonan pailit yang telah diatur dalam UU kepailitan, berlaku juga terhadap perkara kepailitan yang mengandung unsur-unsur asing. Berkaitan dengan debitur yang merupakan badan hukum asing yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, belum diatur secara tegas dan jelas. Masalah lainnya terjadi ketika terjadi eksekusi harta pailit badan hukum asing yang ada di luar negeri. Kata Kunci : Kepailitan, badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia.
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1
 BAB I
 PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang Masalah
 Manusia hidup memerlukan uang atau dana untuk membiayai keperluan
 hidupnya. Demikian juga halnya suatu badan hukum. Uang diperlukan badan
 hukum, terutama Perseroan Terbatas (PT) untuk membiayai kegiatan usahanya.
 Dalam berjalannya waktu, adakalanya baik orang perorangan (natural person)
 maupun suatu badan hukum (legal entity) tidak memiliki cukup uang untuk
 membiayai keperluan atau kegiatannya. Untuk dapat mencukupi kekurangan uang
 tersebut, orang atau badan hukum dapat mencukupi kekurangan uang tersebut
 dengan meminjam / berhutang ke pihak lain.1
 Berhutang dalam dunia usaha adalah kegiatan yang sangat lumrah.
 2 Salah
 satu motif utama suatu badan hukum / debitur berhutang adalah keinginan untuk
 meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun
 dari segi waktu. Sedang di lain sisi, salah satu motif utama pihak kreditur atau
 pemberi hutang bersedia memberikan hutang adalah keinginan untuk memperoleh
 balas jasa dengan pemberian hutang tersebut (misalnya bunga).3
 1Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang
 No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2010, h.2
 2 Dr. Pande Radja Silalahi, “Dampak Perpu Kepailitan Terhadap Dunia Usaha” dalam Rudy A. Lontoh et, al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001,h. 203-204
 3Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H., Op. Cit., h.2
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2
 Berhutang dapat menimbulkan masalah yang mungkin dapat terjadi yaitu
 kegagalan debitor untuk melunasi hutangnya. Oleh karena itu diperlukan suatu
 mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara cepat dan
 efisien sehingga tidak menimbulkan gangguan pada dunia usaha.
 Kepailitan hadir sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai mekanisme apa
 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kegagalan debitor melunasi
 hutangnya secara cepat dan efisien.
 Hukum tentang kepailitan sudah ada sejak zaman hukum Romawi. Kata
 bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut bankrupt berasal dari undang-undang
 di Italia yang disebut dengan banca rupta. Pada abad pertengahan di Eropa,
 terjadi praktek kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-
 bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam
 dengan membawa harta para kreditornya. 4
 Menurut M. Hadi Shubhan, Pailit adalah suatu keadaan di mana debitor
 tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap hutang-hutang
 para kreditornya, sedangkan kepailitan adalah putusan pengadilan yang
 mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah
 ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
 5
 4 Jono, Hukum Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 1
 5M. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009, h.1
 Sedangkan dalam hukum positif
 Indonesia, pengertian kepailitan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-
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3
 undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
 Pembayaran Hutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
 131, untuk selanjutnya disingkat UU kepailitan) , menyatakan bahwa: “Kepailitan
 adalah Sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan
 pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas
 sebagaimana diatur dalam uu ini.” Berdasarkan pengertian kepailitan di atas dapat
 kita lihat bahwa kepailitan merupakan suatu jalan keluar untuk keluar dari
 persoalan hutang-piutang yang menghimpit seorang debitor, di mana debitor
 tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang
 tersebut kepada para kreditornya.6
 Kepailitan dilandasi oleh asas paritas creditorium dan asas pari passu
 prorate parte. Dalam Hukum perdata Indonesia asas paritas creditorium
 terimplementasi dalam pasal 1131 KUHPer, yang bunyinya adalah: “Segala
 kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang
 ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, mencajadi tanggungan untuk
 segala peikatan perseorangan.” Dari pasal di atas, pengertian asas paritas
 creditorium yaitu semua kekayaan debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban
 debitor. Sedangkan asas pari passu prorate parte termaktub dalam pasal 1132
 KUHPer, yang bunyinya adalah: ”Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-
 sama bagi semua yang mengutangkan padanya: pendapatan penjualan benda-
 benda itu dibagi-bagi menurut asas keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya
 piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan
 6 Ibid, h.2
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4
 untuk didahulukan.” Dari pasal di atas, pengertian asas pari passu prorate parte
 adalah Semua harta kekayaan debitor tersebut merupakan jaminan bersama untuk
 para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka,
 kecuali ada kreditor yang didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.
 Dengan demikian, maka kepailitan adalah pelaksanaan lebih lanjutdari ketentuan
 yang ada dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPer7
 1. Debitor mempunyai 2 atau lebih kreditor
 .
 Di Indonesia, suatu perkara permohonan pailit berdasarkan UU kepailitan,
 diperiksa, diadili serta diputus oleh pengadilan niaga. Pengadilan Niaga pada
 pengadilan Negeri terdapat dalam lingkungan lembaga peradilan umum, sebagai
 salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 Pengadilan Niaga merupakan bentuk pengadilan khusus dalam lingkungan
 peradilan umum.
 Berdasarkan pasal 2 (1) UU kepailitan syarat-syarat kepailitan, antara lain:
 2. Debitor mempunyai hutang yang tidak dibayar lunas, telah jatuh tempo dan
 dapat ditagih.
 Dua syarat di atas sifatnya kumulatif sehingga semuanya harus dipenuhi.
 Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU kepailitan, Debitor adalah orang yang
 mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat
 7 Ibid, h.5
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5
 ditagih di muka pengadilan. Dalam ilmu hukum, dikenal ada 2 jenis
 orang/persoon/subjek hukum, yaitu:
 1. Manusia sebagai natuurlijk persoon, yaitu subjek hukum alamiah dan bukan
 hasil kreasi manusia tapi kodrat
 2. Badan Hukum sebagai rechtpersoon, yaitu subjek hukum yang merupakan hasil
 kreasi hukum
 Dalam hukum Indonesia, yang termasuk Badan hukum , antara lain:
 1. Perseroan Terbatas (PT)
 2. Koperasi
 3. Yayasan
 Lebih lanjut Undang-undang kepailitan tidak merinci secara spesifik mengenai
 ketentuan yang membedakan antara kepailitan orang perorangan (natuurlijk
 persoon) dengan badan hukum khususnya perseroan terbatas.8
 Pesatnya perkembangan dan kemajuan pengetahuan dan teknologi telah
 memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Kemajuan teknologi telah mempertinggi
 produksi dan menurunkan biaya produksi. Teknologi telah mempermudah
 transaksi lintas negara di era globalisasi ini. Di era globalisasi, batas-batas suatu
 negara, bukan menjadi hambatan lagi dalam transaksi keuangan. Transaksi-
 8 Ibid, h. 188
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6
 transaksi antarnegara ini memungkinkan seseorang mempunyai harta, baik yang
 bersifat aktiva maupun aktiva di berbagai negara.9
 Dewasa ini dunia usaha di Indonesia sudah berskala internasional, modal
 para pengusaha berasal dari berbagai sumber. Sebagaian besar dari bank-bank
 swasta dalam dan luar negeri. Diharapkan, bahwa peraturan kepailitan akan dapat
 menjamin kepastian hukum dalam berusaha, sehingga calon investor baik dari
 dalam negeri maupun luar negeri akan yakin bahwa usaha Mereka akan berhasil
 dan tidak terhambat oleh berbagai kendala yang sebelumnya tidak terduga.
 10
 Salah satu pelaku usaha yang turut berkontribusi dalam pembangunan
 ekonomi Indonesia adalah Badan Hukum Asing. Badan hukum asing yang
 dimaksud dalam konteks ini adalah badan hukum yang didirikan menurut negara
 lain, tetapi menjalankan usahanya di Indonesia. Kontribusi itu dapat dilihat dari
 indikator perkembangan penanaman modal asing (PMA) secara langsung/
 Foreign Direct investment (FDI) di Indonesia yang kebanyakan di lakukan oleh
 Multi National Corporation (MNC), dimana dari tahun ke tahun mengalami
 peningkatan. Menurut catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),
 total realisasi investasi semester I-2011 mencapai Rp 115,6 T. Di mana
 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 33 T dan realisasi
 Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 82,6 T. Dibandingkan periode
 9 Jono, Op Cit, h. 188
 10 Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., “Kesiapan Dunia Usaha Menghadapi Berlakunya Perpu No. 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan” dalam Rudy A. Lontoh et, al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, h. 210
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7
 sebelumnya tren PMDN melonjak 50, 7% sedangkan realisasi PMA tumbuh
 16,2%. Pada investasi PMA, terlihat saat ini sejumlah negara seperti Korea
 Selatan dan India sangat antusias menanamkan modalnya yang diperkirakan bakal
 menggeser dominasi negara lainnya di Indonesia. Sedangkan realisasi investasi
 PMA pada semester I-2011 berdasarkan lokasi yaitu Jawa Barat sebesar US$ 2
 miliar, DKI Jakarta US$ 1,5 miliar, Papua US$ 0,8 milliar, Banten US$ 0,8
 milliar, dan Sumsel US$ 0,5 miliar11. Keuntungan masuknya FDI di Indonesia,
 adalah: Pertama, FDI membawa teknologi baru dan pengetahuan lainnya yang
 berguna bagi pembangunan di dalam negeri; Kedua, Penanam modal asing yang
 melakukan FDI biasanya mempunyai jaringan kuat dengan lembaga-lembaga
 keuangan global sehingga tidak tergantung pada dana dari perbankan Indonesia;,
 Ketiga, bagi perusahaan asing di Indonesia yang berorientasi ekspor, biasanya
 mereka sudah memiliki jaringan pasar global yang kuat sehingga tidak ada
 kesulitan dalam ekspor.12
 Eksistensi Badan hukum asing tentu saja tidak lepas dari adanya peraturan-
 peraturan yang membolehkan beroperasinya Badan Hukum Asing di Indonesia.
 Peraturan di Bidang Industri Minyak & Gas adalah salah satu peraturan yang
 mengakui dan membolehkan badan hukum asing beroperasi di Indonesia.
 Berdasarkan Pasal 11(1) Undang-undang No.22 Tahun 2001 (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, untuk selanjutnya disingkat UU
 11 www.vivanews.com dikunjungi pada 4 April 2012
 12 Tulus Tambunan, “Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing”, www.kadin-indonesia.or.id, dikunjungi pada 3 april 2012
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8
 Minyak dan gas), “Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan
 Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.” Sedangkan dalam pasal 1 angka
 18 Undang-undang Minyak dan Gas, pengertian Bentuk Usaha Tetap adalah
 “badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara
 Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara
 Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan
 yang berlaku di Republik Indonesia.” Hanya saja Eksistensi Badan Hukum Asing
 yang dalam UU Migas disebut dengan istilah bentuk usaha tetap, dibatasi ruang
 ruang geraknya, di mana Badan hukum asing di sektor migas hanya boleh
 beroperasi di sektor hulu (Pasal 9 (2) UU Minyak dan Gas). Pembolehan secara
 restriktif beroperasinya Badan Hukum Asing di Sektor Migas, sebagaimana yang
 telah disebutkan dalam paragraf di atas, Badan hukum Asing mempunyai
 teknologi canggih serta modal yang besar dimana hal itu sangat diperlukan di
 bidang hulu migas yang sangat padat modal serta padat teknologi.
 Syarat-syarat permohonan pailit yang telah diatur dalam UU kepailitan,
 berlaku juga terhadap perkara kepailitan yang mengandung unsur-unsur asing,
 dimana baik pemohon pailit maupun termohon pailit dapat berupa badan hukum
 asing atau badan usaha Indonesia.13
 13 Daniel Suryana, “Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga
 Indonesia”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, h.7
 Kepailitan yang diajukan oleh kreditur asing
 terhadap debiturnya di Pengadilan Niaga Indonesia tidak mengalami masalah
 hukum karena kreditur cukup dengan menunjuk advokat Indonesia sebagai kuasa
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 hukumnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dihadapan pengadilan Niaga
 Indonesia.14
 Akan tetapi berkenaan dengan debitur yang merupakan badan hukum asing
 yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia, menurut hemat penulis belum
 diatur secara tegas dan jelas.
 15
 Berdasarkan pasal 1 angka Undang-undang kepailitan mengenai pengertian
 kepailitan, kepailitan menyebabkan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit.
 Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan debitor adalah untuk
 menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta
 untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang
 mungkin akan merugikan para debitornya. Dengan adanya sita umum, maka harta
 pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum
 lainnya. Sita umum terhadap harta pailit adalah terjadi demi hukum
 16
 Menurut Pasal 21 UU Kepailitan, Harta kepailitan meliputi seluruh
 kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala
 sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Berdasarkan ketentuan tersebut, harta
 kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang
 tetap, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil,
 mesin-mesin, dan bangunan. Termasuk bila di dalamnya barang-barang berada di
 dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki
 14 Ibid, h.7
 15 Ibid, h.7
 16 M. Hadi Shubhan, Op. Cit., h.164
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 hak, seperti barang-barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai
 oleh oarang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.17
 1. Apakah Badan Hukum Asing yang beroperasi di Indonesia dapat
 dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga?
 Harta/Aktiva Badan Hukum Asing yang menjalankan kegiatannya di
 Indonesia meliputi harta di dalam Negeri serta harta di luar Negeri. Begitu juga
 jika suatu Badan Hukum Asing yang beroperasi di Indonesia dinyatakan pailit
 oleh pengadilan Niaga Indonesia, maka harta pailit yang dijadikan objek sita
 umum adalah semua harta badan hukum asing tersebut baik yang ada di dalam
 negeri maupun yang berada di luar negeri.
 Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penulis tertarik menulis skripsi
 dengan judul “KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING (STUDI KASUS
 KEPAILITAN PERUSAHAAN MINYAK & GAS BERBADAN HUKUM
 ASING DI INDONESIA)”.
 1.2. Rumusan Masalah
 Bertolak dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan
 pokok yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
 2. Apakah harta Badan Hukum Asing yang terletak di Luar Negeri termasuk
 dalam boedel pailit?
 17 Adrian Sutedi, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, h.50
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 1.3 Penjelasan Judul
 Judul yang dipilih pada skripsi ini adalah “Kepailitan Badan Hukum
 Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan
 Minyak & Gas Berbadan Hukum Asing”. Berdasarkan judul tersebut akan
 diuraikan sebagai berikut:
 Kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Kepailitan adalah sita umum
 atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya
 dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.
 Badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia adalah semua badan
 hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara asing dan menjalankan
 usahanya di wilayah Republik Indonesia.
 Studi kasus kepailitan perusahaan minyak & gas berbadan hukum
 asing adalah pembahasan kasus permohan pailit di Pengadilan Niaga pada
 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana perusahaan minyak dan gas berbadan
 hukum asing menjadi termohon.
 1.4. Alasan Pemilihan Judul
 Alasan pemilihan judul pada skripsi ini adalah untuk menjelaskan
 kewenangan Pengadilan Niaga untuk mengadili perkara kepailitan dimana badan
 hukum asing menjadi termohon serta menganalisis persinggungan asas-asas yang
 ada dalam hukum perdata secara umum serta hukum kepailitan secara khusus
 yaitu persinggungan antara asas teritorial dengan asas universal dalam UU
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 Kepailitan. Persinggungan tersebut sangat tampak dalam eksekusi harta pailit
 debitor asing yang terletak di luar negeri. Permasalahan-permasalahan tersebut di
 atas membuat penulis tertarik lebih lanjut untuk memilih judul “Kepailitan Badan
 Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan
 Minyak & Gas Berbadan Hukum Asing”.
 1.5. Tujuan Penulisan
 Adapun tujuan penulisan skripsi ini, antara lain:
 1. Menelaah apakah Badan Hukum Asing yang beroperasi di Indonesia dapat
 dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga.
 2. Menganalisa apakah harta Badan Hukum Asing yang terletak di Luar
 Negeri termasuk dalam boedel pailit.
 1.6. Manfaat Penulisan
 Manfaat penulisan skripsi ini adalah:
 Teoritis
 Menambah perbendaharaan ilmu penulis mengenai Hukum Kepailitan pada
 khususnya serta hukum Bisnis pada umumnya
 Praktis
 Sebagai masukan bagi Dosen, Mahasiswa, Hakim, Lawyer, Jaksa dalam rangka
 mengerti, memperdalam serta menerapkan norma-norma hukum kepailitan baik
 dalam khazanah teori maupun pada prakteknya.
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 1.7. Kajian Teoritik
 Kajian teoritik mengenai skripsi ini diwali dengan penjelasan menganai
 kepailitan itu sendiri, dimana Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan,
 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan
 dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim
 pengawas.
 Salah satu unsur penting dari kepailitan adalah adanya Kreditor. Pengertian
 Kreditor dapat ditemukan di dalam Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan yaitu Kreditor
 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang
 yang dapat ditagih di muka pengadilan.
 Unsur penting lainnya dalam kepailitan adalah adanya Debitor. Berdasarkan
 Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan. Debitor adalah orang yang mempunyai utang
 karena perjanjian atau Undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka
 pengadilan.
 Sedangkan Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU Kepailitan. Debitor Pailit
 adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan.
 Kurator adalah salah satu lembaga kepailitan yang esensial dalam proses
 kepailtan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan. Kurator adalah Balai Harta
 Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk
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 mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim
 pengawas.
 Unsur paling terpenting dalam proses kepailitan adalah adanya utang.
 Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan, Utang adalah kewajiban yang
 dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang
 Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan
 timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau
 undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi
 hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
 Sedangkan Pengertian Pengadilan untuk mengadili perkara permohonan
 pailit berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU Kepailitan, Pengadilan adalah Pengadilan
 Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
 Selain Kurator, peran hakim pengawas juga merupakan hal sangat penting.
 Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan, Hakim Pengawas adalah Hakim
 yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga dalam putusan pailit atau putusan penundaan
 kewajiban pembayaran utang
 Dalam konsep kepailitan terminologi kata setiap orang merupakan hal
 penting yang harus dimengerti. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Kepailitan,
 Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang berbentuk badan
 hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.
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 Terkait dengan tema skripsi ini mengenai kepailitan terhadap badan hukum
 asing, pengertian terhadap terminologi badan usaha Indonesia merupakan hal
 yang sangat penting untuk dimengerti hal ini dikarenakan sebagai bahan
 pembanding. Badan Usaha Indonesia adalah Badan usaha yang didirikan menurut
 dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.18
 Terminologi badan hukum Indonesia juga sangat penting untuk dibahas
 guna dijadikan sebagai bahan pembanding. Badan Hukum Indonesia adalah
 pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum Negara Indonesia yang bukan
 manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek lain di muka pengadilan.
 19
 Pengertian badan hukum asing jelas sangat penting untuk dimengerti. Badan
 Hukum Asing adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Negara
 asing.
 20
 Sedangkan pengertian harta kepailitan berdasarkan Pasal 21 UU Kepailitan
 adalah Harta kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan
 pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
 Berdasarkan ketentuan tersebut, harta kekayaan debitur bukan saja terbatas
 kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap, seperti tanah, tetapi juga
 barang-barang bergerak, seperti perhiasan, mobil, mesin-mesin, dan bangunan.
 Termasuk bila di dalamnya barang-barang berada di dalam penguasaan orang lain,
 18 Daniel Suryana, Op. Cit, h.31
 19 Ibid, h.40
 20 Ibid, h.28
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16
 yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki hak, seperti barang-barang
 debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh oarang lain secara
 melawan hukum atau tanpa hak.
 1.8. Metode Penelitian
 1.8.1. Tipe penelitian
 Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah doctrinal
 research, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan maupun
 literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan menyediakan
 penjelasan secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang menjadi suatu
 kategori tertentu dan menganalisa hubungan antar norma hukum, menjelaskan
 bidang-bidang yang sulit dan diharapkan memberi prediksi perkembangan norma
 hukum tersebut kedepan.
 1.8.2. Pendekatan Masalah
 Penulis dalam penyusunan skripsi ini menggunakan 3 (tiga) metode
 pendekatan yaitu:
 a. Statute approach (pendekatan peraturan perundang-undangan) yaitu
 pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
 undangan terkait dan regulasi lainnya yang bersangkut paut dengan isu hukum
 yang sedang ditangani.21
 21 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
 2006, h.93
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 b. Case Approach yaitu pendekatan terhadap rumusan masalah melalui kasus
 yang ada di dunia kerja yang berkaitan dengan topik yang dibahas22
 c. Conceptual Approach yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari
 pandangan- pandangan dan doktrin- doktrin di bidang ilmu hukum.
 23
 1.8.3. Pengolahan Bahan Hukum
 1.8.3.1. Bahan Hukum
 Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
 a. Bahan Hukum Primer
 Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif
 yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-
 undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan
 perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam skripsi ini,
 bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-
 undangan terutama yang terkait dengan hukum kepailitan, hukum
 perseroan serta peraturan internasional, perjanjian internasional
 mengenai Kepailitan lintas Negara (Cross-Border Bankruptcy) Selain itu
 juga sumber bahan hukum primer lainnya adalah Putusan Mahkamah
 Agung Republik Indonesia mengenai Kepailitan Badan Hukum Asing di
 bidang Minyak dan Gas yang beroperasi di Indonesia.
 b. Bahan Hukum Sekunder
 22 Ibid, h.94
 23 Ibid, h.95
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 30
						

18
 Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur dan buku-buku
 hukum yang berkaitan dengan hukum kepailitan , laporan, makalah,
 artikel di internet, surat kabar yang membahas mengenai hukum
 kepailitan, serta wawancara dengan ahli kepailitan.
 1.8.3.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 Pada penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang
 digunakan dengan melalui studi kepustakaan yang kemudian diinventarisasi
 dan diklarifikasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas serta dikaitkan
 dengan peraturan perundang-undangan dam ketentuan-ketentuan yang
 berlaku. Bahan hukum tersebut kemudian dirumuskan pada suatu pokok
 bahasan yang sistematis.
 1.8.3.3. Analisa Bahan Hukum
 Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan
 menganalisa dengan suatu hal yang bersifat umum yang kemudian ditarik
 menjadi suatu kesimpulan secara khusus, sehingga dari bahan hukum yang
 telah didapatkan dapat dianalisa dan dikaji sesuai dengan permasalahan yang
 ada sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan
 suatu masalah.
 1.9. Pertanggungjawaban Sistematika
 Skripsi ini disusun dan disajikan dalam empat bab yang terdiri dari dua bab
 pembahasan atas masalah yang diteliti, dan dua bab lainnya merupakan bab
 pendahuluan dan bab penutup yang mana dari tiap-tiap bab tersebut dibagi lagi
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 menjadi sub bab - sub bab. Secara keseluruhan bab-bab tersebut tersusun dengan
 sistematika di bawah ini:
 Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan gambaran umum
 serta arah yang akan ditulis dalam skripsi ini. Bab ini akan menjelaskan tentang
 latar belakang penelitian, yang merupakan uraian tentang perlunya penelitian dan
 penulisan skripsi ini. Kemudian disusul dengan memaparkan rumusan masalah
 yang ditulis, rumusan masalah ini merupakan fokus, batasan dan arah penelitian.
 Tujuan penelitian berisi tentang alasan penulis menulis skripsi ini. Manfaat
 penelitian berisi tentang siapa saja yang mungkin membutuhkan skripsi ini.
 Disamping itu, dalam bab pendahuluan ini juga mengetengahkan kajian teoritik.
 Kajian teoritik ini memberikan pemahaman tentang hal-hal yang berhubungan
 dengan permasalahan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Bab ini diakhiri
 dengan pembahasan tentang metode penelitian dan sistematika penulisan.
 Bab II, yang diberi judul “Kepailitan Terhadap Badan Hukum Asing Yang
 Beroperasi Di Indonesia” berisi penjelasan tentang konsep badan usaha dan
 badan hukum, dilanjutkan dengan pembahasan kompetensi Pengadilan Niaga
 dalam mempailitkan Badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia, dan di
 akhiri dengan menelaah penetapan dan putusan-putusan pengadilan niaga terkait
 kepailitan perusahaan minyak dan gas berbadan hukum asing.
 Bab III, yang diberi judul “Cakupan Harta Pailit Badan Hukum Asing”
 berisi kajian normatif tentang akibat putusan pailit setelah itu dilanjutkan dengan
 penjelasan mengenai asas teritorial, asas universal dalam hukum pailit, termasuk
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 didalamnya diselipkan pembahasan tentang konvensi-konvensi serta perjanjian
 international yang berkaitan dengan Cross border Bankcruptcy khususnya
 mengenai boedel pailit yang terletak Negara berbeda.
 Bab IV yang merupakan Bab Penutup, terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu
 kesimpulan dan saran.
 Kesimpulan, berisi tentang uraian singkat mengenai jawaban atas permasalahan
 yang dirumuskan dalam sub bab rumusan masalaah pada bab 1.
 Saran, berisi tentang rekomendasi penulis yang bersifat konkret berkaitan dengan
 hasil penelitian ini demi keberlanjutan penulisan penelitian dengan jenis
 pembahasan sejenis.
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 BAB II
 KEPAILITAN TERHADAP BADAN HUKUM ASING
 2.1 Konsep Badan Usaha & Badan Hukum
 Secara etimologis istilah “badan usaha” terdiri dari 2 kata yaitu “badan” dan
 “usaha”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa, badan
 mempunyai makna yang bervariasi, antara lain, badan bisa diartikan sekumpulan
 orang yang merupakan suatu kesatuan untuk mengerjakan sesuatu. Demikian juga
 kata “usaha” mempunyai makna yang bervariasi pula, antara lain, usaha bisa
 diartikan kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung);
 perdagangan; perusahaan.24 Jadi dapat diartikan bahwa badan usaha adalah
 sekumpulan orang dan atau modal yang mempunyai kegiatan atau aktivitas yang
 bergerak di bidang perdagangan.25 Terkait dengan definisi badan usaha maka hal
 tersebut tidak dapat dipisah dari eksistensi badan usaha Indonesia. Menurut
 Daniel Suryana, Badan usaha Indonesia adalah badan usaha yang didirikan
 menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.26
 Badan usaha dapat dibagi dalam 2 golongan
 27
 24 Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 27
 25 Ibid, h. 27
 26 Daniel Suryana, Op Cit, h. 31
 27 Team Dosen Hukum Perseroan, Buku Ajar Hukum Perseroan, Fakultas Hukum
 Universitas Airlangga, Surabaya, h. 2
 , yakni badan usaha yang
 tidak berbadan hukum serta badan usaha yang berbadan hukum. Pembagian
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 tersebut didasarkan pada masalah pertanggungjawabannya, dimana perbuatan
 yang dilakukan oleh badan usaha yang bukan badan hukum, dipandang sebagai
 perbuatan pribadi-pribadi perorangannya sehingga segala akibat harus ditanggung
 secara pribadi, sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha yang
 berbadan hukum dipandang sebagai perbuatan badan/institusi itu sendiri, terlepas
 dari pribadi-pribadi. Pembagaian badan usaha juga dapat didasarkan pada tujuan
 kegiatannya yang terbagi menjadi 2, yaitu tujuan komersial dan tujuan non-
 komersial.28 Pembagian badan usaha tersebut dilakukan karena hampir tidak ada
 perusahaan yang tidak berorientasi pada perolehan profit atau keuntungan, bahkan
 tujuan yang ideal dari suatu usaha adalah untuk mencari keuntungan, tapi
 perolehan keuntungan bukan pula menjadi tujuan utama, artinya perolehan
 keuntungan tersebut sebagai upaya menjaga kelangsungan atau kesinambungan
 dari usaha tersebut. Dari pembagian di atas dapat diklasifikasikan bahwa Badan
 usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari Maatschap, Firma, dan CV; badan
 usaha yang berbadan hukum terdiri dari PT, BUMN, Koperasi, Yayasan; Badan
 usaha komersial terdiri dari PT, Firma, CV, BUMN; aedangkan Badan usaha non-
 komersial terdiri dari: yayasan, Koperasi, Perkumpulan.29
 28 Ibid, h. 2
 29 Ibid, h. 2
 Di bawah ini akan
 dijelaskan secara singkat mengenai deskripsi dari bentuk-bentuk badan-badan
 usaha di Indonesia.
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 a. Maatschap/Persekutuan/Perserikatan30
 Dalam Maatschap terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan
 untuk berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan dengan
 menyerahkan inbreng berupa uang, barang-barang atau tenaga kerja. Maatschap
 biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan
 profesi, misalnya: kantor hukum, kantor akuntan. Maatschap dipandang juga
 sebagai bentuk induk dari Firma dan CV sehingga ketentuan-ketentuan yang
 mengatur Maatschap berlaku pula untuk Firma dan CV. Hal tersebut dilandasi
 oleh Pasal 1 jo 15 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut
 KUHD), dimana menurut pasal 1 KUHD, ketentuan KUHPerdata berlaku untuk
 hal-hal atau persoalan yang diatur dalam KUHD, sepanjang KUHD tidak
 mengaturnya secara khusus. Artinya, jika terhadap suatu persoalan, sudah ada
 aturannya dalam KUHD, maka ketentuan KUHPerdata tidak berlaku. Sedangkan
 pada pasal 15 KUHD mengatur bahwa segala perseroan yang diatur dalam
 KUHD, dikuasai oleh persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, oleh kitab ini
 dan oleh Hukum Perdata.
 Definisi mengenai Maatschap dapat ditemukan pada pasal 1618 Kitab
 Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUH Perdata) yang bunyinya
 adalah: “Suatu perjanjian dengan mana dua atau lebih mengikatkan diri untuk
 memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi
 keuntungan yang terjadi karenanya.”
 30 Ibid, h. 4
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 b. Firma (Vennotschap Onder Firma)31
 c. CV (Commanditaire Vennootschap)
 Definisi Firma dapat ditemukan dalam Pasal 16 KUHD, yaitu: “Tiap-tiap
 perserikatan orang yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di
 bawah satu nama bersama.”
 Ada dua unsur dalam Firma, yaitu menjalankan perusahaan dan dengan
 menggunakan nama/Firma bersama. Dengan nama bersama akan digunakan untuk
 melakukan perbuatan hukum.
 32
 31 Ibid, h. 5
 32 Ibid, h. 6
 Pengertian CV secara tersurat dirumuskan dalam pasal 19 alinea 1 KUHD,
 yaitu: “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan
 komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara
 tanggung menanggung bertanggungjawab untuk seluruhnya pada pihak kesatu,
 dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang kepada pihak lain.”
 Dari Rumusan di atas, dapat ditafsirkan bahwa dalam CV ada 2 macam atau
 jenis pesero, yaitu: Sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah sekutu yang
 bertanggung jawab penuh dan tanggung menanggung dengan sekutu lainnya
 sampai pada harta kekayaan pribadi. Sekutu pasif adalah sekutu yang bertanggung
 jawab terbatas sampai pada bagiannya dalam CV dan tidak pula tanggung
 menanggung.
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 37
						

25
 d. Perseroan Terbatas (PT)33
 e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 Definisi Perseroan Terbatas dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.
 40 Tahun 2007 (Selanjutnya disebut UU PT), yaitu: “Badan hukum yang
 merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
 kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan
 memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan
 pelaksanaanya.”
 34
 Memperhatikan sifat usaha BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan
 melaksanakan pemanfaatan umum, maka dalam UU BUMN ditentukan ada 2
 bentuk perusahaan dalam BUMN, yaitu: Perusahaan Perseroan/ Persero dan
 Perusahaan Umum/ Perum. Persero merupakan BUMN yang berbentuk PT yang
 modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya
 dimiliki oleh Negara dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan Perum
 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi
 Definisi BUMN dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003
 (Selanjutnya disebut UU BUMN), yaitu: “Badan usaha yang seluruh atau
 sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung
 yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.”
 33 Ibid, h. 28
 34 Ibid, h. 39
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 dalam saham dengan tujuan untuk pemanfaatan umum sekaligus mengejar
 keuntungan.
 f. Yayasan35
 g. Koperasi
 Definisi Yayasan dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun
 2001 Jo UU No. 28 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UU Yayasan), yaitu: ”Badan
 hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk
 mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang
 tidak mempunyai anggota.”
 36
 35 Ibid, h. 40
 36 Ibid, h. 43
 Definisi Koperasi dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun
 1992 (Selanjutnya disebut UU Koperasi), yaitu:”Badan usaha yang beranggotakan
 perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
 berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
 berdasarkan atas azas kekeluargaan.”
 Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggotanya (Pasal 3 UU
 Koperasi. Oleh karena itu, sekalipun dimungkinkan koperasi menjalankan
 kegiatan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat, tetapi diarahkan pada
 usaha yang terkait langsung dengan kepentingan anggota demi meningkatkan
 usaha dan kesejahteraan anggota (Pasal 43 UU Koperasi).
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 Berdasarkan pasal 15 UU Koperasi, ada 2 bentuk koperasi, yaitu: koperasi
 Primer yang didirikan oleh minimal 20 orang serta koperasi sekunder yang
 didirikan minimal oleh 3 koperasi.
 h. Perkumpulan37
 a. Teori Fiksi
 Perkumpulan merupakan wadah usaha yang memiliki anggota. Tidak semua
 perkumpulan berstatus badan hukum. Perkumpulan yang bukan badan hukum,
 pertanggungjawabannya bersifat perorangan, artinya bahwa beban tanggung
 jawab ada pada siapa yang telah melakukan perbuatan hukum. Perbuatan salah
 seorang atau lebih anggota perkumpulan akan menjadi beban pribadi pelaku usaha
 yang bersangkutan. Sedangkan perkumpulan yang merupakan badan hukum
 diatur mulai pasal 1653-1665 KUH Perdata.
 Dari penjelasan mengenai badan usaha di atas dapat diperoleh hal-hal
 esensial berkaiatan dengan eksistensi badan hukum, di mana akan dijelaskan
 terlebih dahulu teori-teori mengenai badan hukum sehingga pengertian mengenai
 badan hukum dapat lebih dimengerti. Ada beberapa teori tentang badan hukum,
 antara lain: teori Fiksi, teori Organ, teori harta kekayaan bertujuan, teori harta
 kekayaan bersama.
 38
 37 Ibid, h. 44
 38 Daniel Suryana, Op Cit, h. 38
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 Menurut teori ini badan hukum hanya suatu fiksi saja, dan semata-mata
 buatan negara saja. Artinya, badan hukum itu sesuatu yang sesungguhnya tidak
 ada, akan tetapi manusia karena kebutuhan bersama menciptakan dan
 menghidupkannya dalam bayangan sebagai suatu subjek hukum, serta
 memperhitungkannya sebagai sesama manusia. Von Savigny adalah pelopor teori
 ini.
 b. Teori Harta Kekayaan bertujuan39
 c. Teori Harta Kekayaan Bersama
 Menurut teori ini badan hukum merupakan harta kekayaan yang terikat pada
 suatu tujuan tertentu, yang terpisah dan terlepas dari kekayaan seseorang
 anggotannya. Artinya, pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta
 kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pelopor
 Teori ini adalah A. Brinz
 40
 d. Teori Organ
 Menurut teori ini badan hukum pada hakekatnya merupakan perkumpulan
 manusia yang mempunyai hak dan kewajiban bersama-sama masing-masing
 anggota, sehingga kepnetingan badan hukum adalah kepentingan bersama
 masing-masing anggota perkumpulan. Rudolf von Jhering adalah pelopor Teori
 ini.
 41
 39 Ibid, h. 39
 40 Ibid, h. 39
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 Menurut teori ini badan hukum bukan khayalan (fiksi, abstrak), melainkan
 suatu kenyataan (riil) yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai pula alat
 perlengkapan (organ) selaras dengan anggota badan manusia. Karenanya badan
 hukum di dalam melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan alat
 perlengkapan (organnya). Misal: Pengurus, komisaris, rapat anggota. Otto von
 Gierke adalah pelopor dari teori ini.
 Dari penjelasan di atas, Badan hukum adalah suatu badan yang diakui dan
 dianggap sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban seperti halnya
 manusia, jadi badan hukum itu merupakan subyek hukum di dalam lalu lintas
 hukum, seperti halnya manusia. Unsur-unsur badan hukum sebagai subyek hukum
 adalah sebagai berikut: merupakan organisasi, dapat melakukan perbuatan hukum,
 mempunyai harta kekayaan sendiri, mempunyai hak dan kewajiban sendiri,
 mempunyai pengurus, dapat digugat maupun menggugat. Jadi badan hukum
 merupakan suatu wadah usaha yang memiliki kekayaan sendiri, yang dengan
 harta kekayaan itu, badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum sendiri,
 sekaligus bertanggungjawab sendiri dalam mencapai tujuannya. Mengingat badan
 hukum sebagai wadah yang bentuknya tidak nyata, maka tetap membutuhkan
 orang perseorangan sebagai pengurus, untuk mewakili dalam lalu lintas hukum.
 Dari definisi mengenai badan hukum di atas, maka pengertian badan hukum
 Indonesia adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum Negara
 Indonesia yang bukan manusia, yang dapat menuntut atau dituntut subjek lain di
 41 Ibid, h. 40
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 muka pengadilan.42
 Dari segi eksistensinya, badan hukum dapat dibagi menjadi 3 macam
 yaitu:
 Badan hukum Indonesia terdiri dari PT, BUMN, Yayasan,
 koperasi, perkumpulan.
 43
 Dari segi wujudnya, badan hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam
 yaitu:
 a. Badan hukum yang “diadakan” oleh pemerintah/kekuasaan umum.
 Misalnya Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, bank-bank BUMN,
 dsb.
 b. Badan hukum yang “diakui” oleh pemerintah/kekuasaan umum. Misalnya
 perkumpulan-perkumpulan, gereja, dan organisasi-organisasi agama, dan
 sebagainya.
 c. Badan hukum yang “didirikan” untuk suatu maksud tertentu yang tidak
 bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, seperti perseroan terbatas,
 perkumpulan asuransi, perkapalan, dsb.
 44
 Korporasi adalah sekumpulan orang yang untuk hubungan-hubungan hukum
 tertentu demi mewujudkan tujuan memperoleh keuntungan tertentu bersepakat
 a. Korporasi (perseroan, corporatie)
 42 Daniel Suryana, Op. Cit, h. 31
 43 Ibid, h. 42
 44 Ibid, h. 43
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 untuk bertindak sebagai suatu kesatuan, sebagai subjek hukum mandiri. Misalnya
 perseroan terbatas.
 b. Yayasan (foundation, stichting)
 Yayasan adalah kekayaan dari seseorang atau sekelompok orang yang
 dipisahkan dari kekayaan pribadinya atau pribadi masing-masing untuk
 mewujudkan tujuan tertentu yang tidak bersifat komersial.
 Masalah domisili suatu badan hukum merupakan suatu pembahasan yang
 penting karena berkaitan dengan hukum yang berlaku dan status badan hukum
 yang bersangkutan.45
 Ada 3 jenis teori untuk menentukan tempat kedudukan suatu badan hukum,
 antara lain:
 46
 Suatu badan hukum tunduk pada hukum dari tempat kedudukan badan
 hukum bersangkutan yang telah ditentukan dan ditetapkan menurut dan dalam
 statutair (akta pendirian, akta pembentukan) badan hukum tersebut.
 a. Teori inkorporasi
 Suatu badan hukum tunduk pada hukum dari negara dimana badan hukum
 tersebut didirikan atau dibentuk pada saat pertama kali.
 b. Teori tentang tempat kedudukan secara statutair
 45 Ibid, h. 44
 46 Ibid, h. 47
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 c. Teori tentang tempat kedudukan manajemen efektif
 Suatu badan hukum tunduk pada hukum dimana badan hukum tersebut
 memiliki tempat kedudukan manajemen atau kantor pusat yang efektif.
 Dalam praktek terdapat kecenderungan bahwa teori pertama dan teori kedua
 tersebut melebur menjadi satu, sehingga dapat dikatakan bahwa tempat
 kedudukan suatu badan hukum berdasarkan inkorporasi dan kedudukan statutair
 lazimnya adalah sama karena pada umumnya tempat kedudukan juga sekaligus
 merupakan tempat kedudukan statutair dari badan hukum yang bersangkutan.47
 Untuk menjembatani 2 teori yang saling bersaing antara teori inkorporasi
 dengan teori kantor pusat yang efektif, maka yang harus dijadikan acuan adalah
 konvensi-konvensi internasional baik yang berlaku umum maupun regional di
 bidang pengakuan badan hukum, sebagai berikut:
 Penerapan teori inkorporasi dalam sistem tata hukum Indonesia, dianut
 dalam hukum perseroan, khususnya dalam pasal 5(1) UU Perseroan terbatas,
 yaitu:”Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilyah negara
 Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.”
 48
 1. Konvensi Den Haag 1956, konvensi tentang pengakuan Badan Hukum
 Asing termasuk Perseroan, Asosiasi-asosiasi dan Yayasan (Convention on
 47 Ibid, h. 49
 48 Ibid, h. 81
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 the Recognition of The Legal Personality of Foreign Companies,
 Association and Foundation)
 2. Konvensi Hamburg 1960 (Convention on Conflicts of Law Relating to
 Companies, ILA 1960)
 3. Konvensi Brussel 1968 (Convention on The Mutual Recognition of
 Companies and Bodies Corporate 1968)
 Konvensi Den Haag 1956 dan Konvensi Hamburg 1960 sama-sama
 memberikan langkah kompromistis, artinya teori inkorporasi dan teori kantor
 pusat yang efektif tersebut tidak diterapkan secara kaku, melainkan fleksibel
 sesuai dengan, dimana dalam hal-hal tertentu berlaku dan diakui jika sudah
 memenuhi formalitas-formalitas teori inkorporasi maka dengan sendirinya
 eksistensinya telah diakui sah sebagai badan hukum berdasarkan prinsip kantor
 pusat yang efektif demikian juga sebaliknya.
 Dari penjelasa-penjelasan pada alinea sebelumnya mengenai konsep badan
 usaha dan badan hukum termasuk di dalamnya badan usaha Indonesia dan badan
 hukum Indonesia, dapat diambil kesimpulan mengenai konsep badan usaha asing
 serta badan hukum asing. Badan usaha asing adalah badan usaha yang didirikan
 dan berdasarkan hukum asing, sedangkan badan hukum asing adalah Badan
 hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum Negara asing.49
 49 Ibid, h. 28
 Di bawah ini akan
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 dijelaskan konsep badan usaha serta badan hukum di Negara-negara lain sebagai
 bahan perbandingan.
 Di Amerika Serikat, badan usaha dibedakan atas 2 bagian besar yaitu:50
 Sedangkan di Singapura, badan usaha dibedakan atas tiga bagian besar
 yaitu:
 a. Badan usaha yang merupakan badan hukum (incorporated) berupa badan-
 badan hukum dagang, asosiasi yang tidak bersifat komersil, asosiasi-asosiasi
 koperasi;
 b. Badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk: Persekutuan-
 persekutuan dagang berupa: Limited partnership, Limited Partnership
 associations, Joint Stock companies, Business Trust; Kontrak-kontrak untuk
 usaha bersama, misalnya: Joint adventures, Joint ventures, Societas unius
 rei.
 51
 Merupakan asosiasi sukarela dari dua atau lebih orang untuk bersama-sama
 dalam kegiatan usaha dan menjadi mitra untuk memperoleh keuntungan, yang
 didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing para pihak baik yang
 a. Kepemilikan Perseorangan (Sole Partnership),
 b. Kemitraan / persekutuan (Partnership)
 50 Ibid, h. 33
 51 Ibid, h. 34
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35
 dinytakan secara tegas dalam suatu perjanjian kemitraan ataupun yang ditentukan
 oleh undang-undang.
 Berdasarkan jenisnya, kemitraan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: General
 Partnership dan Specific Partnership; Trading Partnership dan Non Trading
 Partnership.52
 Berdasarkan jenisnya, kemitraan dapat dibedakan sebagai berikut: General
 Partner, Nominal Partner, Silent Partner, Secret Partner, Dormant Partner.
 General Partner umumnya bergerak dalam bidang transaksi bisnis perusahaan.
 Nominal Partner sebenarnya bukan mitra tetapi jka diberikan ijin untuk ikut
 bergabung dalam suatu usaha dan sewajtu-waktu dapat menjadi partner tetap.
 Silent Partners adalah mereka yang menjadi bagian dari kerjasama namun tidak
 ikut ambil bagian dalam urusan bisnis. Secret Partner adalah Mereka yang ambil
 bagian dalam manajemen perusahaan, tetapi orang lain tidak mengetahui bahwa ia
 merupakan bagian dari kerjasama. Dormant Partner adalah mereka yang tidak
 ambil bagian dalam urusan bisnis (manajemen) dan semua orang
 mengetahuinya.
 53
 52 Ibid, h. 34
 53 Ibid, h. 35
 c. Perusahaan (companies)
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 2.2. Kompetensi Pengadilan Niaga Dalam Mempailitkan Badan Hukum
 Asing
 Sebagaimana disinggung di Bab I, suatu perkara permohonan pailit
 berdasarkan UU kepailitan, diperiksa, diadili serta diputus oleh pengadilan niaga.
 Hal ini didasarkan pada substansi pasal 1 angka 7 UU kepailitan, yaitu:”
 pengadilan adalah pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.”
 Pembentukan pengadilan Niaga di dalam lingkungan peradilan umum
 didasarkan pada substansi pasal 10 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan
 kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan kehakiman), dimana pada ayat (1)
 berbunyi: ”kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
 sebuah mahkamah konstitusi.” sedangkan pada ayat (2) berbunyi:”Badan
 peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan
 dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan
 peradilan tata usaha negara.” Peradilan umum, lebih lanjut berdasarkan pasal 8
 UU No. 2 tahun 1986 jo UU No. 8 Tahun tentang peradilan umum (selanjutnya
 disebut UU peradilan umum) menyatakan bahwa di lingkungan peradilan umum
 dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan UU, dan dalam penjelasan pasal
 8 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan”
 adalah adanya diferensiasi/ spesialisasi di lingkungan peradilan umum, misalnya
 pengadilan lalu lintas di jalan, pengadilan anak, pengadilan ekonomi, sedangkan
 yang dimaksud dengan “yang diatur dengan Undang-undang” adalah susunan,
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 kekuasaan, dan hukum acaranya.54 Jadi Pengadilan Niaga hanya merupakan
 Chamber dari pengadilan umum. Oleh karena itu tidak ada jabatan ketua
 Pengadilan Niaga karena ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga
 membawahkan Pengadilan Niaga.55
 Kewenangan Pengadilan Niaga merupakan kewenangan yang dilimpahkan
 oleh Peradilan Umum untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan
 perkara kepailitan. Pengadilan Niaga merupakan lembaga peradilan yang di
 bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 Kompetensi absolut pengadilan Niaga diatur oleh Pasal 300 (1) UU
 Kepailitan yang menyatakan: “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-
 undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan
 penundaan kewajiban pembayaran hutang, berwenang pula memeriksa dan
 memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penerapannya dilakukan
 dengan undang-undang.”
 56
 54 Hadi Subhan, Op Cit, h. 102-103
 55 Sutan Remi Sjahdeini, Op Cit, h. 140
 56 Rahayu Hartini, Hukum Kepailitan berdasarkan UU 37 Tahun 2004, UMM Pres, 2008, hal. 258
 a. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit;
 b. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan kewajiban pembayaran
 hutang;
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 c. Memeriksa perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya
 ditetapkan dengan undang-undang, misalnya sengketa di bidang Haki.
 Dari ketentuan di atas Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa dan
 memutus perkara permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban
 pembayaran utang (PKPU) dan perkara lain di bidang perniagaan seperti
 persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.
 UU Kepailitan juga mengatur tentang kewenangan Pengadilan Niaga dalam
 hubungannya dengan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase. Pasal 303
 UU Kepailitan, menyatakan bahwa, “ pengadilan tetap berwenang memeriksa dan
 menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat
 perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar
 permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
 dalam Pasal 2 (1) Undang-undang ini. Ketentuan pasal tersebut dimaksudkan
 untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan
 menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian
 utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.
 Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga dapat ditemukan dalam substansi
 Pasal 3 UU Kepailitan:
 (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan
 dan atau diatur dalam Undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang
 daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
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 (2) Dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia,
 Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan
 pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
 temapat kedudukan hukum terakhir debitor.
 (3) Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah
 hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga
 berwenang memutuskan.
 (4) Dalam hal debitur tidak berkedudukan di Wilayah Negara Republik
 Indonesia, tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara
 Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah
 Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor
 pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara
 Republik Indonesia.
 (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya
 adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.
 Kompetensi Relatif Pengadilan Niaga dapat juga Kita dapati pada pasal 306
 UU Kepailitan yang substansinya adalah: “Pengadilan Niaga pada Pengadilan
 Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 (1) Peraturan
 Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan
 atas Undang-undang tentang Kepailitan sebagaiman telah ditetapkan menjadi
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, diyatakan tetap berwenang memeriksa dan
 memutus perkara yang jadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.
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 Berdasarkan pasal di atas, pada mulanya hanya dibentuk 1 pengadilan Niaga
 yakni Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat sehingga Pengadilan tersebut memiliki
 kewenangan relatif untuk menerima permohonan pailit atas debitor di seluruh
 wilayah Indonesia. Pengadilan Niaga tersebut berwenang untuk menerima
 permohonan pailit meliputi seluruh wilayah Indonesia.
 Menurut Pasal 300 (2) UU Kepailitan, pembentukan Pengadilan Niaga
 selain pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilakukan secara bertahap
 dengan keputusan presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan
 sumber daya yang diperlukan.57
 Dalam perkembangannya kemudian, pemerintah mengeluarkan keputusan
 Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 yang berisi pembentukan
 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah
 Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,
 Maluku, dan Irian Jaya; Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi
 Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa
 Aceh; Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi Jawa Timur, Bali,
 Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur; dan Pengadilan Negeri Semarang
 meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogjakarta.
 Sedangkan daerah Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
 wilayahnya meliputi: DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Sumatera
 Selatan, Propinsi Lampung dan Propinsi Kalimantan Barat.
 57 Sutan Remi Sjahdeini, Op Cit, h. 141
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 Hukum Acara yang dipergunakan dalam mengadili perkara kepailitan di
 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dapat ditemukan pada pasal 299 UU
 Kepailitan yang substansinya adalah: “ Kecuali ditentukan lain dalam Undang-
 undang ini maka acara yang berlaku adalah Hukum acara perdata.” Jadi Hukum
 acara yang berlaku atau dipergunakan pada Pengadilan Niaga dalam memeriksa
 perkara kepailitan adalah sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generalis,
 selain ketentuan-ketentuan khusus mengenai hukum acara yang diatur dan
 ditentukan dalam UU kepailitan, maka berlakulah ketentuan-ketentuan hukum
 acara perdata yang bersifat umum dalam pemeriksaan sengketa perdata umum
 pada Pengadilan Negeri.58
 (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas
 sedikitnya satu piutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan
 Suatu Perkara Kepailitan diawali dengan adanya permohonan kepailitan
 terhadap termohon pailit yang diajukan oleh pemohonnya, di mana permohonan
 tersebut selanjutnya akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada
 Pengadilan Negeri.
 Subjek Permohonan Kepailitan diatur dalam pasal 2 (1) sampai dengan (5)
 UU Kepailitan dimana substansinya sebagai berikut:
 Pasal 2:
 58 Daniel Suryana, Op Cit, h. 66-67
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 pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonanya sendiri maupun
 atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
 (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh
 Kejaksaan untuk kepentingan Umum.
 (3) Dalam Hal Debitor adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat
 diajukan oleh Bank Indonesia.
 (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga kliring
 dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, permohonan
 pernyataan pailit hanya dapat diajukan pleh Badan Pengawas Pasar Modal
 (5) Dalam hal Debitor adalah adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan
 Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
 di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat
 diajukan oleh Menteri Keuangan.
 Jadi Suatu Permohonan Pailit dapat diajukan oleh debitor itu sendiri
 (voluntary petition), dan dapat pula diajukan oleh pihak lain selain debitur itu
 sendiri (involuntary petition) yakni satu atau lebih kreditur ataupun oleh
 kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri
 Keuangan.59
 Sedangkan objek permohonan kepailitan dapat ditemukan pada pasal 21 UU
 Kepailitan yang menyebutkan bahwa, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan
 59Iibid, h. 63
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 debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang
 diperoleh selama kepailitan.”
 Jadi objek kepailitan adalah aset/harta yang diperoleh Debitor selama
 kepailitan. Harta/aset tersebut dapat berupa:60
 (1) Benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor
 sehubungan dengan pekerjaanya, perlengkapannya, alat-alat medis yang
 dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
 dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
 a. Benda tetap (tak bergerak)
 a.1. Yang bertubuh, misalnya: tanah, gedung, kapal terdaftar, dll.
 a.2. Yang tak bertubuh, misalnya hipotek dll.
 b. Benda bergerak
 b.1. Yang Bertubuh, misalnya: Mebel, mesin-mesin, mobil, barang dagangan
 dan lain-lain.
 b.2. Yang tak bertubuh, misalnya: piutang, gadai, dll
 Namun objek kepailitan pada pasal 21 UU Kepailitan dibatasi oleh Pasal 22
 UU Kepailitan, dimana barang-barang dan hak-hak yang tidak termasuk dalam
 kepailitan, seperti:
 60 Maria Regina Fika Rahmadewi, “Penyelesaian Utang Debitor Terhadap Kreditor
 Melalui Kepailitan”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, h. 20
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 dipergunkan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30
 (Tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya yang terdapat di tempat itu;
 (2) Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaanya sendiri sebagai
 penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu
 atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
 (3) Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban
 memberi nafkah menurut undang-undang.
 Sedangkan syarat substansial dalam suatu permohonan pailit ada di pasal
 2(1) UU Kepailitan, yaitu : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan
 tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
 ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonanya
 sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
 Jadi ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yakni:
 (1) Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor
 (2) Adanya utang yang tidak dibayar lunas,jatuh waktu, serta dapat ditagih.
 Berdasarkan Pasal 6 UU Kepailitan permohonan pernyataan pailit diajukan
 kepada Ketua Pengadilan Niaga. Permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan
 oleh advokat yang telah mempunyai ijin praktek kepada Panitera Pengadilan
 untuk didaftar. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada
 Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan
 didaftarkan, kemudian pada hari ketiga Pengadilan Niaga mempelajari
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 permohonan tersebut dan menentukan hari sidang. Setelah itu Pengadilan Niaga
 melakukan pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita kepada:
 (1) Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor,
 Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, Departemen Keuangan. Setelah itu
 dilakukan pemeriksaan apakah alat bukti memenuhi syarat pailit;
 (2) Kreditor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan
 terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah
 terpenuhi.
 Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan dilakukan secara terbuka dan
 dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya
 hukum. Selama sidang, hakim dapat meletakkan sita jaminan sebagian/seluruhnya
 atas kekayaan Debitor, dan menunjuk kurator sementara untuk mengawasi
 Debitor maupun mengawasi pembayaran kepada Kreditor. Yang terakhir adalah
 pembacaan putusan. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan pengadilan
 dengan pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.
 Suatu perkara kepailitan mengandung unsur internasional, apabila dalam
 perkara kepailitan tersebut terdapat: (a) debitor asing, atau; (b) kreditor asing,
 atau; benda dan atau aset yang berada di luar negeri, atau; (d) benda atau aset
 perusahaan yang dimiliki oleh orang asing.61
 61 Daniel Suryana, Op Cit, h. 77
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 Perkara Kepailitan yang mengadung unsur internasional disebut pula
 dengan istilah cross-border insolvency. Lebih lanjut contoh cross border
 insolvency antara lain sebagai berikut:62
 1. Suatu perusahaan di luar Negeri dinyatakan pailit oleh pengadilan, dimana
 perusahaan tersebut memiliuki saham dari suatu perusahaan yang ada di
 Indonesia (berbentuk joint venture)
 2. Suatu perusahaan di luar Negeri dinyatakan pailit oleh pengadilan, dimana
 perusahaan tersebut mempunyai perjanjian dengan perusahaan di Indonesia
 (misalnya dalam bentuk perjanjian penggunaan nama/ naming right
 agreement)
 3. Dalam Suatu perusahaan di Indonesia dinyatakan pailit oleh pengadilan,
 dimana perusahaan tersebut memiliki saham suatu perusahaan di luar
 Negeri.
 Menurut Ricardo Simanjuntak, untuk mempailitkan badan hukum asing
 yang beroperasi di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman mengenai pasal
 300(1) UU Kepailitan dimana pasal tersebut berbunyi, “Pengadilan sebagaimana
 dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan
 pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula
 memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya
 dilakukan dengan undang-undang.” Jika ketentuan di atas diinterpretasikan
 62 Daniel Suryana, Ibid, h. 78
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 berdasarkan metode interpretasi sistematis maka Pengadilan Niaga berwenang
 mengadili perkara kepailitan yang terjadi wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan
 Republik Indonesia siapapun itu pemohon maupun termohonnya, badan hukum
 dalam negeri maupun badan hukum asing. Setelah itu untuk pengaplikasiannya
 harus diikuti pemahaman mengenai pasal 3 UU Kepailitan yang mengatur
 mengenai kompetensi relatif pengadilan niaga di Indonesia, khususnya pada ayat
 (2), (4), dan (5).63
 Pasal 3(4) UU Kepailitan berbunyi, “Dalam hal debitur tidak berkedudukan
 di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya
 di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan
 adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor
 pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik
 Indonesia.” Maksud dari ketentuan di atas adalah Permohonan pernyataan Pailit
 terhadap debitur berupa badan hukum asing, tidak bertempat kedudukan dalam
 Pasal 3(2) UU Kepailitan berbunyi, “Dalam hal debitor telah meninggalkan
 wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan
 putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah
 hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.” Ketentuan di atas
 dimaksudkan untuk memungkinkan bagi pemohon pailit untuk tetap bisa
 mempailitkan badan hukum asing kendati badan hukum asing tersebut telah
 meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 63 Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak, Jakarta, 23 April 2012
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 wilayah Republik Indonesia, tetapi menjalankan usahanya dalam wilayah
 Republik Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa dan mengadili
 serta memutuskan permohonan pernyataan Pailit tersebut adalah Pengadilan
 Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitur
 menjalankan usahanya.
 Sedangkan Pasal 3 (5) UU Kepailitan berbunyi, “Dalam hal Debitor
 merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana
 dalam anggaran dasarnya.” Maksud dari ketentuan di atas adalah dalam hal
 debitur merupakan badan hukum baik badan hukum Indonesia ataupun badan
 hukum asing, maka kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam
 anggaran dasarnya. Menurut Daniel Suryana, dapat dinyatakan bahwa UU
 kepailitan, berkenaan dengan kedudukan badan hukum sebagai subjek Termohon
 Pailit, menganut prisnip inkorporasi dan juga kedudukan statutair.64
 Bahwa para pihak dalam perkara ini adalah PT. ISTANA KARANG LAUT,
 beralamat di JI. Gondangdia Lama No. 25, Jakarta 10330, sebagai PEMOHON I;
 PT. SANGGAR KALTIM JAYA, beralamat di JI. Jend. Sudirman No. 43, P.O.
 2.3 Analisa Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Minyak & Gas Berbadan
 Hukum Asing
 2.3.1 Analisa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/PAILIT/2005/PN.Niaga/Jkt. Pst.
 2.3.1.1 Kasus posisi
 64 Daniel Suryana, Op Cit, h. 130
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 Box 345, Balikpapan 76114, Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON II; serta
 TOTAL E & P INDONESIE, beralamat di Kuningan Plaza Menara Utara Lt. 2-9
 Jalan HR Rasuna Said Kav. C-11-14 Jakarta 12940, sebagai TERMOHON.
 Bahwa PEMOHON I & PEMOHON II bersama-sama mengajukan
 permohonan pailit terhadap TERMOHON karena TERMOHON tidak membayar
 utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON I &
 PEMOHON II berdasarkan Kontrak pada tanggal 16 November 2000 No.
 TP8/EPSC 2 tentang konstruksi NMP2 Paltform and offsites I yang
 ditandatangani oleh PEMOHON II dan TERMOHON. Kontrak tersebut
 menentukan dengan jelas jangkauan kerja antara PEMOHON I dan PEMOHON II
 serta kewajiban TERMOHON untuk melakukan pembayaran secara terpisah
 langsung ke Para PEMOHON. Hubungan hukum yang terjadi dalam kontrak
 tersebut adalah antara TERMOHON dengan PEMOHON II, dan PEMOHON II
 dengan PEMOHON I yaitu sebagai Kontraktor dan Subkontraktor berdasarkan
 perjanjian 15 Oktober 2000, di mana PEMOHON I sebagai Subkontraktor
 memiliki tanggung jawab sebanyak 60% dalam pengerjaan proyek tersebut.
 hubungan hukum langsung antara Pemohon I dengan Termohon dimulai saat
 Termohon merubah sekitar 80 % desain dalam dokumen tender setelah adanya
 kontrak award yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang dengan
 waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak dari Pemohon
 II dan Pemohon I sebagai subkontraktornya. Setelah perubahan tersebut,
 TERMOHON tidak mengakui adanya biaya akibat perubahan desain yang
 menyebabkan perubahan fisik dan perpanjangan waktu yang harus dikeluarkan
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 dan dikerjakan oleh Para Pemohon. Penolakan tersebut dilakukan dengan Surat
 Penolakan Termohon atas Change Order Request (COR) No. 179 dan No. 180
 tertanggal 11 April 2003. Kemudian Para Pemohon mengajukan klaim tagihan
 kepada TERMOHON pada bulan Februari dan Maret 2003 sebesar USD
 18,092,598.56. Namun Termohon menolak klaim tersebut dengan alasan
 prosedural dan tidak pernah ada Technical Clarification Meeting sejak Februari
 2003. Pada bulan Agustus 2003, Para Pemohon mengajukan permasalahan
 tagihan tersebut kepada BP Migas. Pada tanggal 22 Agustus 2003, TERMOHON
 menyetujui BP Migas sebagai mediator. Sebagai mediator, BP Migas
 mengusulkan agar klaim ini dapat diaudit oleh BPKP sebagai auditor independen
 sehingga dapat diketahui sejauh mana klaim itu dapat dibayar oleh TERMOHON
 dan penunjukkan BPKP sebagai Auditor telah disetujui oleh TERMOHON dan
 TERMOHON juga setuju akan mentaati hasil audit BPKP tersebut. Pada tanggal
 27 Februari 2004 BPKP menyampaikan hasil audit yang mengharuskan
 TERMOHON untuk membayar sejumlah USD 7,17 juta kepada Para Pemohon
 yang perinciannya adalah sebesar USD 3,178,329.08 untuk PEMOHON I dan
 USD 3,9 juta untuk PEMOHON II. Para Pemohon setuju dengan hasil audit
 tersebut mengingat komitmen Para Pemohon terhadap hasil mediasi serta
 banyaknya tagihan yang harus dibayar sehubungan dengan kontrak tersebut,
 namun ternyata Termohon tetap ingkar terhadap hasil audit BPKP tersebut. BP
 Migas telah mengirim surat kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2004 yang
 menginstruksikan TERMOHON untuk segera membayar klaim kepada
 PEMOHON I sebesar USD 3,178,329.08 dan membayar sejumlah USD 3,9 juta
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 kepada Pemohon II. Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil audit BPKP pada
 presentasinya tertanggal 19 Februari 2004. Sampai saat ini Termohon tetap
 menolak untuk merealisasikan hasil audit tersebut walaupun sudah ada perintah
 membayar dari BP Migas dan permohonan untuk membayar dari Bank Mandiri .
 Pasal 1338 KUHPer, mengatur sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat
 secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu
 perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak,
 atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu
 perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik." Rangkaian perbuatan
 TERMOHON di atas telah membuktikan itikad buruk dari TERMOHON. Dengan
 bukti-bukti di atas maka terbukti TERMOHON mempunyai utang kepada Para
 Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar USD 7,17 juta
 (Tujuh koma tujuh belas juta dolar Amerika). Oleh karenanya, permohonan Para
 Pemohon telah memenuhi "unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat
 ditagih" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun
 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
 Bahwa berdasarkan dasar-dasar di atas, Para Pemohon memohon kepada
 majelis Hakim untuk memeberikan putusan sebagai berikut: Menerima dan
 mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; Menyatakan
 Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-Undang
 No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
 Utang; Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan
 Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit;
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 Menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH., CN., berkantor di Wisma
 Metropolitan I lantai 14, JI. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, sebagai
 Kreditor dalam kepailitan Termohon; Menghukum Termohon untuk membayar
 biaya perkara; atau putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).
 Bahwa Tanggapan Termohon adalah sebagai berikut: Permohonan Pailit
 yang diajukan oleh Para Pemohon Salah Pihak karena seharusnya permohonan
 tersebut diajukan kepada konsorsium; Permohonan Pailit tersebut kurang pihak
 karena tidak mengikutsertakan INPEX selaku anggota konsorsium serta
 BP Migas sebagai TERMOHON PAILIT; Pengadilan Niaga tidak memiliki
 kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit
 yang diajukan oleh Para Pemohon karena Utang yang menjadi dasar permohonan
 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 (1) UU Kepailitan.
 Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang isinya adalah: Menolak
 Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; serta menghukum Para Pemohon
 membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
 Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: untuk
 menjawab apakah permohonan Para Pemohon sudah memenihi pasal 2 (1) UU 37
 tahun 2004 tentang kepailitan, majelis hakim bertitik tolak dari pengertian
 Kreditor, Debitor dan Utang dan ditemukan hasil analisa bahwa Pemohon I bukan
 kreditor bagi pemohon sehingga unsur-unsur pasal 2 (1) UU 37 tahun 2004 tidak
 dapat terpenuhi.
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 2.3.1.2 Analisa hukum
 Pada perkara ini, permohonan pernyataan pailit ditolak oleh majelis hakim
 bukan karena kompetensi relatif Pengadilan Niaga, tetapi karena Permohonan
 pernyataan pailit tidak memenuhi substansi pasal 2 (1) UU Kepailitan. Pengadilan
 Niaga tidak memepermasalahkan bahwa salah satu pihak yang dalam hal ini
 adalah Termohon yang berbentuk Badan Hukum Asing yang notabene didirikan
 menurut hukum Negara Asing. Hal ini tentu saja telah sesuai dengan amanat pasal
 300(1) UU Kepailitan yaitu “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
 undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan
 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan
 memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan
 undang-undang.” Dimana penafsiran pasal tersebut adalah Pengadilan Niaga
 berwenang mengadili perkara kepailitan yang terjadi wilayah yurisdiksi Negara
 Kesatuan Republik Indonesia siapapun itu pemohon maupun termohonnya, badan
 hukum dalam negeri maupun badan hukum asing.
 Total EP Indonesie sebagai TERMOHON dalam perkara ini adalah Badan
 Hukum Asing yang berdiri menurut hukum Negara Prancis dan berkantor pusat di
 Tour Total, 24 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Perancis, dan memiliki kantor
 usaha utama berlokasi di Plaza Kuningan, Menara Utara, Jalan H.R. Rasuna said
 Kav. C 11-14 Jakarta Selatan 12940. Hal di atas tentu saja memenuhi rumusan
 pasal 3 (4) UU Kepailitan yang berbunyi:” “Dalam hal debitur tidak
 berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi
 atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang
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 memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat
 kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di
 wilayah Negara Republik Indonesia.” Pengkaitan Pasal 300 (1) UU Kepailitan
 dengan Pasal 3(4) UU Kepailitan digunakan dalam rangka memahami bahwa
 Badan Hukum Asing dapat dipailitkan dengan menggunakan Hukum Kepailitan
 Indonesia asalkan memenuhi unsur-unsur pasal-pasal yang ada di dalam UU
 Kepailitan tersebut.
 2.3.2 Analisa Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 52/PAILIT/2000/PN.Niaga/Jkt. Pst.
 2.3.2.1 Kasus Posisi
 Bahwa para pihak dalam perkara ini adalah PT. OGSPIRAS BINA
 DRILING, berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 123 B, Cilandak, Jakarta
 Selatan sebagai PEMOHON; Bali Energy LTD, berkedudukan di Jakarta
 beralamat di Plaza Bapindo, Menara 1, 26th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav
 54-55, Jakarta 12190,selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.
 Bahwa dalam gugatannya PEMOHON mengemukakan hal-hal sebagai
 berikut:
 1. Pada tanggal 2 Juni 1997, TERMOHON mengadakan perjanjian pengeboran
 minyak dengan Pemohon berdasarkan Perjanjian Layanan Driling Rig
 (Agreement For Driling Rig Senices) No. BEL/0107/DRL, selanjutnya
 disebut Perjanjian Pengeboran.
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 2. Dalam Perjanjian Pengeboran tersebut, TERMOHON, yang disebut sebagai
 Perusahaan (Company), mengadakan Perjanjian dengan PEMOHON, yang
 disebut sebagai Kontraktor (Contractor), untuk melakukan Pengeboran
 Panas Bumi di wilayah Kontrak Panas Bumi Bedugul, Bali Utara, dimana
 PEMOHON mengadakan Jasa Pengeboran Sumur beserta penyediaan
 peralatan pengeborannya.
 3. Untuk pembayaran atas jasa tersebut diatas, PEMOHON mengirimkan
 faktur (invoice) kepada TERMOHON pada hari ke-10 (sepuluh) setiap
 bulannya, dan TERMOHON akan membayar sejumlah uang yang terdapat
 dalam faktur (invoice) tersebut oleh TERMOHON.
 4. Apabila PEMOHON tidak terima pembayaran atas sejumlah uang
 sebagaimana disebutkan dalam faktur (invoice) dalam waktu 30 (tiga puluh)
 hari tersebut, maka PEMOHON akan segera memberitahukan secara tertulis
 kepada TERMOHON dan berhak menagih kepada TERMOHON
 pembayaran bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan akibat keterlambatan
 pembayaran tersebut.
 5. Berdasarkan hal-hal diatas, maka PEMOHON dan TERMOHON terikat
 untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan Pasal 1338
 ayat (1) dan (3) jo Pasal 1342 KUHPerdata.
 6. Sejak tanggal 31 Oktober 1997, TERMOHON tidak pernah melakukan
 pembayaran kepada PEMOHON berdasarkan faktur (invoice) yang telah
 dikirimkan. Total hutang yang dimiliki oleh TERMOHON sebesar US$
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 1.888.999,06 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu
 Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dollar Amerika Enam Sen).
 7. Meskipun PEMOHON telah mengajukan faktur (invoice) pembayaran
 kepada TERMOHON sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian
 Pengeboran, akan tetapi seluruh pembayaran yang telah jatuh tempo dan
 dapat ditagih tersebut, tidak pernah dibayarkan oleh TERMOHON kepada
 PEMOHON hingga saat ini. Dengan tidak adanya pembayaran tersebut,
 maka PEMOHON mengajukan beberapa surat untuk mengingatkan
 TERMOHON atas hutangnya.
 8. Meskipun telah beberapa kali diajukan surat sebagaimana tersebut diatas,
 akan tetapi TERMOHON tetap tidak mau melunasi dan membayar
 hutangnya tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima demi
 untuk dan atas nama hukum.
 9. Seluruh hutang TERMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh
 PEMOHON terhitung sejak tanggal 31 Oktober 1997 sebesar US$
 2.342.358.83 (Dua Juta tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh
 delapan ribu Dolar Amerika delapan puluh tiga sen).
 10. Selain memiliki hutang kepada PEMOHON, TERMOHON juga
 mempunyai hutang kepada kreditur lain yaitu: PT INAMCO yang beralamat
 di Jalan Prapanca Raya No. 28 Jakarta 12160; PT INTI JATAM yang
 beralamat di Jalan Warung-Buncit Raya No. 5 Jakarta 12790.
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 11. Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga
 C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar
 menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk keseluruhan
 dengan tanpa terkecuali, menyatakan TERMOHON dalam keadaan pailit,
 menetapkan dan mengangkat H. Hendra Roza Putera, SH sebagai Kurator.
 Bahwa dalam tanggapannya atas permohonan PEMOHON, TERMOHON
 mengemukakan hal-hal sebgai berikut:
 1. Termohon menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh
 Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan
 tegas diakuinya
 2. Kasus antara Pemohon dengan Rochter Driling Indonesia (“RDI”) dan
 Termohon adalah sengketa perdata biasa yang berada di luar lingkup
 Undang-undang Kepailitan.
 3. TERMOHON menghentikan proyek akibat keputusan pemerintah
 membatalkan atau menunda proyek listrik swasta tetapi dengan itikad baik
 TERMOHON tetap memenuhi kewajibannya kepada PEMOHON dan
 Kreditor lainnya.
 4. TERMOHON telah melunasi kewajibannya kepada PEMOHON dan karena
 itu telah dilepaskan dari segala kewajiban yang timbul berdasarkan
 perjanjian pengeboran.
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 5. Sengketa yang ada antara PEMOHON dan RDI adalah masalah internal
 mereka, dan karena itu TERMOHON sebagai pihak luar yang beritikad baik
 dan telah melunasi kewajibannya tidak boleh dirugikan.
 6. PEMOHON tidak dapat membuktikan adanya kreditur lainnya.
 7. TERMOHON dan Pertamina terikat pada Joint Operation Agreement
 dimana seluruh aset-aset yang dikuasai oleh termohon adalah milik
 Pertamina.
 Bahwa majelis hakim dalam amar putusannya menolak permohnan
 pemohon karena tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal 2 (1) UU kepailitan serta
 membebankan biaya permohonan kepada PEMOHON sebesar Rp 5.000.000,-
 (Lima Juta Rupiah).
 2.3.2.2 Analisa Hukum
 Pada perkara ini seperti pada pemaparan perkara lainnya di atas,
 permohonan pernyataan pailit ditolak oleh majelis hakim bukan karena
 kompetensi relatif Pengadilan Niaga, tetapi karena Permohonan pernyataan pailit
 tidak memenuhi substansi pasal 300 (1) UU Kepailitan. Pengadilan Niaga tidak
 memepermasalahkan bahwa salah satu pihak yang dalam hal ini adalah Termohon
 yang berbentuk Badan Hukum Asing yang notabene didirikan menurut hukum
 Negara Asing. Hal ini tentu saja telah sesuai dengan amanat pasal 300(1) UU
 Kepailitan yaitu “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini,
 selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan
 Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara
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 lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”
 Dimana penafsiran pasal tersebut adalah Pengadilan Niaga berwenang mengadili
 perkara kepailitan yang terjadi wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik
 Indonesia siapapun itu pemohon maupun termohonnya, badan hukum dalam
 negeri maupun badan hukum asing.
 Bali Energy Limited, Ltd sebagai TERMOHON dalam perkara ini adalah
 Badan Hukum Asing yang berdiri menurut hukum Negara Bermuda yang
 beralamat di Plaza Bapindo, Menara 1, 26Th
 Floor, Jalan Jendral Sudirman Kav
 54-55, Jakarta 12190. Hal di atas tentu saja memenuhi rumusan pasal 3 (4) UU
 Kepailitan yang berbunyi:” “Dalam hal debitur tidak berkedudukan di wilayah
 Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah
 Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah
 Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat
 Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik
 Indonesia.” Pengkaitan Pasal 300 (1) UU Kepailitan dengan Pasal 3(4) UU
 Kepailitan digunakan dalam rangka memahami bahwa Badan Hukum Asing dapat
 dipailitkan dengan menggunakan Hukum Kepailitan Indonesia asalkan memenuhi
 unsur-unsur pasal-pasal yang ada di dalam UU Kepailitan tersebut.
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 BAB III
 RUANG LINGKUP HARTA PAILIT BADAN HUKUM ASING
 3.1 Akibat Hukum Putusan Pailit
 Berdasarkan pasal 21 UU Kepailitan, “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan
 Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang
 diperoleh selama kepailitan.” Ketentuan di atas menimbulkan konsekuensi bahwa
 Suatu permohonan pernyataan pailit yang dikabulkan oleh majelis hakim
 pemeriksa perkara pada Pengadilan Niaga menimbulkan beberapa akibat hukum
 yang meliputi seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan.
 Berdasarkan Pasal 184 (2) UU Kepailitan,” Dalam hal perusahaan
 dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit yang tidak
 diperlukan untuk meneruskan perusahaan.” Sedangkan Pasal 184 (3) UU
 Kepailitan mengatur bahwa, “Debitor pailit dapat diberikan sekedar perabot
 rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan,
 atau perabot kantor yang ditentukan oleh hakim pengawas.” Pasal 22 UU
 Kepailitan juga mengatur tentang pengecualian terhadap harta debitor yang
 menjadi harta pailit, yaitu:
 a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor
 sehubungan dengan pekerjaanya, perlengkapannya, alat-alat medis yang
 dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang
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 dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30
 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
 b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaanya sendiri sebagai
 penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu
 atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
 c. Uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban
 memberi nafkah menurut undang-undang.
 Ketentuan 3 pasal di atas merupakan aspek kemanusiaan dari UU
 Kepailitan, khususnya pada pasal 184 (3) UU Kepailitan memberikan
 pengecualian bahwa ada dari di antara harta pailit yang tidak akan dijual oleh
 kurator. Sedangkan berdasarkan pasal 184 (2) UU Kepailitan mengatur tentang
 pengecualian dalam hal debitor merupakan perusahaan, diharapkan masih akan
 tetap menjalankan usahanya setelah tindakan pemberesan oleh kurator, harta pailit
 perusahaan yang boleh dijual oleh kurator hanya benda-benda yang tidak
 diperlukan untuk keperluan meneruskan perusahaan.
 Menurut Jono, Akibat Kepailitan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Akibat
 Kepailitan Secara Umum serta Akibat Kepailitan secara khusus. Kepailitan Secara
 Umum terdiri dari: akibat kepailitan terhadap harta kekayaan Debitor Pailit; akibat
 kepailitan terhadap pasangan (Suami/Istri) Debitor Pailit; akibat kepailitan
 terhadap seluruh Perbuatan Hukum Debitor yang dilakukan sebelum putusan
 pernyataan pailit diucapkan. Sedangkan Akibat Kepailitan secara khusus terdiri
 dari: akibat kepailitan terhadap Perjanjian timbal balik, akibat kepailitan terhadap
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 berbagai jenis perjanjian yang terdiri dari perjanjian hibah, perjanjian sewa-
 menyewa, perjanjian dengan prestasi berupa penyerahan suatu benda dagangan,
 perjnajian kerja antara Debitur pailit dengan pekerja; akibat kepailitan terhadap
 hak jaminan dan hak istimewa; Akibat kepailitan terhadap gugatan, akibat
 kepailitan terhadap perjumpaan utang, akibat kepailitan terhadap pembayaran
 kepada Debitur Pailit; Akibat kepailitan terhadap pembayarn utang, Akibat
 kepailitan terhadap warisan; akibat kepailitan terhadap hak retensi65
 Pendapat Jono di atas akan dijadikan sebagai batu pijakan dalam
 menguraikan akibat-akibat putusan pernyataan pailit berikut ini. Akibat pertama
 adalah sebagaimana implikasi dari pasal 21 UU Kepailitan yaitu semua harta
 debitor pailit merupakan sitaan umum (Public attachment, Gerrechtelijk Beslag).
 Menurut M. Hadi Shubhan, Hakikat dari sitaan umum terhadap harta kekayaan
 debitor adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para
 kreditor serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta pailit oleh
 debitor yang kemungkinan akan merugikan para debitornya, maka dengan adanya
 sita umum harta pailit menjadi dalam status dihentikan dari segala macam
 transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta pailit tersebut diurus oleh
 kurator
 .
 66
 65 Jono, Op Cit, H. 107-133
 66 M. Hadi Shubhan, Op Cit, H. 163-164
 . M. Hadi Shubhan juga menambahkan sitaan umum terhadap harta pailit
 adalah terjadi demi hukum karena tidak memerlukan suatu tindakan khusus untuk
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 75
						

63
 melakukan sita tersebut, berbeda dengan sitaan lain dalam hukum perdata yang
 secara khusus dilakukan dengan tindakan hukum tertentu.67
 Akibat kedua adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 (1) UU
 Kepailitan yang substansinya adalah, “Debitor demi hukum kehilangan haknya
 untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit,
 sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.” Pasal 24 (1) UU Kepailitan ini
 menjelaskan bahwa setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan, debitor pailit
 demi hukum kehilangan haknya untuk mengurus (daden van behooren) dan
 melakukan perbuatan kepemilikan (daden van beschiking) terhadap harta
 kekayaanya yang termasuk dalam kepailitan. Ratio Legis dari ketentuan di atas
 adalah kepailitan hanya bersangku paut dengan harta kekayaan debitor saja
 dengan melakukan distribusi harta kekayaan dari debitor untuk membayar utang-
 utang debitor kepada para kreditornya sehingga debitor pailit sama sekali tidak
 terpengaruh terhadap hal-hal lain yang tidak bersangkutan dengan harta kekayaan.
 Sedangkan dalam penjelasan pasal 24 (1) UU Kepailitan dijelaskan mengenai,
 “Dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap
 berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan
 berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta
 pailit, adalah wewenang Kurator.” Artinya, pengurus perseroan hanya dapat
 melakukan tindakan hukum sepanjang menyangkut penerimaan pendapatan bagi
 67 Ibid
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 perseroan tetapi dalam hal pengeluaran uang atas beban harta pailit kuratorlah
 yang berwenang memberikan keputusan untuk menyetujui pengeluaran tersebut68
 Akibat hukum selanjutnya dari putusan pernyataan pailit adalah berdasarkan
 Pasal 16 UU Kepailitan, “Kurator berwenang melaksankan tugas pengurusan dan/
 atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun
 terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.” Dihubungkan
 dengan pasal 24 (1) UU Kepailitan maka wewenang pengurusan kurator tersebut
 tetap eksis meskipun terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut
 diajukan kasasi atau peninjauan kembali atau dengan kata lain putusan pailit dapat
 dijalankan lebih dahulu. Menurut M. Hadi Shubhan, Ratio Legis dari
 pemberlakuan putusan pailit secara serta merta adalah bahwa kepailitan pada
 dasarnya sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta-harta debitor
 untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utangnya
 .
 69
 Pasal 24 (3) jo (4) UU Kepailitan mengatur mengenai akibat hukum putusan
 pernyataan pailit terhadap transfer Dana dan transfer efek. Ketentuan pasal ini
 adalah “Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah
 dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal
 putusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib
 diteruskan. Penjelasan Pasal 24 (3) UU Kepailitan menyatakan bahwa transfer
 dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian
 .
 68 Sutan Remi Sjahdeini, Op Cit, h. 191
 69 M. Hadi Shubhan, Op Cit, h. 163
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 sistem transfer melalui bank. Pasal 24 (4) UU Kepailitan mengatur bahwa “Dalam
 hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi
 Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan. Sedangkan
 penjelasan pasal 24 (4) UU Kepailitan menyatakan bahwa transaksi efek di bursa
 efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas
 transaksi efek di bursa. Adapun penyelesaian Transaksi efek di bursa efek dapat
 dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan
 peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
 Pasal 25 UU Kepailitan mengatur bahwa, “Semua perikatan Debitor yang
 terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit,
 kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Dari pasal di atas didapati
 bahwa salah satu akibat kepailitan adalah segala perikatan yang dibuat oleh
 debitor setelah pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali jika menambah/
 menguntungkan harta pailit.
 Akibat hukum lainnya terhadap putusan pernyataan pailit diatur pada pasal
 26 (1) UU Kepailitan dimana “tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang
 menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator” Berarti dari
 rumusan pasal ini kurator adalah pihak yang berwenang untuk menerima klaim
 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban harta pailit bukan Debitor Pailit, jika
 hal tersebut dilakukan maka tidak akan membebaskan hutang tersebut. Ratio legis
 dari pengaturan pasal ini adalah bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan
 kewenangannya terhadap harta kekayaannya. Dengan demikian, semua transaksi
 hukum baik yang memberikan nilai tambah maupun yang memberikan nilai
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 kurang tidak dapat ditujukan kepada debitor pailit, tetapi kepada harta pailit di
 mana legal standing in judicio atas harta pailit tersebut ada pada kurator.70
 Pasal 29 UU Kepailitan mengatur tentang akibat hukum putusan pernyataan
 pailit terhadap Tuntutan Hukum oleh pihak lain terhadap Debitor pailit yang
 perkaranya sedang berjalan. Substansi ayat ini adalah, “Suatu tuntutan hukum di
 Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh
 pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur
 demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor.”
 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, Ketentuan di atas merupakan konsekuensi
 berlakunya asas bahwa dengan kepailitan debitor maka harta debitor berada di
 bawah sita umum dan harta debitor harus dibagi bagi kepentingan semua
 debitornya.
 71
 Pasal 31 (1) UU Kepailitan mengatur bahwa, “Putusan pernyataan pailit
 berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian
 dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan
 seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksankan termasuk
 atau juga dengan menyandera Debitor. Akibat hukum terhadap putusan
 pernyataan pailit yang timbul dari pasal di atas adalah bahwa Segala pelaksanaan
 putusan atas harta debitor harus dihentikan. Pasal 31 (2) UU Kepailitan mengatur
 akibat hukum terhadap putusan pernyataan pailit bahwa “semua penyitaan yang
 70 M. Hadi Shubhan, Op Cit, h. 167
 71 Sutan Remi Sjahdeini, Op Cit, h. 201
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 telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan hakim pengawas harus
 memerintahkan pencoretannya. Dari rumusan pasal diatas jelas bahwa putusan
 pernyataan pailit berakibat hukum segala sita yang diletakkan atas harta debitor
 hapus. Ratio Legis dari pasal 31 (1) Jo (2) adalah bahwa kepailitan antara lain
 ditujukan untuk menghindari dan menghentikan perebutan harta pailit serta
 merupakan implementasi dari perlindungan baik terhadap debitor pailit sendiri
 maupun terhadap para kreditornya. Menurut M. Hadi Shubhan, Perlindungan
 terhadap Debitor Pailit akan bermakna bahwa dengan adanya putusan pailit, maka
 eksekusi yang tidak legal (unlawful execution) dapat dihindari dan bahkan bisa
 dihentikan, sedangkan perlndungan terhadap para kreditor akan bermakna bahwa
 kondisi masing-masing kreditor dapat bermacam-macam ada kreditor yang
 memiliki piutang yang sangat besar akan tetapi, dari segi kondisi lain (misalnya,
 power) ia lemah, ada kreditor yang memiliki piutang yang sangat besar dan
 sekaligus memiliki kondisi (power) yang besar pula, ada kreditor yang memiliki
 piutang kecil akan tetapi, memiliki kekuatan lain yang besar, dan ada pula kreditor
 yang memiliki piutang kecil sekaligus hanya memiliki kekuatan (power) yang
 kecil, kondisi kreditor yang beraneka ragam ini akan menimbulkan suatu keadaan
 chaotic (kacau) jika tidak ada rezim hukum yang menetralisasinya, yakni hukum
 kepailitan ini.72
 Pasal 31 (3) UU Kepailitan mengatur bahwa, “Dengan tidak mengurangi
 berlakunya ktentuan sebagaiman dimaksud dalam pasal 93, Debitor yang sedang
 dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit
 72M. Hadi Shubhan, Op Cit, h. 168-169
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 diucapkan.” Sedangkan dalam penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa yang
 dimaksud dengan penahanan adalah gijzeling. Dari Pasal di atas salah satu akibat
 hukum putusan pernyataan pailit adalah dilepaskannya debitor pailit dari gijzeling
 yang sedang dijalani karena adanya putusan pernyataan pailit.
 Akibat hukum selanjutnya terhadap putusan pernyataan pailit adalah
 Debitor tidak dapat dikenai uang paksa. Hal tersebut dapat dilihat pada substansi
 Pasal 32 UU Kepailitan, “Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.”
 Menurut penjelasan pasal ini, Uang paksa yang dimaksud mencakup uang paksa
 yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.” Menurut Sutan
 Remy Sjahdeini, maksud pasal ini ialah apabila sebelumnya debitor dikenakan
 uang paksa sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan harus dibayar oleh
 debitor, maka dengan adanya putusan pailit tersebut debitor tidak perlu lagi
 membayar uang paksa tersebut.73
 Akibat hukum selanjutnya dari putusan pernyataan pailit dapat dilihat pada
 substansi Pasal 33 UU Kepailitan, yaitu: “Dalam hal sebelum putusan pernyataan
 pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak
 bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan
 benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim pengawas, kurator dapat
 meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.” Penjelasan pasal di atas
 menyebutkan bahwa hasil penjualan benda milik debitor masuk dalam harta pailit
 dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi. Dari pasal di atas dapat dilihat
 73 Sutan Remi Sjahdeini, Op Cit, h. 191
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 bahwa hasil dari penjualan benda miliki debitor yang dilelang tersebut tidak
 diberikan kepada pemohon eksekusi melainkan kepada harta pailit.
 Pasal 34 UU Kepailitan substansinya adalah “Kecuali ditentukan lain dalam
 Undang-undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas
 tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan
 fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah
 putusan pernyataan pailit diucapkan.” Dari rumusan pasal tersebut, Segala
 perjanjian pengalihan hak atas harta debitor yang dilakukan debitor sebelum pailit
 jika ada yang belum terlaksanatidak dapat dilaksankan.
 Pasal 36 jo 37 UU Kepailitan mengatur tentang akibat hukum terhadap
 perjanjian timbal balik akibat adanya putusan pernyataan pailit. Pasal 36 UU
 Kepailitan yang mengatur bahwa “Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit
 diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau sebagian dipenuhi,
 pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada kurator
 untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut
 dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.” Bilamana
 kedua pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai jangka waktu perjanjian itu,
 maka berdasarkan pasal 36 (2) UU Kepailitan yang isinya, “Dalam hal
 kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
 tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.” Bila kurator
 masih juga tidak memberikan jawaban maka berdasarkan pasal 36 (3) yang
 substansinya, “ apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan
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 pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana
 dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai
 kreditor konkuren.” Bila Kurator menyatakan kesanggupannya maka berdasarkan
 pasal 36 (4) UU Kepailitan yang substansinya,”Apabila kurator menyatakan
 kesanggupannya maka kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk
 melaksanakan perjanjian tersebut.” Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang
 mewajibkan debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan. Demikian
 menurut Pasal 36 ayat (5). Sementara, pasal 37 (1) UU Kepailitan mengemukakan
 bahwa apabila dalam perjanjian sebagaiman dimaksud dalam pasal 36 telah
 diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan
 suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum
 penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan
 diucapkannya putusan pernyataan pailit, dalam hal pihak lawan dirugikan karena
 penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditur
 konkuren untuk mendapatkan ganti rugi. Dalam hal harta pailit dirugikan karena
 penghapusan sebagaimana dimaksud pada pasal 37 (1), ditentukan oleh pasal 37
 (2) UU Kepailitan bahwa pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.74
 Pasal 38 UU Kepailitan mengatur tentang akibat hukum perjanjian sewa
 terhadap putusan pernyataan pailit. Pasal 38 (1) UU Kepailitan menyatakan
 bahwa, “Dalam hal debitor telah menyewa suatu benda maka baik kurator maupun
 pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan
 74 Ibid, h.196-197
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 syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian
 sesuai dengan adat kebiasaan setempat.” Pasal 38 (2) UU Kepailitan mengatur
 bahwa, “Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut pejanjian atau
 menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
 Sedangkan pada pasal 38 (3) UU Kepailitan, “Dalam hal uang sewa telah dibayar
 di muka maka perjnajian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum
 berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.” Dengan kata
 lain, hanya perjanjian sewa menyewa yang uang sewanya belum dibayar dimuka
 yang dapat dihentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1). Sedangkan
 berdasarkan pasal 38 (4) UU Kepailitan, sejak tanggal putusan pernyataan pailit
 diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit. Apabila uang sewa yang telah
 dibayar atau masih harus dibayar, menurut pasal 38 (4) UU Kepailitan uang sewa
 tersebut termasuk utang harta pailit.75
 Akibat hukum terhadap putusan pernyataan pailit selanjutnya adalah di
 bidang ketenagakerjaan/ perburuhan. Berdasarkan Pasal 39 (1) UU Kepailitan,
 “Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan
 sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka
 waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
 dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan
 pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.” Berkenaan
 dengan pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dimaksud dalam pasal di
 75 Ibid, h. 198
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 84
						

72
 atas, kurator harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di
 bidang ketenagakerjaan. Sedangkan berdasarkan Pasal 39 (2) UU Kepailitan,
 “Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum
 maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan hutang harta
 pailit.” Berdasarkan penjelsan pasal 39 (2) UU Kepailitan yang dimaksud “upah”
 adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai
 imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang
 telah atau akan dilakukan. Menurut Sutan Remi Sjahdeini, Upah yang dimaksud
 dalam pasal di atas adalah yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu
 perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk di
 dalamnya adalah tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.76
 Berdasarkan Pasal 55 (1) UU Kepailitan, “Dengan tetap memperhatikan
 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, setiap
 Pasal 40 UU Kepailitan mengatur mengenai akibat hukum putusan
 pernyataan pailit terhadap warisan. Berdasarkan pasal 40 (1) UU Kepailitan,
 “Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor pailit, oleh kurator tidak
 boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.” Logika dari
 ketentuan pasal di atas adalah tidak mustahil debitor pailit bukan mendapat
 warisan berupa piutang tetapi utang. Sedangkan berdasarkan pasal 42 (2) UU
 Kepailitan, “untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari
 hakim pengawas.”
 76 Ibid, h. 199
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 kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak
 agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak
 terjadi kepailitan.” Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa, para kreditor
 separatis yang memegang hak jaminan atas kebendaan seperti hak tanggungan,
 hak gadai, dll dapat menjalankan hak eksekusinya seakan-akan tidak terjadi
 kepailitan. Ratio legis dari ketentuan ini adalah bahwa maksud diadakannya
 lembaga hukum jaminan adalah untuk memberikan preferensi bagi pemegang
 jaminan dalam pembayaran utang-utang debitor. Namun dengan adanya putusan
 pernyataan pailit pelaksanaan hak preferensi dari kreditor separatis ini ada
 pengaturan yang berbeda dengan pelaksanaan hak preferensi kreditor pemegang
 jaminan ketika tidak dalam kepailitan. Pasal 56 (1) UU Kepailitan mengatur
 tentang hal tersebut. Substansi pasal tersebut adalah “hak eksekusi kreditor
 sebagaiman dimaksud dalam pasal 55 (1) dan pihak ketiga untuk menuntut
 hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor pailit atau kurator, ditangguhkan
 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan
 pernyataan pailit diucapkan. Filosofi ketentuan ini adalah bahwa dalam praktek
 sering kali para pemegang hak jaminan akan menjual benda jaminannya dengan
 harga jual cepat, dimana harga jual cepat adalah harga yang di bawah harga pasar.
 Startegi penjualan cepat ini hanya akan menguntungakn kreditor preferen saja,
 jika ditangguhkan selama 90 hari tersebut memberikan kesempatan kepada
 kurator untuk memperoleh harta yang layak dan bahkan yang terbaik, sehingga
 jika hasil penjualan itu melebihi total hutang kreditor preferen sisanya bisa
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 dimasukkan kedalam harta pailit.77
 Menurut Daniel Suryana, Definisi asas teritorial adalah asas yang
 menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit, pelaksanaan dan penyelesaian
 kepailitan berlaku terbatas di wilayah negara dari pengadilan yang telah
 memeriksa, mengadili dan memutuskan pernyataan pailit tersebut, atau putusan
 Sedangkan pasal 57 (1) UU Kepailitan
 mengatur bahwa jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 (1)
 berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat
 dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 (1). Dari
 pengaturan pasal-pasal di atas, dapat ditemukan lagi akibat hukum dari putusan
 pernyataan pailit yaitu ditangguhkannya Hak Eksekusi kreditor separatis.
 Pasal 61 UU Kepailitan mengatur tentang akibat hukum putusan
 pernyataan pailit terhadap Hak Retensi Kreditor. Pasal 61 UU Kepailitan
 mengatur bahwa, “Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik
 debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.” Menurut
 penjelasan pasal 61 UU Kepailitan, hak untuk menahan atas benda milik Debitor
 berlangsung sampai hutangnya dilunasi.
 3.2 Asas Teritorial & Asas Universal Serta Implementasinya
 Dalam Cross Border-Insolvency penerapan asas Teritorial dan Asas
 Universal merupakan hal yang esensial karena dari implementasi kedua asas ini
 suatu putusan pailit pengadilan negara satu dapat dieksekusi di negara lain.
 77 Ibid, h. 173
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 pernyataan pailit hanya berlaku di negara di mana putusan pailit tersebut
 diambil.78 Menurut Jono, Asas Teritorialitas (pluralite de faillites, territorialite de
 la faillite) adalah kepailitan hanya mengenai bagian-bagian harta benda yang
 terletak di dalam wilayah Negara tempat ia diucapkan. Misalnya, debitor X
 dinyatakan pailit di negara A dan debitur X juga dimungkinkan dinyatakan pailit
 di negara B. Putusan pailit atas debitor X hanya berlaku di Negara A dan tidak
 dapat diberlakukan di Negara B, begitu juga dengan putusan pailit atas debitor X
 di Negara B.79 Menurut M. Hadi Shubhan, Asas Teritorial dalam kepailitan adalah
 putusan pailit suatu pengadilan dari suatu negara tidak dapat diakui dan oleh
 karenanya tidak akan dapat dieksekusi oleh pengadilan negara lain.80 Sedangkan
 menurut Ricardo Simanjuntak, Asas teritorial dapat diiimplementasikan dalam hal
 putusan dari pengadilan asing memutuskan bahwa seorang debitor asing yang
 mempunyai aset di wilayah hukum Indonesia telah pailit, maka putusan pailit
 tersebut tidak berlaku dimata hukum Indonesia, dan debitor tersebut tetap akan
 dianggap dan diperlakukan sebagai debitor belum pailit.81
 Menurut Daniel Suryana, Asas Asas Universal adalah putusan pernyataan
 pailit oleh pengadilan di suatu negara selain mengikat terhadap aset debitor yang
 berada dalam negara yang bersangkutan tersebut, juga mengikat dan meliputi aset
 debitor yang berada di negara lain sesama penganut prinsip universal, termasuk
 78 Daniel Suryana, Op Cit, h. 23
 79 Jono, Op Cit, h.189
 80 M. Hadi Shubhan, Op Cit, h. 48
 81 Ricardo Simanjuntak, “Ketentuan Hukum Internasional Dari UU No 4 Tahun 1998 (Cross Border Bankruptcy)”, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27, No. 1, 2008, h. 60
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 kewenangan kurator yang diangkat juga dapat menjalankan tugasnya di negara-
 negara dimana terdapat aset debitor pailit tersebut.82 Menurut Jono, Asas
 Universal (Unite Universalite Exterritorialite de la faillite)adalah suatu putusan
 kepailitan yang diucapkan di suatu Negara mempunyai akibat hukum di mana pun
 saja di mana orang yang dinyatakan pailit mempunyai harta benda. Jono
 Menambahkan pula bahwa dengan prinsip ini, seorang debitor yang dinyatakan
 pailit akan memberikan konsekuensi hukum terhadap harta kekayaanya di
 manapun harta tersebut terletak.83 Menurut M. Hadi Shubhan, asas universal
 dalam kepailitan mengandung makna bahwa putusan pailit dari suatu pengadilan
 suatu negara, maka putusan pailit tersebut berlaku terhadap semua harta debitor
 baik yang berada di luar negeri maupun terhadap harta debitor yang berada di
 luar negeri. M. Hadi Shubhan juga menambahkan bahwa asas ini menekankan
 aspek internasional dari kepailitan atau yang dikenal sebagai cross border
 insolvency.84
 Menurut Daniel Suryana substansi UU Kepailitan tidak secara tegas
 menyatakan menganut asas territorial, dan atau asas universal, akan tetapi apabila
 dicermati pasal-pasal yang terdapat didalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa
 UU Kepailitan menganut kedua prinsip tersebut secara bersamaan.
 85
 82 Daniel Suryana, Op Cit, h. 23
 83 Jono, Op Cit, h.189
 84 M. Hadi Shubhan, Op Cit, h. 47
 85 Daniel Suryana, Op Cit, h. 23
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 Dalam UU Kepailitan, implementasi asas teritorial dapat ditemukan pada
 pasal 299 UU Kepailitan yang substansinya adalah “Kecuali ditentukan lain dalam
 Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara
 Perdata.” Seperti yang telah kita ketahui hukum acara perdata Indonesia di atur di
 dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) dan RBG (Rechtsreglement voor de
 Buitengewesten). Menurut Jono, Rv (Reglement op de Burgerlijke
 Rechtsvordering) yang sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, dapat dijadikan
 sebagai pedoman, apabila hal ini diperlukan guna dapat merealisasi hukum
 materiil (verwerkelijking van het materieele recht) atau dengan kata lain hukum
 acara yang berlaku bagi kepailitan di Indonesia adalah HIR/Rbg disamping Rv
 sebagai pedomannya.86
 86 Jono, Op Cit, h. 190
 Mengacu pada pasal 299 UU Kepailitan mengenai keberlakuan asas-asas
 dan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata umum yang berlaku dalam
 peradilan umum sebagai hukum acara kepailitan dalam memeriksa dan mengadili
 serta memutus perkara kepailitan setelah itu dihubungkan dengan pasal 436 RV,
 yang substansinya:
 (1)Di luar keadaan-keadaan yang disebutkan dalam Pasal 724 Kitab
 Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang lain, maka
 putusan-putusan hakim negeri asing tidak dapat dijalankan di dalam
 wilayah hukum negara Republik Indonesia.
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 (2)Perkara-perkara yang bersangkutan dapat diajukan, diperiksa dan
 diputuskan lagi di muka Pengadilan Indonesia
 (3)Dalam keadaan-keadaan yang dikecualikan pada ayat (1), putusan-
 putusan hakim negeri asing hanya dapat dijalankan sesudah dibuatkan
 suatu permohonan dan terdapat izin dari hakim di Indonesia, dimana
 putusan itu harus dijalankan.
 (4) Dalam hal memohon dan memberikan izin ini, perkaranya tidak akan
 diperiksa kembali.
 Pasal di atas menyatakan dengan tegas bahwa putusan pengadilan asing
 tidak dapat diakui dan dieksekusi oleh pengadilan Indonesia sehingga jelas bahwa
 pasal 299 UU Kepailitan jo 436 RV menjadi bukti implementasi asas teritorialitas
 di UU Kepailitan di mana suatu putusan kepailitan dari badan peradilan negara
 asing terhadap suatu subjek hukum, tidak serta merta berlaku dan mengikat
 sebagai suatu putusan pailit yang harus dilaksankan (dieksekusi) di dan oleh
 peradilan Indonesia.
 Sedangkan Implementasi Asas Universal di UU Kepailitan ada di pasal 21
 UU Kepailitaan setelah itu dilanjutkan dengan pasal 212-214 UU Kepailitan. Inti
 dari pasal 21 UU Kepailitan adalah Kepailitan meliputi seluruh kekayaan yang
 dimiliki oleh debitor. Baik pada saat putusan pailit diucapkan maupun selama
 kepailitan. Menurut Jono, pasal ini mengindikasikan bahwa putusan pengadilan
 niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitor baik yang
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 terletak di Indonesia maupun yang terletak di luar Indonesia.87 Sedangkan
 Menurut Ricardo Simanjuntak, Pasal ini tidak secara tegas diatur sampai sejauh
 mana wilayah keberlakuan dari status sita umum terhadap harta debitor pailit
 tersebut berlaku, begitu juga dalam bagian penjelasannya.88
 b. Kreditor telah mengambil pelunasan untuk piutangnya kepada debitor
 dari (hasil penjualan) barang milik debitor, baik untuk seluruh maupun
 untuk sebagian piutangnya;
 Menyikapi dua
 pendapat yang berbeda tersebut penulis lebih condong ke pendapat Jono yang
 menyatakan bahwa putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit
 meliputi seluruh harta debitor baik yang terletak di Indonesia maupun yang
 terletak di luar Indonesia.
 Berdasarkan pasal 212 UU Kepailitan yang substansinya menyatakan
 bahwa, “Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil
 pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit
 yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan
 kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit
 segala apa yang diperolehnya.” Menurut Sutan Remy Sjahdeini, pasal 212 UU
 Kepailitan dapat berlaku apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 a. Debitor dinyatakan pailit di Indonesia oleh pengadilan Indonesia, yaitu
 pengadilan Niaga;
 87 Ibid, h. 191
 88 Ricardo Simanjuntak, Op Cit, h. 58
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 c. Barang milik debitor berada di luar wilayah Indonesia (luar negeri);
 d. Kreditor bukan merupakan kreditor preferen atas barang milik debitor
 tersebut, atau dengan kata lain kreditor tersebut bukan pemegang hak
 jaminan atas barang miliki debitor yang berada di luar negeri.
 Sutan Remy Sjahdeini juga menambahkan bahwa pasal 212 UU Kepailitan tidak
 mempersoalkan apakah kreditor tersebut adalah kreditor yang berkedudukan
 hukum di Indonesia atau berkedudukan di luar negeri, khususnya di negara di
 mana barang milik debitor itu terletak atau dengan kata lain ketentuan pasal 212
 UU Kepailitan tidak berlaku untuk kreditor luar negeri saja, tetapi juga untuk
 kreditor dalam negeri.89 Senada dengan Sutan Remy Sjahdeini, Ricardo
 Simanjuntak juga menyatakan bahwa Pasal 212 UU Kepailitan berupaya
 mencegah tindakan sepihak yang mungkin saja secara praktek dapat dilakukan
 oleh kreditor konkuren debitor pailit melalui aksesnya di luar negeri, baik itu
 melalui hubungan internal antara pemegang saham, ataupun hubungan koruptif
 antara pihak kreditor konkuren tersebut dengan pihak-pihak di luar negeri, atau
 juga dengan membawa surat kuasa sepihak dari debitor pailit yang dianggap
 seolah-olah belum pailit ataupun diberikan pada saat dipastikan debitor pailit tidak
 akan mampu membayar utang-utangnya lagi, ataupun dalam keadaan debitor
 pailit tersebut sedang dimohonkan pailit dimana debitor tersebut telah melihat
 bahwa tidak ada kemungkinan untuk dapat lepas dari jerat pailit tersebut.90
 89 Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, h.316-317
 90 Ricardo Simanjuntak, Op Cit, h.58
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 Pasal 213 UU Kepailitan menyatakan bahwa:
 (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap
 debitor pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga
 mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas
 seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit
 yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib
 mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya
 (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang
 wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
 yang dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan
 oleh kreditor dan kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit
 sudah atau akan diajukan.
 Pada Penjelasan pasal 213 (1) dijelaskan bahwa kewajiban mengganti kepada
 harta pailit adalah sebesar pelunasan yang diperoleh kreditor penerima peralihan
 piutang atas harta debitor pailit di luar negeri. Menurut Sutan Remy Sjahdeini,
 ketentuan pasal 213 (1) hanya dapat diberlakukan apabila dipenuhi syarat-syarat
 sebagai berikut:
 a. Pasal 213 (1) masih berkaitan dengan pasal 212 UU Kepailitan, oleh
 karena itu pasal 213 (1) adalah menyangkut debitor yang dinyatakan
 pailit oleh Pengadilan Indonesia;
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 94
						

82
 b. Kreditor memindahkan atau mengaihkan tagihannya kepada pihak lain.
 Dengan kata lain, telah terjadi penggantian kreditor (subrogasi);
 c. Pihak yang mengambil pelunasan atas tagihan tersebut adalah kreditor
 baru;
 d. Pelunasan tersebut diambil oleh kreditor baru dari hasil penjualan
 barang-barang milik debitor yang berada di luar wilayah Indonesia;
 e. Pengambilan pelunasan tagihan oleh kreditor baru tersebut dilakukan
 sendiri oleh kreditor tersebut. Artinya, pelunasan itu tidak seizin kurator
 dan dilakukan terlepas dari proses kepailitan sebagaiman ditentukan
 dalam hukum kepailitan Indonesia.
 Sedangkan pada 213 (2) UU Kepailitan, Sutan Remy berpendpat bahwa ketentuan
 pada pasal 213 (2) UU kepailitan tidak boleh diberlakukan semena-mena terhadap
 setiap pemindahan tagihan dari seorang kreditor kepada pihak lain, pasal 213 (2)
 tidak boleh ditafsirkan terpisah dari pasal 213 (1) atau dengan kata lain
 berlakunya pasal 213 (2) hanyalah apabila dipenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat
 pada ayat (1) serta ada 1 unsur penting lagi yang harus dipenuhi selain pemenuhan
 ayat (1) yaitu kreditor yang mengalihkan piutang atau tagihannya itu memang
 mengetahui bahwa terhadap debitor sudah diajukan permohonan pernyataan pailit
 atau akan diajukan permohonan pernyataan pailit.91
 91 Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, h. 318-319
 Senada dengan pendapat
 Sutan Remy Sjahdeini, Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa sebagaimana
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 dengan pasal 212 UU Kepailitan, pasal 213 UU Kepailitan merupakan salah satu
 “jalan samping” yang dapat digunakan oleh kreditor konkuren dengan cara
 mengalihkan atau menjual hak tagih terhadap debitor pailit - yang sudah
 diperkirakan akan sulit mendapat pemenuhannya tersebut – kepada pihak ketiga
 yang berdomisili hukum di wilayah negara asing dimana asset tersebut berada,
 untuk kemudian si penerima hak tagih tersebut dapat melalui pengadilan meminta
 hak pelunasan dari tagihan tersebut melalui aset debitor pailit yang ada di
 wilayahnya tersebut sebagai pelunasan hak tagih yang telah dipegang/ dimilikinya
 tersebut. Oleh karena itu kurator demi hukum berhak meminta atau memaksa
 kreditor konkuren tersebut untuk mengembalikan apa yang diperolehnya.92
 92 Ricardo Simanjuntak, Op Cit, h. 59
 Pasal 214 UU Kepailitan mengatur bahwa:
 (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau
 utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itumendapat kesempatan
 untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik
 Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-undang ini, wajib
 mengganti kepada harta pailit.
 (2) Ketentuan pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana
 dimaksud dalam ayat (1).
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 Penjelasan Pasal 214 (1) emnyatakan bahwa kewajiban mengganti kepada harta
 pailit adalah sebesar pelunasan yang diperoleh kreditor penerima peralihan
 piutang atas harta pailit di luar negeri.
 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, untuk memberlakukan pasal 214 ayat (1)
 UU Kepailitan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:93
 Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa melakukan
 pengalihan piutang (tagihan) dan utang dilarang oleh ketentuan 214 (1), kalau
 a. Debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan Indonesia;
 b. Terjadi pengalihan baik pengalihan piutang (tagihan) maupun
 pengalihan hutang;
 c. Akibat dilakukannya pengalihan tagihan atau pengalihan hutang
 tersebut, maka dimungkinkan terjadi perjumpaan hutang atau
 kompensasi hutang-piutang di antara pihak-pihak yang saling
 melakukan pengalihan;
 d. Kompensasi tersebut harus di anatara pihak-pihak yang saling
 melakukan pengalihan;
 e. Kompensasi tersebut harus di antara suatu piutang atau suatu utang
 yang salah satunya (baik piutang atau utang tersebut) berada di luar
 Indonesia;
 93 Sutan Remy Sjahdeini, Op Cit, h. 320-321
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 pengalihan tersebut tetap terjadi juga maka berlaku ketentuan pasal 213 ayat (2)
 UU Kepailitan.
 Sutan Remy menambahkan bahwa yang harus dicermati dari pasal 214 UU
 Kepailitan ini adalah: kompensasi di antara utang-piutang tersebut tidak perlu
 harus benar-benar terealisasi dengan menuangkannya dalam suatu perjanjiann,
 karena sesuai dengan pasal 1426 KUHPerdata kompensasi utang terjadi demi
 hukum; Pengalihan tersebut harus terjadi di antara pihak-pihak Indonesia dan luar
 negeri. Oleh karena itu pasal 214 UU Kepailitan harus dikaitkan dengan pasal-
 pasal sebelumnya, yaitu pasal 212 dan pasal 213 UU Kepailitan.94
 Sedangkan menurut analisa Ricardo Simanjuntak, Pasal 214 UU Kepailitan
 mengatur pelarangan aktivitas sampingan yang mungkin saja dapat dilakukan oleh
 kreditor konkuren khususnya dalam hal adanya debitor dari debitor pailit yang
 kebetulan berdomisili di luar negeri. Dalam hal kreditor konkuren tersebut
 menjual tagihannya kepada debitor pailit tersebut kepada orang ketiga di wilayah
 debitor dari debitor pailit tersebut berada untuk kemudian akan dijual kembali
 kepada debitor dari debitor pailit tersebut dimana debitor pailit tersebut kemudian
 memperjumpakan utang tersebut secara lebih cepat dan murah atau tindakan
 tersebut dapat saja dilakukan secara langsung dimana kreditor konkuren Indonesia
 tersebut menjual langsung tagihan tersebut kepada debitor dari debitor pailit yang
 berada di luar negeri dimana debitor tersebut akan memperjumpakan piutang yang
 dibelinya tersebut terhadap utangnya kepada debitor pailit. Tindakan-tindakan
 94 Ib id, h. 321
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86
 tersebut dilarang secara tegas oleh pasal 214 UU Kepailitan dan atas tindakan
 tersebut kurator berhak meminta kreditor konkuren yang mendapatkan
 pembayaran hasil penjualan tagihan tersebut untuk mengembalikan pembayaran
 yang didapatnya ke harta pailit. 95
 Sebagai bahan perbandingan untuk Indonesia, pada umumnya, asas
 universal pada putusan pengadilan tertentu terhadap skala wilayah internasional
 (cross border) terhadap keberlakuan dari putusan-putusan pengadilannya secara
 teori hampir dianut dan diberlakukan oleh semua negara di dunia. Begitu juga
 dengan asas teritorial dari keberlakuan putusan negara asing di wilayah
 hukumnya. Kedua asas yang saling bertentangan tersebut, pada dasarnya
 dipahami tidak akan dapat diimplementasikan kecuali bila antar negara tersebut
 terdapat kesepakatan dalam bentuk traktat baik yang bersifat bilateral maupun
 multilateral untuk saling mengakui dan melaksanakannya di wilayah negara
 masing-masing.
 96
 Menurut Jono, kreditor yang dimaksud dalam pasal 212 – 214 UU
 Kepailitan adalah kreditor konkuren dan bukan kreditor separatis ataupun kreditor
 preferen, karena hanya kreditor konkuren yang tidak mempunyai hak untuk
 didahulukan sedangkan kreditor yang dimkasud dalam pasal-pasal tersebut
 berdasarkan pasal 3 UU Kepailitan mengenai kompetensi relatif pengadilan niaga
 mengadili perkara kepailitan dapat dilihat bahwa kreditor yang dimungkinkan
 95 Ricardo Simanjuntak, Op Cit, h. 60
 96 Ibid, h.60
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 dalam pasal-pasal di atas adalah kreditor berkewarganegaraan Indonesia dan
 kreditor asing yang berkedudukan atau melakukan aktivitas di Indonesia ditambah
 lagi bahwa karena menjalankan aktivitas usahnaya di Indonesia, kreditor
 Indonesia serta kreditor asing maka mereka mempunyai harta kekayaan Indonesia
 sehingga dimungkinkan untuk mengganti kepada harta pailit.97 Menurut Daniel
 Suryana asas universal yang ada di dalam UU Kepailitan Indonesia yang
 terimplemetasi dalam pasal pasal 21 setelah itu 212 – 214 adalah asas universal
 terbatas karena Terbatas karena dibatasi oleh asas soverignty. Menurut asas ini,
 bahwa aset atau kekayaan (aktiva) debitur pailit baik yang berada dalam maupun
 diluar wilayah Negara Republik Indonesia termasuk dan menjadi harta pailit, akan
 tetapi pelaksanaan eksekusi putusan pailit terhadap harta pailit yang berada di luar
 wilayah Negara Republik Indonesia tersebut hanya akan efektif, bilamana hukum
 kepailitan dari Negara dimana aset debitor pailit bersangkutan berada,
 mengijinkan atau mengakui dan menerima putusan kepailitan dari badan peradilan
 Indonesia.98
 Pembahasan mengenai harta debitor pailit yang ada di luar negeri tidak
 dapat dilepaskan dari uraian sub bab di atas mengenai asas universal dan asas
 teritorial. Seperti yang telah dibahas pada bab 2, badan hukum asing dapat
 dipailitkan dengan hukum kepailitan Indonesia atau dengan kata lain pengadilan
 3.3 Harta Pailit Badan Hukum Asing Yang Berada Di Luar Negeri
 97 Jono, Op Cit, h. 192-193
 98 Daniel Suryana, Op Cit, h. 132
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 niaga dapat mengadili perkara kepailitan yang termohonnya badan hukum asing
 asalkan memenuhi syarat yang diatur pada UU Kepailitan Indonesia. Menurut
 Jono terkait dengan harta debitor pailit yang ada di luar negeri khususnya harta
 pailit debitor pailit yang berbentuk badan hukum asing, Indonesia dalam UU
 Kepailitan menganut asas universal, artinya putusan pengadilan niaga atas
 permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh harta debitor baik yang terletak di
 Indonesia maupun di luar Indonesia. Hal ini secara jelas diatur dalam Pasal 21
 UU Kepailitan yang esensinya adalah kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan
 debitor saat putusan pailit dijatuhkan maupun segala sesuatu yang diperoleh
 selama kepailitan. Ditambahkan lagi oleh Jono bahwa meskipun secara formil
 putusan pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit meliputi seluruh
 harta debitor baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, tetapi secara materiil
 maka pelaksanaanya menjadi persoalan tersendiri. Artinya untuk mengeksekusi
 harta debitor di luar negeri, hal ini terkait dengan yurisdiksi negara lain, sehingga
 perlu melihat apakah hukum negara lain tersebut mengakui putusan kepailitan
 tersebut. Pada umumnya, suatu negara hanya memperbolehkan eksekusi putusan
 kepailitan dari negara lain apabila ada perjanjian internasional (traktat) yang
 menghendaki demikian, yang berarti harus adanya asas resiprositas. Dengan
 demikian, secara materiil, putusan pailit pengadilan niaga tidak mampu
 menjangkau harta debitor di luar negeri karena adanya asas sovereignty/ teritorial
 karena tiap negara mempunyai kedaulatan hukum yang tidak dapat
 ditembus/digugat oleh hukum negara lain.99
 99 Jono, Op Cit, h. 191-192
 Senada dengan pendapat Jono,
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89
 Ricardo Simanjuntak menyatakan bahwa Asas universal UU Kepailitan Indonesia
 yang memasukkan harta debitor pailit yang terletak di luar negeri sebagai bagian
 dari harta pailit serta dimungkinkan eksekusinya dalam prakteknya harus
 berhadapan dengan Azas sovereignty yang dimiliki oleh negara lain yang
 membuat asas universal yang dianut oleh UU kepailitan tidak secara otomatis
 dapat diikuti oleh negara asing karena dengan adanya azas sovereignty pada
 masing-masing negara membuat putusan pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan
 Niaga Indonesia tidak otomatis dapat dilaksanakan di luar negeri kecuali antara
 Indonesia dengan dimana aset debitor tersebut berada telah terdapat kesepakatan
 untuk saling mengakui dan melaksanakan putusan pailit dari pengadilan negara
 masing-masing (mutual recognition and enforcement of court decision of
 contracting countries).100 Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa harta
 pailit badan hukum asing yang berada di luar negeri termasuk dalam jangkauan
 harta pailit hal itu merupakan amanah dari pasal 21 UU Kepailitan, dimana Pasal
 21 UU Kepailitan merupakan implementasi Asas universal, tetapi timbul
 permasalahan pada eksekusi harta debitor pailit yang terletak di luar negeri karena
 harus berhadapan dengan asas teritorial yang dianut oleh masing-masing negara
 sehingga menurut Daniel Suryana jika menggunakan pendekatan penafsiran
 secara analogi maka putusan pernyataan pailit pengadilan Indonesia, tidak dapat
 dijalankan (dieksekusi) terhadap harta benda debitur pailit yang berada di luar
 negeri.101
 100 Ricardo Simanjuntak, Op Cit, h. 58
 101 Daniel Suryana, Op Cit, h. 80
 Sebagai tambahan, sebagai konsekuensi dari tidak diakuinya putusan
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90
 pailit suatu negara (dalam konteks ini negara Indonesia) di negara asing, kurator
 sebagai bagian dari putusan yang diberikan hak untuk melakukan pengurusan dan
 pemberesan harta pailit berdasarkan pasal 16 UU Kepailitan, juga tidak
 berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan aset debitor pailit yang
 ada di negara asing tersebut.102
 Terkait dengan tidak diakuinya putusan kepailitan suatu negara di negara
 lainnya, Felix O. Soebgjo dalam tulisannya mengenai perbandingan sistem
 kepailitan di beberapa Negara kawasan Asia Pasifik termasuk Indonesia di
 dalamnya menemukan sedikitnya ada 3 faktor penghambat, yaitu:
 103
 Asas ini diperlukan sebagai dasar dari penerimaan dan pengakuan atas suatu
 insolvency regime dari suatu Negara oleh insolvency regime dari negara yang lain.
 Dengan perkataan lain, suatu negara yang mengharapkan agar putusan kepailitan
 1. Sovereigity
 Masalah utama dari sovereignity adalah keadaan yang menjadikan
 kewenangan suatu negara dalam mengatur dan melaksanakan kedaulatnnya
 menjadi berkurang.
 2. Reciprocity
 102 Ricardo Simanjuntak, Op Cit, h. 58
 103Felix O. Soebagjo, “Aspek Komparasi Dalam Kepailitan: Studi Perbandingan Di Negara-Negara Thailand, Korea, Philipina Dan Indonesia”, dalam Emmy Yuhassarie (ed), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-masalah Kepailitan Dan wawasan Hukum Lainnya: Undang-undang Kepailitan Dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h.347-348
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 103
						

91
 yang dikeluarkan oleh badan peradilannya dapat diterima, diakui dan
 dilaksanakan di negara lain, negara tersebut juga harus menerima, mengakui dan
 melaksanakan putusan badan peradilan dari negara lain.
 3. Kesiapan dari sistem & peraturan perundang-undangan yang ada
 Untuk menghadapi masalah tidak diakuinya putusan kepailitan suatu negara
 (Indonesia) di negara lainnya, menurut Daniel Suryana dapat dilakukan dengan
 mengadopsi ketentuan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan
 dengan pengakuan dan penerimaan putusan badan peradilan asing ke dalam
 hukum nasional. Selain itu pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan
 kerjasama kawasan regional, yang diawali dengan studi-studi banding mengenai
 kepailitan lintas batas negara-negara Asean sebagaimana telah berlangsung dan
 merumuskannya dalam salah satu model law yang mengikat negara-negara
 kawasan regional. Salah satu model law, yang bersifat Internasional, yang
 dipelopori oleh badan di bawah PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), saat ini
 sosialisasinya cukup intens adalah soisalisasi UNCITRAL Model Law on Cross-
 Border Insolvency with Guide to Enactment (Undang-undang model UNCITRAL
 tentang Kepailitan Lintas batas sebagai petunjuk untuk Pengundang-undangan)
 yang memungkinkan putusan pailit yang dikeluarkan oleh pengadilan asing dapat
 dieksekusi oleh pengadilan suatu negara.
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 Tujuan utama dari “Model Law on Cross-border Insolvency” yang dibuat
 oleh UNCITRAL ini adalah memfasilitasi dan menggalakkan:104
 104 Ibid, h. 346-347
 a. Cooperation between the courts and other competent authorities of this
 State and foreign states involve in cases of cross-border insolvency;
 b. Greater legal certainty for trade and investment;
 c. Fair and efficient administration of cross border insolvencies that protect
 the interest of all creditors and other interested persons, including the
 debtor;
 d. Protection and maximization of value of the debtor’s asets; and
 e. The rescue of financially troubled business, thereby protecting investment
 and preserving employment.”
 Apabila negara-negara yang menjadi anggota tetap PBB dapat mengadopsi
 UNCITRAL model Law tersebut kedalam sistem hukum dari masing-masing
 negara anggota PBB, maka realisasi kepailitan lintas batas negara bukanlah
 merupakan sesuatu keniscayaan, melainkan sudah merupakan suatu kebutuhan
 dan keharusan dalam rangka peningkatan taraf hidup manusia melalui kegiatan
 perdagangan internasional maupun melalui transaksi bisnis internasional. Untuk
 itu UNCITRAL Model Law tersebut perlu disosialisasikan lebih intens kepada
 bangsa-bangsa anggota PBB.
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 Sedangkan dalam taraf lokal perlu dilakukan pengkajian menyeluruh dari
 aspek hukum UNCITRAL Model Law tersebut apakah memungkinkan diadopsi
 ke dalam sistem hukum Indonesia. Karenanya kalangan pemerhati hukum,
 kalangan peneliti hukum dan akademisi serta praktisi hukum maupun praktisi
 epradilan, khususnya praktisi pengadilan niaga perlu dilibatkan dan berperan serta
 aktif dalam melakukan sosialisasi maupun pengkajian UNCITRAL Model Law
 tersebut. Dengan demikian upaya-upaya yang perlu dan dapat dilakukan oleh
 pemerintah adalah meratifikasi ataupun mengadopsi konvensi-konvensi
 internasional maupun perjanjian-perjanjian internasional berkaitan dengan
 pengakuan dan penerimaan eksistensi putusan badan peradilan asing di suatu
 negara atau kaedah-kaedah yang terdapat didalamnya, model law-model law
 berkenaan dengan kepailitan lintas negara.
 Selanjutnya pemerintah juga perlu melakukan harmonisasi dan integrasi
 baik vertikal maupun horizontal terhadap peraturan perundang-undangan
 Republik Indonesia yang telah ada, terutama ketentuan-ketentuan baik ketentuan
 materiil maupun formal berupa ketentuan hukum acara perdata umum maupun
 hukum acara kepailitan yang berlaku di pengadilan niaga, dan ketentuan-
 ketentuan lain yang mengatur atau berkenaan dengan kepailitan badan usaha asing
 maupun kepailitan lintas batas negara.105
 Dengan adanya “kemacetan” tersebut bukan berarti Kreditor tidak dapat
 melakukan upaya lain untuk dapat menjangkau harta debitor pailit yang terletak di
 105 Daniel Suryana, Op Cit, h. 135-137
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94
 Luar Negeri. Upaya yang dapat dilakukan Kreditor untuk menjangkau harta
 debitor pailit di luar negeri adalah dengan melakukan relitigasi di pengadilan di
 negara dimana harta pailit debitor asing berada, jalan lain yang dapat ditempuh
 untuk menjangkau harta debitor pailit di luar negeri adalah dengan meminta
 petitum kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan kepada debitor pailit
 yang memiliki harta di negara lain untuk membuat surat kuasa yang substansinya
 memberikan kuasa kepada kurator untuk mencairkan semua harta debitor pailit di
 negara yang dituju.
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 BAB IV
 PENUTUP
 4.1 Kesimpulan
 1. Badan Hukum Asing yang beropreasi di Indonesia dapat dimohonkan
 Pailit di Pengadilan Niaga. Untuk mempailitkan badan hukum asing yang
 beroperasi di Indonesia harus dimulai dengan pemahaman mengenai pasal
 300(1) UU Kepailitan, setelah itu untuk pengaplikasiannya harus diikuti
 pemahaman mengenai pasal 3 UU Kepailitan yang mengatur mengenai
 kompetensi relatif pengadilan niaga di Indonesia, khususnya pada ayat (2),
 (4), dan (5).
 2. Harta pailit badan hukum asing yang berada di luar negeri termasuk dalam
 jangkauan harta pailit. Hal itu merupakan amanah dari pasal 21 UU
 Kepailitan, dimana Pasal 21 UU Kepailitan merupakan implementasi Asas
 universal, tetapi dalam eksekusinya timbul permasalahan karena harus
 berhadapan dengan asas teritorial yang dianut oleh masing-masing negara
 sehingga harta pailit badan hukum asing yang terletak di luar negeri tidak
 akan bisa dieksekusi selama tidak ada perjanjian bilateral ataupun regional
 mengenai pengakuan putusan suatu negara di negara lainnya.
 4.2 Saran
 1. Untuk mengatasi masalah eksekusi harta pailit badan hukum asing di luar
 negeri dapat dilakukan dengan mengadopsi ketentuan konvensi-konvensi
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 internasional yang berkaitan dengan dengan pengakuan dan penerimaan
 putusan badan peradilan asing ke dalam hukum nasional.
 2. Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukan kerjasama kawasan
 regional, yang diawali dengan studi-studi banding mengenai kepailitan
 lintas batas negara-negara Asean sebagaimana telah berlangsung dan
 merumuskannya dalam salah satu model law yang mengikat negara-negara
 kawasan regional, salah satunya adalah UNCITRAL Model Law on Cross-
 Border Insolvency with Guide to Enactment (Undang-undang model
 UNCITRAL tentang Kepailitan Lintas batas sebagai petunjuk untuk
 Pengundang-undangan) yang memungkinkan putusan pailit yang
 dikeluarkan oleh pengadilan asing dapat dieksekusi oleh pengadilan suatu
 negara.
 3. Melakukan harmonisasi dan integrasi baik vertikal maupun horizontal
 terhadap peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang telah ada,
 terutama ketentuan-ketentuan baik ketentuan materiil maupun formal berupa
 ketentuan hukum acara perdata umum maupun hukum acara kepailitan yang
 berlaku di pengadilan niaga, dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur
 atau berkenaan dengan kepailitan badan usaha asing maupun kepailitan
 lintas batas negara.
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 109
						

DAFTAR BACAAN
 Hartini, Rahayu, Hukum Kepailitan berdasarkan UU 37 Tahun 2004, UMM Pres,
 Malang, 2008
 Buku
 Jono, Hukum Kepailitan, PT Sinar Grafika, 2008, Jakarta
 Lontoh, Rudhy A et al, Penyelesaiaan Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan
 Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Alumni, 2001, Bandung
 Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Pranada media, 2005, Jakarta
 Sembiring, Sentosa, Hukum Dagang, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2008, Bandung
 Shubhan, M. Hadi, Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan,
 Kencana Prenada Media Group, 2008, Jakarta
 Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang No. 37 Tahun
 2004 Tentang Kepailitan, PT Pustaka Utama Grafiti, 2010, Jakarta
 Sutedi, Adrian, Hukum Kepailitan, Ghalia Indonesia, 2001, Jakarta
 Team Dosen Hukum Perseroan, Buku Ajar Hukum Perseroan, Fakultas Hukum
 Universitas Airlangga, Surabaya, 2011
 Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, Raja Grafindo
 Persada, 2002, Jakarta
 Yuhassarie, Emmy, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah
 Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis lainnya: Undang – Undang Kepailitan
 Dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, Jakarta
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 110
						

Priyono, Sigit, Akibat hukum Perseroan Terbatas Yang Dijatuhi Putusan Pailit, Fakultas
 Hukum Universitas Diponegoro, 2005, Semarang
 Tesis
 Rahmadewi, Maria Regina Fika Rahmadewi, Penyelesaian Utang Debitor Terhadap
 Kreditor Melalui Kepailitan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007,
 Semarang
 Suryana, Daniel, Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga
 Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006, Jakarta
 Website
 www.hukumonline.com
 www.kadin-indonesia.or.id
 www.uncitral.org
 www.vivanews.com
 Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27, No. 1, 2008
 Jurnal/ Majalah
 Wawancara dengan Ricardo Simanjuntak, Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus
 Indonesia, Jakarta, 23 April 2012
 Wawancara
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama
 http://www.hukumonline.com/�
 http://www.kadin-indonesia.or.id/�
 http://www.uncitral.org/�
 http://www.vivanews.com/�

Page 111
						

Herziene Indonesisch reglement (HIR)
 Peraturan Perundang- undangan
 Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD)
 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata/ Bugerlijk Wetboek (BW)
 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis Undang – Undang Nomor 35 Tahun 1999,
 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 jis Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004,
 Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
 Sengketa
 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004
 tentang Yayasan
 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi
 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
 Pembayaran Utang
 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan
 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri
 Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang
 PUTUSAN – PUTUSAN KEPAILITAN
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 112
						

Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 52/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt. Pst.
 Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 01/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst.
 Model Law on Cross-border Insolvency
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PUTUSAN
 Nomor: 52/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt. Pst. ========================================
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam Permohonan Kepailitan yang diajukan oleh: PT. OGSPIRAS BINA DRILING, berkedudukan di Jalan Ampera Raya No. 123 B, Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili di tempat kuasanya: HANDRA DEDDY HASAN, SH., BACHDARWIN, SH. dan RAHMAD IRWAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor HANDRA, DARWIN, RAHMAD & REKAN, beralamat di Dwima Plaza 1, 4th Floor, Room 407, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 67 Jakarta 10510, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor K.013/HDRR/II/00, tertanggal 24 Februari 2000, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;
 Terhadap: PT. BALI ENERGY LTD, berkedudukan di Jakarta beralamat di Plaza Bapindo, Menara 1, 26Th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON; Pengadilan Maga tersebut; Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; Setelah mendengar kedua belah pihak;
 Tentang Duduk Perkara Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal, Jakarta, 01 Agustus 2000 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 01 Agustus 2000 di bawah Nomor: 52/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa pada tanggal 2 Juni 1997, TERMOHON mengadakan perjanjian pengeboran minyak
 dengan Pemohon berdasarkan Perjanjian Layanan Driling Rig (Agreement For Driling Rig Senices) No. BEL/0107/DRL, selanjutnya disebut Perjanjian Pengeboran (Vide Bukti P-1A);
 2. Dalam Perjanjian Pengeboran tersebut, TERMOHON, yang disebut sebagai Perusahaan
 (Company), mengadakan Perjanjian dengan PEMOHON, yang disebut sebagai Kontraktor (Contractor), untuk melakukan Pengeboran Panas Bumi di wilayah Kontrak Panas Bumi Bedugul, Bali Utara, dimana Pemohon. mengadakan Jasa Pengeboran Sumur beserta penyediaan peralatan pengeborannya;
 3. Untuk pembayaran atas jasa tersebut diatas, PEMOHON mengirimkan faktur (invoice)
 kepada TERMOHON pada hari ke-10 (sepuluh) setiap bulannya, dan TERMOHON akan membayar sejumlah uang yang terdapat dalam faktur (invoice) tersebut oleh TERMOHON (Vide Bukti P-1B);
 Dimana hal tersebut diatas dinyatakan secara tegas dalam angka 7.1 dan 7.2 mengenai Jangka Waktu Pembayaran (Terms of Payment) dalam Perjanjian Pengeboran, yang menyatakan bahwa:
 7.1. "CONTRACTOR shall submit an invoice in duplicate to COMPANY by the 10th day of each month at COMPANY's address for notices or at such other address as COMPANY may designate. Each invoice shall set forth the title of this Agreement, amounts due in U.S. Dollars, and if applicable, amounts due in the currency of the territory. Each invoice shall be accompanied by a copy of all items and documents necessary or reascnably requested by COMPANY to support invoiced amounts including hours worked, expenses accounts, (including appropriate support vouchers),
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third party invoices, and other details on reimburcable cost incurre". 7.2. "Subject to Clause 7.4 COMPANY shal pay amounts invoiced within thirty (30) days of
 the date of receipt by COMPANY of CONTRACOR's invoice". Alih Bahasa (Tersumpah) sebagai berikut: 7.1. "KONTRAKTOR harus menyerahkan faktur rangkap dua kepala PERUSAHAAN pada
 hari ke-10 tiap bulan di alamat PERUSAHAAN untuk pemberitahuan atau di alamat lain yang dapat ditunjuk oleh PERUSAHAAN. Tiap faktur harus penyebut judul Perjanjian ini, jumlah yang jatuh waktu dalam mata uang di Territory (Wilayah Hukum) yang bersangkutan. Tiap Faktur harus disertai salinan semua butir tagihan dan dokumen yang diperlukan atau yang secara wajar diminta oleh PERUSAHAAN untuk mendukung jumlah yang ditagih termasuk jam-jam kerja yang dilaksanakan, bukti pengeluaran (termasuk tanda terima pendukung yang sesuai), faktur dari pihak ketiga, dan rincian lainnya tentang biaya yang sudah dikeluarkan yang dapat diminta penggantinya".
 7.2. "Tunduk pada Klausula 7.4. PERUSAHAAN harus membayar jumlah yang ditagih
 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal PERUSAHAAN menerima faktur dari KONTRAKTOR".
 4. Bahwa apabila PEMOHON tidak terima pembayaran atas sejumlah uang sebagaimana
 disebutkan dalam faktur (invoice) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, maka PEMOHON akan segera memberitahukan secara tertulis kepada TERMOHON dan berhak menagih kepada TERMOHON pembayaran bunga sebesar 1% (satu persen) perbulan akibat keterlambatan pembayaran tersebut (vide Bukti P-1C).
 Hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam angka 7.3 mengenai Jangka Waktu Pembayaran (Terms of Payment) dalam Perjanjian Pengeboran, yang menyatakan bahwa:
 7.3. "If CONTRACTOR has not recceived payment of any undispuled invoiced amount within thirty (30) days as specified in Clause 7.2 CONTRACTOR Shall prompthy notity COMPANY of the same in writing and CONTRACTOR shall be entitled to invoice COMPANY for interest at the rate of one percent (1%) per month from the date on which such undisputed payment falls due until the date such payment is made by COMPANY".
 Alih Bahasa (Tersumpah) sebagai berikut. 7.3. "Bila KONTRAKTOR belum menerima pembayaran suatu jumlah dari faktur, yang tidak
 dipermasalahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dijelaskan dalam Klausula 7.2, KONTRAKTOR akan segera memberi tahu secara tertulis kepada PERUSAHAAN atas hal itu dan KOTRAKTOR berhak menagih kepada PERUSAHAAN pembayaran bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan sejak tanggal dimana pembayaran yang tidak dipermasalahkan itu tidak diselesaikan jatuh waktu sampai tanggal dimana pembayaran itu diselesaikan oleh PERUSAHAAN".
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka PEMOHON dan
 TERMOHON terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan diatas berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan (3) jo Pasal 1342 KUHPerdata.
 6. Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 1997, TERMOHON tidak pernah melakukan pembayaran
 kepada PEMOHON berdasarkan faktur (invoice) yang telah dikirimkan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 a) Invoice No. 14-01589 Rig # 14 tanggal 30 September 1997, faktur pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001272 tanggal 31 Oktober 1997, faktur US$ 24,669.70 (vide Bukti P-2).
 b) Invoice No. 144-01588 Rig # 14 tanggal 31 Oktober 1997, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF 021-0001271 tanggal 31 Oktober 1997, faktur US$ 37,425.30 (vide Bukti P-3).
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c) Invoice No. 14-01610 Rig # 14 tanggal 30 November 1997, faktur Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001294 tanggal 30 November 1997, faktur US$ 137,900.40 (vide Bukti P-4)
 d) Invoice NO. 14-016639 Rig # 14 tanggal 31 Desember 1997, faktur Pajak Standar
 Nomor Seri: CWSRF-021-0001330 tanggal 31 Oktober 1997,faktur US$ 551,601.60 (vide Bukti P-5).
 e) Invoice NO. 14-01672 Rig # 14 tanggal 19 Januari 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001570 tanggal 13 Januari 1998, faktur US$ 5,432,42 (vide Bukti P-6),
 f) Invoice No. 14-01675 Rig # 14 tanggal 22 Januari 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001574 tanggal 23 Januari 1998, faktur US$ 5,269.91 (vide Bukti P 7).
 g) Invoice No. 14-01683 Rig # 14 tanggal 26 Januari 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001581 tanggal 23 Januari 1998, faktur US$ 9,622.18 (vide Bukti P-8),
 h) Invoice No. 14-01699 Rig # 14 tanggal 31 Januari 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001598 tanggal 31 Januari 1998, faktur US$ 551,601.60 (vide Bukti P-9).
 i) Invoice No. 14-01705 Rig # 14 tanggal 31 Januari 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001605 tanggal 31 Januari 1998, faktur US$ 23.096.70 (vide Bukti P-10).
 j) Invoice No. 14-01588 Rig # 14 tanggal 31 Oktober 1997, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001360 tanggal 10 February 1998, dan faktur Pajak Standar Nomor Seri CWSRF-021-0001361 tanggal 10 Februari 1998, sebesar US$ 25,016.20 (vide Bukti P-11).
 k) Invoice No. 14-01710 Rig # 14 tanggal 31 Januari 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001363 tanggal 16 Februari 1998, faktur US$ 624,800.00 (vide BuktiP-12).
 1) Invoice No. 14-01765 Rig # 14 tanggal 28 Februari 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001431 tanggal 28 Februari 1998, faktur US$ 18,293.23 (vide Bukti P-13).
 m) Invoice No. 14-01802 Rig # 14 tanggal 31 Maret 1998, faktur Pajak Standar Nomor
 Seri: CWSRF-021-0001461 tanggal 31 Maret 1998, faktur US$ 9,912.10 (vide Bukti P-14).
 Jumlah Hutang: US$ 1,888,999.06 7. Bahwa meskipun PEMOHON telah mengajukan faktur (invoice) pembayaran kepada
 TERMOHON sebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pengeboran, akan tetapi seluruh pembayaran yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tersebut, tidak pernah dibayarkan oleh TERMOHON kepada PEMOHON hingga saat ini. Dengan tidak adanya pembayaran tersebut, maka PEMOHON mengajukan beberapa surat sebagai berikut:
 a) Surat PT. Ogspiras Bina Driling No. 1468/OBD/XII/99 tanggal 19 Agustus 1999 (vide Bukti P-15).
 b) Surat PT. Ogspiras Bina Driling No. 1473/OBD/XII/99 tanggal 30 Agustus 1999 (vide
 Bukti P-16). c) Surat No. 1474/OBD/IX/99 tanggal 1 September 1999 (vide Bukti P-17).
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d) Surat No. 1478/OBD/IX/99 tanggal 3 September 1999 (vide Bukti P-18). e) Surat Undang No. 081/HDRR/III/00 tanggal 6 Maret 2000 (vide Bukti P-19). f) Surat Somasi No. 113/HDRR/III/00 tanggal 23 Maret 2000 (vide Bukti P-20) g) Surat Peringatan (Final Warning Debt Settlement) Ref. 226/HDRR/AM-RN/VI/00
 tertanggal 16 Juni 2000 (vide Bukti P-21). h) Surat Peringatan (OBD's Debt Settlement) Ref. 229/HDRR/AM-RN/VI/00 tertanggal 21
 Juni 2000 (vide Bukti P-22). Bahwa meskipun telah beberapa kali diajukan surat sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi TERMOHON tetap tidak mau melunasi dan membayar hutangnya tersebut dengan berbagai alasan yang tidak dapat diterima demi untuk dan atas nama hukum. Berdasarkan Agreement For Drilling Rig Services No. BEL/0107/DRI, tanggal 2 Juni 1997 dan Outstanding Invoice Statement pertanggal 22 Maret 2000 (vide Bukti P-23), bahwa seluruh hutang TERMOHON yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh PEMOHON terhitung sejak tanggal 31 Oktober 1997, Adapun perincian jumlah hutang TERMOHON adalah sebagai berikut: Jumlah Hutang: US$ 1,888,999.06 Bunga keterlambatan 1% Perbulan (April 1998 - Maret 2000) US$ 453,259.77 Jumlah US$ 2,342,358.83 Terbilang: dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh delapan Dolar Amerika Serikat delapan puluh tiga sen). Bahwa selain memiliki hutang kepada PEMOHON, TERMOHON juga mempunyai hutang kepada kreditur lain sebagai berikut yaitu: 1. P.T. INAMCO yang beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 28 Jakarta 12160. 2. P.T. INTI JATAM yang beralamat di Jalan Warung-Buncit Raya No. 5 Jakarta 12790. Bahwa oleh sebab itu, PEMOHON berhak demi untuk dan atas nama hukum memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar TERMOHON dinyatakan Pailit (vide Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998). Dan mohon sebagai Kurator dan Pengurus dalam Kepailitan untuk mengangkat Saudara H. HENDRA ROZA PUTERA, SH., berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. C-HT.05.14-47 Tahun 1999, yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 14A, Jakarta 11470. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON memohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Niaga C.q Majelis Hakim Niaga yang meriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya untuk berkenan memutus sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk keseluruhan dengan tanpa
 terkecuali. 2. Menyatakan TERMOHON dalam keadaan Pailit. 3. Menetapkan dan mengangkat Saudara H. HENDRA ROZA PUTERA, SH., Surat Keputusan
 Menteri Kehakiman R.I. No. C-HT.05.14-47 Tahun 1999, yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Raya No. 14A, Jakara 11470, sebagai Kurator.
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4. Menghukum TERMOHON untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan. Apabila Bapak Ketua Pengadilan Niaga C.q Majelis Hakim Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka: SUBSIDAIR: Dalam suatu peradilan yang baik, PEMOHON memohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan/atau alur dan patut (ex aequo et bono dan atau naar goede justitie ecbt doen). Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon hadir kuasanya AFFANDI M., SH., MBL. dan MOHAMAD ANWAR, SH., dan untuk Termohon hadir kuasanya yaitu: STEFANUS HARYANTO, SH., LLM. dan WILLIAM S. PALIJAMA, SH., berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal, Jakarta 7 Agustus 2000, sedangkan Kreditur lain tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh kuasanya untuk menghadap; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan tanggapannya dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Pemohon
 dalam permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya. KASUS ANTARA PEMOHON DENGAN ROCHTER DRILING INDONESIA ("RDI") DAN TERMOHON ADALAH SENGKETA PERDATA BIASA YANG BERADA DI LUAR LINGKUP UNDANG-UNDANG KEPAILITAN. 2. Bahwa benar pada tanggal 2 Juni 1997 Pemohon dan Termohon telah menandatangani
 Agreement for Driling Rig Services No. BEL/0107/DRL., ("Perjanjian Pengeboran"). Pengaturan mengenai pembayaran yang berkaitan dengan Perjanjian Pengeboran diatur dalam Pasal 7 Perjanjian tersebut sebagaimana yang secara panjang lebar didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Namun demikian, Pemohon sengaja tidak mengutip atau menyebutkan ketentuan Pasal 7.5 dan Exhibit G "Communication and Contact" (Vide Bukti T-1) dari Perjanjian Pengeboran tersebut.
 Pasal 7.5 Perjanjian Pengeboran berbunyi: "Unless otherwise mutually agreed by the Parties each payment by COMPANY to
 CONTRACTOR shell be made by wire transfer to CONTRACTOR'S bank account number and bank as specified on the invoice. if such bank account and bank is not specified on the invoice then payment will be made by cheque posted to CONTRACTOR's address for notices".
 Terjemahan resmi oleh Penerjemah Tersumpah: "Kecuali disepakati bersama oleh Para Pihak, setiap pembayaran oleh PERUSAHAAN
 kepada KONTRAKTOR harus dilakukan dengan kawat transfer ke nomor rekening bank KONTRAKTOR dan bank yang disebutkan dalam Faktur. Jika nomor rekening dan nama Bank tidak disebutkan dalam faktur maka pembayaran akan dilakukan dengan cek ke alamat KONTRAKTOR".
 Exhibit G "Communication and Contact" di bawah nomor 14 dengan tegas mengatur bahwa: CONTRACTOR's bank accound number and a bank address shall be:
 (Rekening Bank KONTRAKTOR dan alamat bank adalah). Richter Drilling Indonesia ANZ Bank 1/116 Miller Street, North Sydney NSW 2060 Australia Account # 629 485-00 BSB 012-475
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3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7.5 dan Exhibit G dari Perjanjian Pengeboran, jelas
 terlihat bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon haruslah dialamatkan kepada: Richter Drilling Indonesia ("RDl"). Hal ini terjadi, karena antara Pemohon dengan RDl terdapat suatu Perjanjian yang disebut dengan Joint Operation Agreement ("JOA") tanggal 1 Juni 1995 (Bukti T-2). Berdasarkan Perjanjian ini, Pemohon dan RDl sepakat untuk bekerjasama dimana RDI sepakat untuk menyediakan tenaga ahli yang terampil, peralatan-peralatan khusus, dan material-material serta keahlian teknis yang diperlukan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengeboran, sedangkan Pemohon bertanggung jawab untuk menyediakan perjanjian yang diperlukan.
 4. Bahwa berdasarkan JOA, Pemohon dan Termohon akan membagi diantara mereka
 penghasilan-penghasilan (income) yang diperoleh dalam pelaksanaan JOA tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 JOA (Vide, Bukti T-2). Karena de facto RDI adalah pihak yang mengeluarkan dana atau peralatan yang besar, maka bisa dimengerti jika dalam setiap kontrak yang dibuat oleh Pemohon dengan pihak ketiga (seperti Perjanjian Pengeboran dengan Termohon), setiap pembayaran harus dialamatkan kepada Rekening Bank RDI di ANZ Bank Australia.
 TERMOHON MENGHENTIKAN PROYEK AKIBAT KEPUTUSAN PEMERINTAH MEMBATALKAN ATAU MENUNDA PROYEK LISTRIK SWASTA TETAPI DENGAN ITIKAD BAIK TERMOHON TETAP MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PEMOHON DAN KREDITUR LAINNYA. 5. Bahwa akibat adanya krisis moneter yang hebat, maka Pemerintah Republik Indonesia
 mengeluarkan Keputusan Presiden yang isinya membatalkan, menunda, atau meneruskan proyek listrik swasta (Independent Power Producers), yang membuat pihak PT. PLN (Persero) selaku pembeli tunggal dari listrik yang dihasilkan oleh Termohon menolak untuk melakukan pembayaran terhadap semua invoice yang dikeluarkan oleh Termohon. Sebagai akibatnya, Termohon juga mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran kepada para supplier dan pihak-pihak lain yang memberikannya pelayanan kepada Termohon.
 6. Bahwa meskipun Termohon mengalami kesulitan keuangan yang luar biasa, Termohon
 dengan itikad baik tetap ingin memenuhi kewajiban kepada para supplier dan pihak-pihak lain yang memiliki tagihan kepadanya. Berkaitan dengan itikad baik Termohon ini, dilakukan perundingan-perundingan antara Termohon dengan Mr. Robert Hackett dari Richter Drilling Indonesia (RDI), selaku pemilik rekening dimana berdasarkan Perjanjian Pengeboran dengan Pemohon (OBD) Termohon harus melakukan pembayaran (Vide, Kesaksian di Bawah Sumpah Edward McCartin III, Bukti T-3). Pada kesempatan itu, Mr. Robert Hackett menyatakan bahwa dirinya adalah pemimpin dari OBD yang berwenang untuk menyelesaikan setiap tuntutan pembayaran (klaim) yang dimiliki oleh OBD.
 7. Bahwa Termohon bersedia untuk melakukan perundingan dengan Mr. Robert Hackett dan
 RDI karena adanya 2 (dua) alasan pokok: Pertama, Pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 7.5 Perjanjian Pengeboran sebelumnya memang selalu dialamatkan kepada rekening RDI dimana Mr. Robert Hackett adalah pemimpinnya (Vide, Bukti T-4); Kedua, Mr. Robert Hackett menunjuk kepada Termohon bahwa antara OBD dan RDI memang terdapat perjanjian kerjasama operasi (Joint Operation Agreement, Vide Bukti T-2) yang menjadi landasan utama mengapa pembayaran-pembayaran dan pelunasan invoince kepada Pemohon harus dikirimkan kepada rekening RDI.
 TERMOHON TELAH MELUNASI KEWAJIBANNYA KEPADA PEMOHON DAN KARENA ITU TELAH DILEPASKAN DARI SEGALA KEWAJIBAN YANG TIMBUL BERDASARKAN PERJANJIAN PENGEBORAN. 8. Bahwa dilandasi oleh itikad baik, Termohon akhirnya melakukan serangkaian negosiasi untuk
 mencoba melunasi kewajibannya kepada Pemohon, meskipun Termohon sendiri tidak dapat menagih pembayaran kepada pihak PT. PLN (Persero). Akhirnya, Termohon menyampaikan suatu draft final Offer (Penawaran terakhir) kepada pihak RDI untuk melunasi seluruh
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kewajiban Termohon kepada OBD (Pemohon). Final Offer ini kemudian diterima oleh RDI dengan cara menandatangani dan memberikan cap perusahaan pada Final Offer tersebut (Vide, Bukti T-5). Dalam Final Offer tersebut, Termohon menawarkan untuk membayar sejumlah US $ 457,205.20 dan penyerahan material-material dan peralatan pengeboran yang masih dikuasai Termohon kepada pihak RDI selaku pemilik dari material dan peralatan tersebut.
 9. Bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan RDI terhadap Final Offer yang diberikan oleh
 Termohon, RDI kemudian menerbitkan suatu dokumen yang disebut dengan RELEASE DOCUMENT (Vide, Bukti T-6), dimana secara tegas RDI melepaskan Termohon dari segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengeboran dengan Pemohon. Dalam Release Document ini, RDI menyatakan bahwa dengan diterimanya pembayaran sejumlah US $ 457,205.20 dan penyerahan material dan peralatan sebagaimana tercantum dalam Schedule A dari Release Document ini, maka Termohon telah melakukan kewajiban pembayarannya secara penuh, dan karena itu segala perikatan yang ada antara Termohon dengan OBD (Pemohon) dihapuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Vide, Pasal 4 Release Document, Bukti T-6).
 SENGKETA YANG ADA ANTARA PEMOHON DAN RDI ADALAH MASALAH INTERNAL MEREKA, DAN KARENA ITU TERMOHON SEBAGAI PIHAK LUAR YANG BERITIKAD BAIK DAN TELAH MELUNASI KEVVAJIBANNYA TIDAK BOLEH DIRUGIKAN. 10. Bahwa sesuai dengan ini Release Document, Termohon telah melakukan pembayaran
 kealamat rekening RDI di ANZ Bank sebagaimana tercantum dalam Exhibit G dari Perjanjian Pengeboran. Pembayaran ini terbukti dari rekening koran yang diterbitkan oleh ANZ Bank bahwa pada tanggal 26 Agustus 1999 telah masuk transfer uang dari CALENERGY COMPANY, INC. (Perusahaan induk dan dan Termohon) sejumlah US $ 457,205.20 (Vide, Bukti T-7). Berdasarkan adanya pembayaran ini, maka jelaslah sudah bahwa Termohon telah melunasi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengeboran dengan Pemohon.
 11. Bahwa adanya sengketa internal antara Arief Sya'af Yoenoes selaku pemilik dari OBD
 (Pemohon) dengan Mr. Robert Hackett dari RDI adalah urusan internal diantara mereka sendiri, dan selayaknyalah Termohon sebagai pihak ketiga tidak "dikorbankan" dan dirugikan oleh sengketa internal tersebut. Hal ini telah berkali-kali didalilkan oleh Termohon dalam menanggapi somasi Pemohon, maupun dalam menanggapi laporan Polisi yang dilakukan oleh Pemohon kepada (bekas) pegawai dari Termohon (Vide, Bukti T-8a dan 8b). Bahwa sengketa antaran Pemohon dan RDI dengan Termohon adalah sengketa perdata biasa yang berada diluar lingkup Undang-Undang Kepailitan, terbukti secara prima facie lewat tindakan-tindakan Pemohon sendiri yang dengan "segala cara" termasuk dengan melibatkan pihak Kepolisian, ingin "memaksa" Termohon agar melakukan pembayaran (kembali) ke rekening Pemohon dan bukannya ke rekening RDI. Logikanya, kalau sejak semula Pemohon yakin bahwa masalahnya berada di dalam lingkup Undang-Undang Kepailitan, rasanya Pemohon tidak perlu lapor Polisi dan menunggu selama berbulan-bulan sebelum mengajukan permohonan kepailitan ini. Hal ini membuktikan bahwa Pemohon sejak semula mengetahui bahwa segala sengketa yang ada antara Pemohon dengan RDI dan BEL adalah masalah perdata biasa, dan permohonan kepailitan ini diajukan setelah segala acara yang ditempuh oleh Pemohon gagal memaksa Termohon untuk melakukan pembayaran ganda kepada Pemohon (setelah Termohon melakukan pembayaran ke rekening RDI sebagaimana ketentuan Exhibit G dari Perjanjian Pengeboran).
 12. Bahwa kalau betul bahwa Termohon telah melakukan tindakan wanprestasi terhadap
 ketentuan Perjanjian Pengeboran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, quodnon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Perjanjian Pengeboran, sengketa itu haruslah diselesaikan lewat proses arbitrase yang dilakukan di Singapore dengan bahasa Inggris sebagai bahasa yang harus digunakan dalam proses persidangan. Tindakan Pemohon mengajukan Permohonan kepailitan ini adalah pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian yang berkaitan dengan klausula .arbitrase, dan ini membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki rasa percaya diri untuk dapat mengalahkan Termohon dalam suatu proses arbitrase yang berlangsung jujur, adil dan obyektif. Namun Demikian, Termohon memiliki keyakinan bahwa Majelis Hakim dalam perkara kepailitan ini juga akan menolak permohonan kepailitan
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yang diajukan oleh Pemohon, karena fakta-fakta dan dasar hukum yang diajukan oleh Termohon begitu Logis dan nyata menunjukkan bahwa Termohon telah melunasi kewajibannya dan karena itu dilepaskan dari segala kewajibannya kepada Pemohon berdasarkan Release Document yang dikeluarkan oleh RDI. Urusan internal antara Pemohon dan RDI selayaknya diselesaikan diantara mereka lewat proses sengketa perdata biasa di Pengadilan Negeri.
 PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN ADANYA KREDITUR LAINNYA. 13. Bahwa selain jelas terbukti bahwa Termohon tidak memiliki utang yang belum dibayar
 kepada Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dalam 2 (dua) kali persidangan Pemohon juga tidak mampu menghadirkan maupun membuktikan adanya kreditur yang lain. Sesuai dengan asas hukum pembuktian ex Pasal 1865 KUHPdt, jelas diatur bahwa "barang siapa mendalilkan, dia harus membuktikan sampai dengan dibuatnya tanggapan ini, Pemohon tidak mampu membuktikan adanya kreditur lain sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Kepailitan.
 14. Bahwa ketidak mampuan Pemohon untuk membuktikan adanya kreditur lainnya juga
 disebabkan oleh adanya itikad baik Termohon untuk merundingkan dan menyelesaikan semua kewajibannya kepada pihak kreditur secara baik-baik. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Termohon dengan pihak RDI selaku pemilik rekening dimana Termohon berdasarkan Perjanjian Pengeboran harus melakukan pembayaran.
 TERMOHON DAN PERTAMINA TERIKAT PADA JOINT OPERATION AGREEMENT DIMANA SELURUH ASSET-ASSET YANG DIKUASAI OLEH TERMOHON ADALAH MILIK PERTAMINA. 15. Bahwa di luar argumen-argumen yang berkaitan dengan tidak adanya kewajiban utang
 Termohon dan adanya kreditur lain sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Kepailitan, permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon juga harus ditolak karena Termohon beroperasi dan mengusahakan pembangkitan listrik dari tenaga panas bumi (geothermal) di Indonesia karena mengadakan joint operation dengan Pertamina. Berdasarkan ketentuan joint operation agreement tersebut, semua asset yang dipergunakan dalam proyek geothermal itu HAK KEPEMILIKANNYA BERADA PADA PERTAMINA. Oleh karena itu, tanpa mengikutsertakan pihak Pertamina sebagai pihak dalam perkara ini, tidak mungkin bagi Pemohon untuk dapat menguasai dan menjual asset-asset yang secara yuridis dimiliki oleh Pertamina. Oleh karena itu, jelas sudah bahwa kalau Pemohon "ngotot" ingin menjual dan atau menguasai asset-asset pada proyek yang dikerjakan oleh Termohon, tidak ada jalan lain bagi Pemohon kecuali mengajukan gugatan perdata kepada RDI, Termohon dan Pertamina.
 Berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi yuridis diatas, Termohon dengan segala kerendahan hati mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang mengadili Perkara No. 52/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT. berkenan memutuskan: 1. MENOLAK permohonan kepailitan yang diajukan oleh Pemohon atau setidak-tidaknya
 menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima; 2. MENGHUKUM Pemohon untuk membayar segala biaya perkara; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan, Photo copy surat-surat bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda sebagai berikut: P - la (hitam): Photo copy Halaman Tanda tangan (Signature Page) dari Perjanjian Layanan
 Drilling Rig (Agreement For Driling Rig Services) No. BEL/0107/DRI, tertanggal 2 Juni 1997 beserta Terjemahannya;
 P - lb (hitam): Photo copy Angka 7.1 dan 7.2. halaman 8, dalam Ketentuan Pembayaran
 (Terms of Payment) dari Perjanjian Layanan Drilling Rig (Agreement For Drilling Rig Services) No. BEL/0107/FRL, tertanggal 2 Juni 1997 beserta Terjemahannya;
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 122
						

P - lc (hitam): Photo copy Angka 7.3, halaman 8, dalam Ketentuan Pembayaran (Terms of Payment) dari Perjanjian layanan Drilling Rig (Agreement For Drilling Rig Services) No. BEL/0107/DRL. tertanggal 2 Juni 1997 beserta Terjemahannya;
 P - 2 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01589 Rig # 14 tanggal 30 September 1997, Fakture
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001272 tanggal 31 Oktober 1997, sebesar US$ 24,669.70;
 P - 3 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01588-Rig # 14 tanggal 31 Oktober 1997, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001271 tanggal 31 Oktober 1997, sebesar US$. 37,425.30;
 P - 4 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-16010 Rig # 14 tanggal 30 November 1997, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001294 tanggal 30 November 1997, sebesar US$ 137,900.40;
 P - 5 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01639 # 14 tanggal 31 Desember 1997, Faktur Pajak
 Standar Nomor Seri: CWSRF-027-0001330 tanggal 31 Oktober 1997, sebesar US$ 551,601.60;
 P - 6 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01672 Rig # 14 tanggal 19 Januari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001570 tanggal 23 Januari 1998, sebesar US$ 5,432.42;
 P - 7 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01675 Rig # 14 tanggal 22 Januari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001574 tanggal 23 Januari 1998, sebesar US$ 5,269.91;
 P - 8 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01683 Rig # 14 tanggal 26 Januari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001581 tanggal 23 Januari 1998, sebesar US$ 9,622.18;
 P - 9 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01699 Rig # 14 tanggal 31 Januari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001598 tanggal 31 Januari 1998, sebesar US$ 551,601.60;
 P - 10 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01705 Rig # 14 tanggal 31 Januari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001605 tanggal 31 Januari 1998, sebesar US$ 23,096.70;
 P - 11 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01709 Rig # 14 tanggal 10 Februari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-00013610 tanggal 10 Februari 1998, dan Faktur Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001361 tanggal 10 Februari 1998, sebesar US$ 25,016.20;
 P - 12 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01710 Rig # 14 tanggal 31 Januari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001363 tanggal 16 Februari 1998, sebesar US$ 624,800.00;
 P - 13 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01765 Rig # 14 tanggal 28 Februari 1998, Faktur
 Pajak Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001431 tanggal 28 Februari 1998, sebesar US$ 18,293.23;
 P - 14 (hitam): Photo copy Invoice No. 14-01802 Rig # 14 tanggal 31 Maret 1998, Faktur Pajak
 Standar Nomor Seri: CWSRF-021-0001461 tanggal 31 Maret 1998, sebesar US$ 9,912.10;
 P - 15 (hitam): Photo copy Surat PT Ogspiras Bina Drilling No. 1468/OBD/XII/99 tanggal 19
 Agustus 1999;
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P - 16 (hitam): Photo copy Surat PT Ogspiras Bina Drilling No. 1473/OBD/XIII/99 tanggal 30
 Agustus 1999; P - 17 (hitam): Photo copy Surat PT Ogspiras Bina Drilling No. 1474/OBD/IX/99 tanggal 1
 September 1999; P - 18 (hitam): Photo copy Surat PT Ogspiras Bina Drilling No. 1478/OBD/IX/99 tanggal 3
 September 1999; P - 19 (hitam): Photo copy Surat Undangan No. 081/HDRR/III/ 00 tanggal 6 Maret 2000; P - 20 (hitam): Photo COPY Surat Somasi No. 113/HDRR/III/00 tanggal 23 Maret 2000; P - 21 (hitam): Photo copy Surat Peringatan (Final Warning Debt Settlement) Ref.
 226/HDRR/AM-RN/VI/00 tertanggal 16 Juni 2000; P - 22 (hitam): Photo copy Surat Peringatan (OBD's Debt Settlement) Ref. 229/HDRR/AM-
 RN/VI/00 tertanggal 21 Juni 2000; P - 23 (hitam): Photo copy Outstanding Invoice Statement pertanggal 22 Maret 2000; P - 24 (hitam): Photo copy salinan Release beserta Salinan Terjemahannya; Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan photo copy surat-surat bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda sebagai berikut: T - 1 (hitam): Photo copy Kutipan dari Pasal 7.5 dan Exhibit G dari Drilling Rig Equipment and
 Services Agreement No. BEL/0107/DRL ("Perjanjian Pengeboran"); T - 2 (hitam): Photo copy Kutipan dart Joint - Operation Agreement antara OBD (Pemohon)
 dengan Richter Drilling Indonesia (RDI) tanggal 1 Juni 1995, berikut Terjemahannya;
 T - 3 (hitam): Photo copy Affidavit (Kesaksian di bawah sumpah) dari Edward MeCartin III
 berikut Terjemahannya; T - 4 (hitam): Photo copy Invoice-invoice pembayaran dialamatkan ke rekening RDi di ANZ
 Bank Australia; T - 5 (hitam): Photo Copy Final Offer dari Termohon kepada Rdi untuk menyelesaikan
 sengketa yang berkaitan dengan Invoice-invoice yang belum dibayar dalam rangka Perjanjian Pengeboran secara damai (Out of court settlement);
 T - 6 (hitam): Photo Copy RELEASE DOCUMENT yang dikeluarkan oleh Rdi sebagai
 penerimaan terhadap Final Offer yang diajukan oleh Termohon; T - 7 (hitam): Photo Copy Rekening koran yang dikeluarkan oleh ANZ Bank Australia yang
 menunjukan adanya transfer masuk rekening RDI dari Calenergi Company (Perusahaan induk Termohon) sebesar US$ 457,205.20;
 T - 8a (hitam): Photo Copy Tanggapan Termohon terhadap Somasi (demand letter) yang
 dikirimkan oleh Pemohon; T - 8b (hitam): Photo Copy Panggil dari Polisi kepada Eksekutif Termohon; Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti telah berlaku di depan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara dan untuk mempersingkat putusan, maka Berita Acara tersebut dianggap termasuk pula di dalam putusan ini;
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Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memohon putusan;
 Tentang Hukumnya Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas; Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa antara Termohon dengan Pemohon pada tanggal 2 Juni 1997 mengadakan Perjanjian Pengeboran Minyak berdasarkan Perjanjian Layanan Drilling Rig (Agreement For Drilling Rig Services) No. BEL/0107/DRL, dimana Pemohon telah melaksanakan jasa Pengeboran Sumur berserta Penyediaan peralatannya di Pengeboran Panas Bumi Bedugul Bali Utara dan telah pula disepakati bahwa untuk pembayaran atas jasa tersebut Pemohon harus mengirimkan faktur (invoice) kepada Termohon pada hari ke 10 setiap bulannya dan akan dibayar oleh Termohon pada waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya faktur (invoice) tersebut, akan tetapi meskipun telah beberapa kali diajukan tagihan sebagaimana telah ditentukan dalam Perjanjian tersebut (tagihan/invoice No. 14-01589 Rig # 14 tanggal 30 September 1997 sampai dengan invoice No. 14-01802 Rig # 14 tanggal 31 Maret 1998 total sebesar US$ 1,888,999.06 + bunga US $ 453,359.77, sehingga total keseluruhan sebesar US $ 2,342,358.83), yaitu tagihan pembayaran yang jatuh tempo dan dapat ditagih ternyata tidak pernah dibayar oleh Termohon kepada Pemohon, disamping itu Termohon juga mempunyai utang kepada kreditur lain, yaitu PT. INAMCO yang beralamat di Prapanca No. 28 Jakarta dan PT. INTI JATAM yang beralamat di JI. Warung Buncit Raya No. 75 Jakarta dan berdasarkan atas hal tersebut Pemohon mohon agar Termohon dinyatakan Pailit; Menimbang, bahwa Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan Pemohon dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (Joint Operation Agreement) antaran Pemohon dan Richter Drilling Indonesia (RDI), maka segala pembayaran yang harus dilakukan Termohon kepada Pemohon harus dialamatkan kepada rekening Richter Drilling Indonesia, sehingga kasus antara Pemohon dan Richter Drilling Indonesia serta Termohon adalah sengketa biasa yang berada diluar lingkup Undang-Undang Kepailitan; bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia telah memaksa Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu keputusan/ kebijaksanaan yang membatalkan, menunda atau meneruskan proyek listrik swasta (Independent Power Procedurs), yang membuat pihak PT. PLN (Persero) selaku pembeli tunggal listrik Termohon menolak tagihan Termohon, sehingga Termohon mengalami kesulitan melakukan pembayaran kepada Termohon; bahwa berdasarkan penawaran akhir pembayaran kewajiban kepada Pemohon (draft final offer) yang diajukan oleh Termohon kepada Richter Drilling Indonesia telah disetujui oleh Richter Drilling Indonesia, sesuai dengan Release Document (Dokumen Pelepasan), bahwa Richter Drilling Indonesia menyetujui pembayaran utang Termohon kepada Pemohon sebesar US$ 457,205.20 ditambah dengan pengembalian barang (Material dan Peralatan) sebagaimana terlampir dalam Lampiran A dari Release Document tersebut, dan dengan telah dilakukannya pembayaran dan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Release Document tersebut, maka Termohon telah melunasi kewajibannya kepada Pemohon; Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kreditur lain; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan Photo Copy surat-surat bukti P-1 (hitam) s/d P-24 (hitam) sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas; Menimbang, bahwa Termohon untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan Photo Copy surat bukti T.1 (hitam) s/d T.8b (hitam) sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan pula diatas; Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: 1. apakah benar diantara Pemohon dan Richter Drilling serta Termohon telah terjadi suatu
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perkara; 2. apakah benar Termohon telah membayar utang-utangnya kepada Pemohon; 3. apakah benar unsur pasal 1 ayat (1) UU No. 4/1998 telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon yaitu bukti T.1 (hitam) s/d T.8 (hitam) ternyata tidak satupun yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya sengketa antara Pemohon, Richter Drilling Indonesia dan Termohon sebagaimana telah didalilkan Termohon, QuodNon, adalah sengketa yang tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan bahwa Termohon telah membayar kewajiban-kewajiban Termohon kepada Pemohon melalui Richter Drilling Indonesia, oleh karena itu Termohon harus dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang timbul akibat perjanjian penyetoran yang telah disepakati; Menimbang, bahwa apakah benar Termohon telah membayar utang-utangnya kepada Pemohon. Menimbang, bahwa surat bukti T.1 (hitam) adalah bahagian dari perjanjian antara Pemohon dan Termohon yang memuat ketentuan bahwa setiap pembayaran oleh perusahaan (Termohon) kepada kontraktor (Pemohon) harus dilakukan melalui kawat transfer ke nomor rekening bank Kontraktor (by wire transfer to contractor's bank account), yaitu Richter Drilling Indonesia, ANZ Bank Account 629 485 00; BSB012-457; Menimbang, bahwa surat bukti T.2 (hitam) adalah perjanjian kerja sama (joint operation agreement) tertanggal, Jakarta 1 Juni 1995 yang dibuat dan ditanda tangani oleh PT. Ogspiras Bina Drilling (Pemohon) dengan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., yang memuat peran dan kewajiban para pihak (functions and obligations of the parties) dalam menjalankan usaha jasa pengeboran geothermal, pertambangan dan perusahaan perminyakan di Indonesia; Menimbang, bahwa surat bukti T.3 (hitam) adalah pernyataan (affident) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Edward Mc Cartin III, yang memuat keterangan bahwa urusan utang Termohon kepada Pemohon telah diambil alih oleh dan menjadi piutang dari Richter Drilling Indonesia; Menimbang, bahwa surat bukti T.4 (hitam) adalah tagihan-tagihan (invoice) Pemohon kepada Termohon untuk dibayarkan melalui Rekening Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd.; Menimbang, bahwa surat bukti T.5 (hitam) adalah surat, tertanggal, 14 Agustus 1999 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Richter Drilling. Indonesia PTY, Ltd., dan ditujukan serta dialamatkan kepada Bali Energy Ltd (Termohon) yang memuat bahwa pernyataan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., bahwa berdasarkan perjanjian rahasia antara Pemohon dan Termohon, maka Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., menggantikan Pemohon sebagai pihak yang terkait dan menjadi pemilik setiap tagihan terhadap Termohon (is now the owner of any such claim against Bali Energy Ltd); Menimbang, bahwa surat bukti T.6 (hitam) adalah surat pelepasan (Release), tahun 1999, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., yang memuat penyataan dan persetujuan bahwa Richter Drilling Indonesia menerima setiap dan seluruh utang Termohon yang belum terbayar kepada Pemohon, sebesar US$ 457,205.20 dan barang-barang sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran A; Menimbang bahwa surat bukti T.7 (hitam) adalah surat transfer uang sebesar US$ 457,205.20 ke Rekening Richter Drilling Indonesia melalui ANZ Banking Group; Menimbang, bahwa surat bukti T.8a (hitam) adalah surat tertanggal 27 Maret 2000 yang dibuat dan ditanda tangani oleh kuasa Termohon serta ditujukan dan dialamatkan kepada kuasa Pemohon, yang memuat perihal pernyataan dan pemberitahuan bahwa Bali Energy Limited (Termohon) telah melakukan perjanjian penyelesaian dengan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., berkaitan dengan klaim tagihan pembayaran yang timbul dari perjanjian pengadaan alat pengeboran dan pemeliharaan (Agreement for Drilling Rig Equipment and Services) yang dibuat antara PT. Ogspiras Bina Drilling
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(Pemohon) dan Termohon; Menimbang, bahwa surat bukti T.8b (hitam) adalah surat t panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. M. Tito P Karnavian, MA, selaku penyidik; dan surat bukti tersebut tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karena itu harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa meskipun surat bukti T.1, T.4, T.5, T.6 merupakan Photo Copy dari Faximile, dan surat bukti T.2, T.8 a hanya Photo Copy akan tetapi ternyata Pemohon tidak menyangkalnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai surat bukti yang sah; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.1, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 a tersebut diatas diperoleh fakta bahwa setiap tagihan Pemohon kepada Termohon dalam Rangka Pelaksanaan Perjanjian jasa pengeboran (Agreement for Drilling Rig Services) harus dibayarkan oleh Termohon melalui Rekening Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., di North Sydney NSW, (bukti, T:1, T.4) dan kemudian oleh Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., telah diambil alih penyelesaian tagihan-tagihan Pemohon kepada Termohon tersebut dengan menyetujui tawaran akhir (draft final offer) yang diajukan Termohon dengan kemampuan membayar utang sebesar US$ 457,205.20 ditambah penyerahan barang-barang sebagaimana terlampir dalam Daftar Lampiran A (bukti T.5, T.6) (dan kemudian utang sebesar US$ 457,205.20 tersebut telah diterima oleh Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., (bukti T.7) dan atas pemenuhan kewajiban Termohon tersebut oleh kuasa hukum Termohon telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pemohon (bukti T.8a), ini berarti bahwa Termohon telah memenuhi kewajibannya kepada Pemohon melalui Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd.; Menimbang, bahwa Pemohon telah menanggapi surat bukti T.5 dan T.6 yang diajukan oleh Termohon sebagai perjanjian penyelesaian pembayaran tagihan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Termohon dan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., sebagai perjanjian yang tidak mengikat bagi Pemohon, sebab Pemohon tidak turut serta menanda tangani kedua surat perjanjian tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan, apakah pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon melalui Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., adalah sah sebagai pembayaran kepada Pemohon; Menimbang, bahwa surat bukti T.2 adalah Photo Copy Perjanjian Kerjasama (joint operations), tertanggal 1 Juni 1995, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Richter Drilling Indonesia, PTY, Ltd., dan ternyata Pemohon tidak menyangkalnya; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.2 tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., telah sepakat membentuk usaha kerjasama (Joint Operations) dalam rangka menjalankan usaha (bedrijf) yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa pengeboran geothermal, pertambangan dan perminyakan di wilayah Indonesia (Carrying on the business of providing drilling services to geothermal, mining and oil companies operating in Indonesia), dengan ketentuan bahwa Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., menyediakan tenaga ahli, peralatan, bahan, keahlian tehnis yang dibutuhkan dalam menjalankan pekerjaan pengeboran berdasarkan kontrak, sedang Pemohon sebagai Kontraktor berperan untuk menyediakan administrasi, kantor dan mengadakan negosiasi dan kontrak/transaksi dengan klien dan mengurusi masalah perizinan (licences); Menimbang bahwa dengan memperhatikan komposisi permodalan antara Pemohon dan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., dalam perjanjian usaha kerjasama (joint operation agreement) tersebut, maka bentuk usaha, kerjasama tersebut adalah kerjasama untuk menjalankan suatu usaha (bedrijf) dan bukan merupakan suatu bentuk badan hukum baru dan hal tersebut sesuai dengan pasal 1 sub d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor: 50/PRT/1991, tanggal 7 Pebruari 1991 yang menyebutkan bahwa usaha kerjasama (joint operation) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan asing dan nasional yang bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa proyek dan tidak merupakan badan hukum baru berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan dengan memperhatikan pembentukan usaha kerjasama (joint operation) tersebut yang bertujuan untuk mencari keuntungan bersama, maka itu sesuai dengan putusan MARI Nomor: 01 K/N/1999, tanggal 23 Pebruari 1999 dapat dikatakan bahwa joint operation (usaha kerjasama) yang dibentuk oleh Pemohon dan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., tersebut dapat dikategorikan sebagai
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Perseroan Firma, sehingga dalam berhubungan dengan pihak ketiga (in casu Termohon), dan sesuai dengan pasal 18 KUH Dagang, maka setiap persero (Firmant) escara tanggung Renteng (hoofdelijk) bertanggung jawab atas segala perjanjian yang dibuat oleh salah seorang persero (Firmant) lainnya, tanpa harus mendapat kuasa khusus dari teman-teman sefirma dan dengan demikian penyelesaian tagihan Pemohon kepada Termohon melalui pembayaran yang dilakukan Termohon kepada Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., adalah sah dan mengikat bagi Pemohon dan dengan demikian pula Termohon bukanlah debitur Pemohon; Menimbang, bahwa surat bukti P-1A (hitam) s/d P-1C (hitam) adalah bahagian perjanjian jasa pengeboran yang telah disepakati Pemohon dan Termohon; Menimbang, bahwa surat bukti P-2 (hitam) s/d P-14 (hitam) adalah invoice (tagihan) Pemohon kepada Termohon yang harus dibayarkan melalui Rekening Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., di ANZ Bank; Menimbang, bahwa surat bukti P-15 (hitam) s/d P-22 (hitam) adalah korespondensi antara Pemohon/kuasa Pemohon dengan Termohon/kuasa Termohon, perihal penyelesaian tagihan Pemohon kepada Termohon; Menimbang, bahwa surat bukti P-23 (hitam) adalah posisi/kondisi tagihan piutang (outstanding invoice statement) dan Pemohon kepada Termohon; Menimbang, bahwa surat bukti P-24 (hitam) adalah Draft Release yang diajukan Pemohon kepada Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd., tentang penyelesaian kewajiban Termohon; Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 (hitam) s/d P-24 (hitam) tersebut diatas ternyata tidak satupun dari alat-alat bukti tersebut yang dapat dipergunakan untuk menyatakan Pemohon tidak terikat dengan perjanjian penyelesaian utang Termohon melalui Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd. tersebut, oleh karena itu pula pembayaran yang telah dilakukan oleh Termohon melalui Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd harus dinyatakan sebagai pembayaran kepada Pemohon sebagai akibat hukum dari suatu usaha kerja sama (joint operation) antara Pemohon dengan Richter Drilling Indonesia PTY, Ltd.; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-24 tersebut juga ternyata tidak satu pun yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya utang Termohon kepada kreditur lain, dalam hal ini PT. Inamco dan PT. lnti Jatam; oleh karena itu pula unsur pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tidak terpenuhi; dan dengan demikian pula dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan dan harus pula ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon harus ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon; Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, khususnya pasal 1 ayat (1) Undang-Undang yang bersangkutan;
 Mengadili Menolak Permohonan Pemohon; Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah); Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa, tanggal 29 Agustus 2000, oleh kami: ERWIN MANGATAS MALAU, SH., selaku Ketua Sidang: TJAHJONO, SH. dan Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., masing-masing sebagai anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2000 oleh ERWIN MANGATAS MALAU, SH., Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh TJAHJONO, SH., dan Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH., masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh HADI SUKMA, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;
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Anggota-Anggota, Ketua Majelis,
 ttd. ttd.
 TJAHJONO, SH. ERWIN MANGATAS MALAU, SH.
 Ttd.
 Ny. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH.
 Panitera Pengganti,
 ttd.
 HADI SUKMA
 Panitera Pengadilan Negeri/Niaga
 Jakarta Pusat
 KEMALA SH. NIP. 040014606
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 PUTUSAN NOMOR 01/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST.
 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Perkara Permohonan Kepailitan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan kepailitan yang diajukan oleh:
 PT. ISTANA KARANG LAUT, beralamat di JI. Gondangdia Lama No. 25, Jakarta 10330, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I; PT. SANGGAR KALTIM JAYA, beralamat di JI. Jend. Sudirman No. 43, P.O. Box 345, Balikpapan 76114, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON 11; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon 11 diwakili oleh kuasa hukumnya: O.C. KALIGIS, SH., Advokat, berkantor di O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di JI. Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2004 No. 118/SK.VII/2004 dan tanggai 29 November 2004 No. 223/SK.XI/2004 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2005;
 TERHADAP: TOTAL E & P INDONESIE, beralamat di Kuningan Plaza Menara Utara Lt. 2-9 Jalan HR Rasuna Said Kav. C-11-14 Jakarta 12940, untuk selanjutnya disebut: TERMOHON;
 Pengadilan Niaga tersebut; Telah membaca surat permohonan Pemohon berikut segala surat-surat yang berhubungan dengar perkara ini; Telah mendengar kedua belah pihak dan saksi di persidangan; Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;
 TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2005 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2005, di bawah nomor 01/PAILIT/2005/PN.NIAGA.JKT.PST, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ADANYA KEWAJIBAN/UTANG TERMOHON KEPADA PARA PEMOHON YANG TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH. 1. Bahwa terdapat kontrak yang ditandatangani Pemohon II dan Termohon, pada tanggal 16
 November 2000 No. TP 8/EPSC 2 (Bukti P-1) untuk konstruksi NMP2 Platform and Offsites I 2. Bahwa dalam lampiran J dan lampiran K kontrak a quo berdasarkan Change Order
 Instruction No. TP8/EPSC2/02, tanggal 27 Februari 2001 (Bukti P-2) kontrak tersebut dengan jelas menunjukkan jangkauan kerja antara Pemohon I dan Pemohon II dan mewajibkan Termohon melakukan pembayaran secara terpisah langsung ke Pemohon I, CW (agen Pemohon I di Singapore) dan Pemohon II;
 3. Bahwa di dalam Kontrak No. TP 8/EPSC 2 Termohon mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon II, dan Pemohon II diketahui bekerja sama atau mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon I yaitu sebagai Kontraktor dan Subkontraktor, berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Oktober 2000 (Bukti P-3), di mana Pemohon I sebagai Subkontraktor memiliki tanggung jawab sebanyak 60% dalam pengerjaan proyek tersebut;
 4. Bahwa hubungan hukum langsung antara Pemohon I dengan Termohon dimulai saat Termohon merubah sekitar 80 % desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak , bersifat final) yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan diperpanjang dengan waktu yang cukup lama dan pengeluaran biaya yang membengkak (cost impact) dari Pemohon II dan Pemohon I sebagai subkontraktornya (Bukti P4);
 5. Bahwa Termohon tidak mengakui adanya cost impact atau biaya akibat perubahan desain yang menyebabkan perubahan fisik dan perpanjangan waktu yang harus dikeluarkan dan
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 dikerjakan oleh Para Pemohon. Penolakan tersebut dilakukan dengan Surat Penolakan Termohon atas Change Order Request (COR) No. 179 dan No. 180 tertanggal 11 April 2003 (Bukti P-5);
 6. Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan klaim tagihan (Bukti P-6) kepada Termohon pada bulan Februari dan Maret 2003 sebesar USD 18,092,598.56. Namun Termohon menolak klaim tersebut dengan alasan prosedural dan tidak pernah ada Technical Clarification Meeting sejak Februari 2003;
 7. Bahwa pada bulan Agustus 2003, Para Pemohon mengajukan permasalahan tagihan tersebut kepada BP Migas. Pada tanggal 22 Agustus 2003, Termohon menyetujui BP Migas sebagai mediator (Bukti P-7);
 8. Bahwa BP Migas sebagai mediator mengusulkan agar klaim ini dapat diaudit oleh BPKP sebagai auditor independen (Bukti P-8) sehingga dapat diketahui sejauh mana klaim itu dapat dibayar oleh Termohon;
 9. Bahwa penunjukan BPKP sebagai auditor independen telah disetujui oleh Termohon, di mana Termohon juga setuju akan mentaati hasil audit BPKP tersebut (Bukti P-9);
 10. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 BPKP (Bukti P-10) menyampaikan hasil audit yang mengharuskan Termohon untuk membayar sejumlah USD 7,17 juta kepada Para Pemohon yang perinciannya adalah sebesar USD 3,178,329.08 untuk Pemohon I dan USD 3,9 juta untuk Pemohon II. Para Pemohon setuju dengan hasil audit tersebut mengingat komitmen Para Pemohon terhadap hasil mediasi serta banyaknya tagihan yang harus dibayar sehubungan dengan kontrak tersebut, namun ternyata Termohon tetap ingkar terhadap hasil audit BPKP tersebut;
 11. Bahwa BP Migas telah mengirim surat kepada Termohon tertanggal 9 Maret 2004 (Bukti P-11) yang menginstruksikan Termohon untuk segera membayar klaim kepada Pemohon sebesar USD 3,178,329.08 dan membayar sejumlah USD 3,9 juta kepada Pemohon II. Jumlah tersebut didapat berdasarkan hasil audit BPKP pada presentasinya tertanggal 19 Februari 2004;
 12. Bahwa sampai saat ini Termohon tetap menolak untuk merealisasikan hasil audit tersebut walaupun sudah ada perintah membayar dari BP Migas dan permohonan untuk membayar dari Bank Mandiri (Bukti P-12);
 13. Bahwa dalam Pasal 1338 KUHPer, mengatur sebagai berikut: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik," (cetak tebal oleh Para Pemohon); Bahwa telah terbukti itikad buruk dari Termohon. Dengan bukti-bukti di atas maka terbukti Termohon mempunyai kewajiban/ utang kepada Para Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sebesar USD 7,17 juta (Tujuh koma tujuh belas juta dolar Amerika);
 14. Bahwa permohonan Para Pemohon oleh karenanya telah memenuhi "unsur adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan Para Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit ini, maka Para Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Termohon pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Undang-
 Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit;
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 4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH., CN., berkantor di Wisma Metropolitan I lantai 14, JI. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920, sebagai Kreditor dalam kepailitan Termohon;
 5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Pemohon I dan Pemohon II hadir kuasanya: O.C. KALIGIS. SH., MARLA WONGKAR, SH., DANIEL ALFREDO, SH., dan MARINI SULAEMAN, SH., Advokat, berkantor di O.C. KALIGIS & ASSOCIATES, beralamat di JI. Majapahit 18-20, Komplek Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2004 No. 118/SK.VI/2004 dan tanggal 29 November 2004 No. 223/SK.XI/2004, sedangkan untuk Termohon hadir kuasanya: Dr. T. MULYA LUBIS, SH., LLM., LELYANA Y. SANTOSA, SH., FREDRIK J. PINAKUNARY, SH., IS PRAWIDHA MURTI, SH dan ANTON DEDI HERMANTO, SH., Para Advokat/Pengacara yang berkantor di LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2005 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 02 Februari 2005; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara pihak-pihak, tetapi tidak berhasil karenanya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya tertanggal 2 Februari 2005 No. 0047/LSM-FPI PM/L/II/05 yang pada pokoknya sebagai berikut: A. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSON)
 1. Pertama-tama perlu diinformasikan bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON bersumber dari kontrak antara sebuah Konsorsium yang terdiri dari Indonesia Petroleum Co. Ltd ("INPEX") dan TERMOHON, selaku Pihak Pertama dan PEMOHON II selaku Pihak Kedua. Kontrak-kontrak tersebut adalah: a. Kontrak TP 8/EPSC 2, tanggal 30 November 2000 antara TERMOHON dengan
 PEMOHON II untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES; b. Kontrak TP 81EPSC 5, tanggal 22 Januari 2001 antara TERMOHON dengan
 PEMOHON II untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS;
 Untuk selanjutnya kedua Kontrak tersebut di atas dapat disebut secara bersama-sama sebagai "Kontrak TP 8"; Namun demikian di dalam permohonan pailit yang diajukan PARA PEMOHON, PARA PEMOHON menyebutkan jumlah klaim sebesar USD 7,17 juta yang merupakan jumlah klaim yang hanya didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan untuk Kontrak TP 8 - EPSC 2 dan tidak termasuk EPSC 5, sedangkan apabila permohonan aquo diajukan atas dasar hasil audit dari BPKP, jumlah tersebut mencakup klaim untuk pekerjaan yang dilakukan berdasarkan kontrak EPSC 2 dan 5. Dengan demikian, PARA PEMOHON telah salah dalam mengutip hasil laporan tersebut yang membuat dasar dan permohonan aquo menjadi tidak jelas;
 2. Dalam Kontrak TP 8 tersebut, jelas disebutkan bahwa pihak pertama adalah sebuah Konsorsium yang terdiri dari sebuah perseroan, yaitu Indonesia Petroleum Co. Ltd. ("INPEX") dan TERMOHON, di mana dalam perjanjian-perjanjian tersebut TERMOHON bertindak untuk dan atas nama (for and on behalf of) Konsorsium tersebut sedangkan pihak kedua adalah PEMOHON II. Oleh karena itu, hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum antara Konsorsium dengan PEMOHON dan klaim yang diajukan kepada TERMOHON seharusnya diajukan kepada Konsorsium;
 3. Untuk membuktikan dalil TERMOHON pada butir 2 di atas, berikut akan di kemukakan bagian para pihak atau komparasi yang di kemukakan pada halaman 6 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES (Bukti T-1) yang menyebutkan:
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 "This contract is made on the 30th
 TOTAL INDONESIE (hero in after referred to as COMPANY) a company organized and existing under the laws of France, and having its registered office Tour Total, 24 Cours Michelet, 92800 Puteaux, France, and its principal business location at Kuningan Plaza North Tower, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14 Jakarta Selatan 12940, Indonesia, represented by Mr. J. M. Beuque, in his capacity of President and General Manager, acting as Operator for and on behalf of a Consortium, presently composed of:
 day of November Two Thousand (2000) by and between:
 − TOTAL INDONESIE with a participating interest of 50% − INPEX (Indonesia Petroleum Co. Ltd) with a participating interest of 50% each of the participants being liable severally and only to extend of its equity in the Consortium, operating in Indonesia under a Production Sharing Contract with PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUM/NEGARA (hero in after referred to as PERTAMINA) said Production Sharing Contract covering the Off shore Mahakam Contract Area. OF THE ONE PART, And: PT SANGGAR KALTIM JAYA (hero in after referred to as CONTRACTOR, a company organized and existing under the Laws of Indonesia and having his registered office, JI. Jend. Sudirman No. 43 Balikpapan 76114 Indonesia, represented by Mr. Hendra Suryanto in his capacity of Director. OF THE OTHER PART" Terjemahannya: "Kontrak ini dibuat pada tanggal 30 bulan November Dua ribu (2000) oleh dan antara: TOTAL INDONESIE (selanjutnya disebut sebagai PERUSAHAAN), suatu perusahaan yang didirikan dan diadakan berdasarkan hukum Perancis, dan memiliki kantor yang terdaftar di Tour Total, 24 Cours Michelet, 92800 Puteaux, Perancis, dan memiliki kantor usaha utama berlokasi di Plaza Kuningan, Menara Utara, Jalan H.R. Rasuna said Kav. C 11-14 South Jakarta 12940, Indonesia, diwakili oleh Bapak J. M. Beuque, dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan General Manager, bertindak sebagai Operator untuk dan atas nama suatu Konsorsium, yang terdiri dari − TOTAL INDONESIE memiliki andil 50% − INPEX (Indonesia Petroleum Co. Ltd) memiliki and it 50% setiap pemegang andil bertanggung jawab secara terpisah dan terbatas hanya pada modal yang disertakannya dalam Konsorsium, beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dengan PERUSAHAAN PER TAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUM/ NEGARA (selanjutnya disebut sebagai PER TA MINA) dalam Kontrak Bagi Hasil yang meliputi Offshore Mahakam Contract Area. SEBAGAI SATU PIHAK, Dan PT SANGGAR KALTIM JAYA (selanjutnya disebut sebagai KONTRAKTOR), suatu perusahaan yang didirikan dan diadakan berdasarkan hukum Indonesia dan memiliki kantor yang terdaftar, JI. Jend. Sudirman No 43 Balikpapan 76114, Indonesia, diwakili oleh Bapak Hendra Suryanto dalam kapasitasnya sebagai Direktur. SEBAGAI PIHAK LAINNYA."
 4. Ketentuan yang sama mengenai para pihak atau komparisi seperti yang dikemukakan pada butir 3 di atas juga dapat dilihat pada halaman 6 Kontrak TP 8/EPSC 5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS (Bukti T-2);
 5. Berdasarkan Bukti T-1 dan T-2 tersebut di atas, terbukti dengan sangat jelas bahwa TERMOHON hanya berperan sebagai Operator untuk dan atas nama (for and on
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 behalf of) Konsorsium. Oleh karena itu permohonan pernyataan pailit yang hanya diajukan terhadap TERMOHON adalah salah pihak (error in persona) karena seandainya benar (quod non), padahal tidak benar, PARA PEMOHON mempunyai tagihan yang lahir dari kontrak TP 8, maka tagihan itu seharusnya ditujukan kepada Konsorsium, selaku pihak pertama dalam kontrak TP 8 tersebut, dan sebaliknya bukan kepada TERMOHON yang bahkan di dalam Permohonan tersebut tidak disebutkan kapasitasnya sebagai apa di dalam Kontrak TP 8 tersebut. Sebaliknya seandainya benar (quod non), padahal tidak benar, PARA PEMOHON mempunyai tagihan yang lahir dari salah satu kontrak TP 8 maka yang berkewajiban untuk memberikan pembayaran kepada PARA PEMOHON adalah Konsorsium dan bukan TERMOHON;
 6. Berdasarkan uraian dan bukti-bukti di atas, terlihat jelas bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON jelas-jelas salah pihak (error in persona) dan oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan pernyataan pailit tersebut;
 B. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KURANG PIHAK (LACK OF PARTIES) KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN INPEX SELAKU ANGGOTA KONSORSIUM SEBAGAI TERMOHON PAILIT. 1. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON semata-mata
 hanya diajukan terhadap TERMOHON sebagai salah satu anggota Konsorsium, sedangkan INPEX sama sekali tidak dilibatkan, padahal ketika PEMOHON II menandatangani kontrak TP 8, terlihat jelas dan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa PEMOHON II bukan melakukan hubungan kontraktual dengan TERMOHON, melainkan dengan konsorsium yang terdiri dari TERMOHON dan INPEX;
 2. Seandainya benar (quod non), padahal tidak benar PARA PEMOHON mempunyai tagihan yang lahir dari kontrak TP 8 tersebut, maka pihak yang berhutang dan harus membayar bukan semata-mata TERMOHON, melainkan juga INPEX yang adalah anggota dari Konsorsium yang melakukan hubungan hukum dengan PEMOHON II;
 3. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas dan terbukti bahwa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON kurang pihak (lack of parties) karena tidak mengikutsertakan INPEX selaku termohon pailit;
 C. PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KURANG PIHAK (LACK OF PARTIES) KARENA
 TIDAK MENGIKUTSERTAKAN BPMIGAS SEBAGAI TERMOHON PAILIT. 1. Dalam Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara PERTAMINA
 (sekarang BPMIGAS) dengan TERMOHON dan INPEX, ditentukan bahwa TERMOHON dan INPEX adalah para Kontraktor asing yang mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;
 2. Berdasarkan Pasal 1.1 dari Kontrak Bagi Hasil, Pertamina (sekarang BPMIGAS) bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Kontraktor bertanggung jawab terhadap Pertamina (sekarang BPMIGAS) untuk pelaksanaan dari kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak Bagi Hasil dan menunjuk perusahaan-perusahaan tertentu untuk melaksanakan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi ("migas"), sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Bagi Hasil; Selain itu, Pasal 5.1.3 Kontrak Bagi Hasil menyatakan bahwa Pertamina (sekarang BPMIGAS) harus membantu dan berkonsultasi dengan PARA KONTRAKTOR mengingat bahwa PARA KONTRAKTOR bertanggung jawab untuk Program Pekerjaan";
 3. Bahwa memang benar pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Perminyakan oleh BP MIGAS dan konsultasi BP MIGAS dan bantuan kepada, para KONTRAKTOR dalam melaksanakan operasi tercermin dalam prinsip-prinsip bagi hasil yang diuraikan dalam Bagian 1.1 dari Kontrak Bagi Hasil, sebagai berikut: "CONTRACTORS shall provide all the financial and technical assistance required for such operations (i.e the Petroleum Operations). CONTRACTORS shall carry the risk
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 of Operating Costs required in carrying out operations and shall therefore have an economic interest in the development of Petroleum deposits in the Contract Area" Terjemahan "PARA KONTRAKTOR harus menyediakan semua sarana keuangan dan teknis yang diperlukan untuk operasi tersebut (yaitu Operasi Perminyakan). PARA KONTRAKTOR harus menanggung resiko Biaya Operasi dalam . melaksanakan Operasi dan dengan demikian memiliki kepentingan ekonomi dalam pengembangan terhadap endapan-endapan minyak dalam Daerah Kontrak"; Inilah yang menjadi dasar bagi hak-hak PARA KONTRAKTOR dalam proses konsultasi keseluruhan dengan Pertamina (sekarang BP MIGAS) dan proses pengambilan keputusan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil. Bagian VI dari Kontrak Bagi Hasil menyatakan: "Biaya tersebut dimasukkan dalam Biaya Operasi yang dapat diperoleh kembali" Inilah yang pada akhirnya membenarkan hak pengawasan yang diperlukan BP MIGAS, sebagai wakil Pemerintah berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, karena perolehan kembali Biaya Operasi tersebut dilakukan melalui alokasi kepada KONTRAKTOR tunggal dari porsi yang sesuai atas Minyak dan/atau Gas yang dihasilkan berdasarkan PSC dan yang sebaliknya dapat dibagikan antara para kontraktor dan Negara Indonesia. Pasal III, ayat 6 dari LAMPIRAN C - Prosedur Akuntansi PSC secara tegas menyatakan bahwa: "Operating Costs shall include .... All expenditure incurred and paid settlement in all losses claims, damages, judgement, and any other expenses including fees relating to CONTRACTORS obligation under the Contract (i.e. the PSC)" Terjemahan: "Biaya Operasi termasuk seluruh pengeluaran yang terjadi dan dibayar dalam penyelesaian terhadap setiap kerugian, tuntutan, gugatan ganti rugi, keputusan, dan biaya-biaya lain, termasuk ongkos yang berkaitan dengan kewajiban KONTRAKTOR berdasarkan Kontrak tersebut (yaitu Kontrak Bagi Hasil).";
 4. Dari keterangan di atas, jelaslah bahwa Permohonan PARA PEMOHON menyangkut tidak hanya para KONTRAK 'OR, yaitu TERMOHON dan INPEX sebagaimana disebutkan di atas, tetapi juga BPMIGAS, karena keberadaan TERMOHON di Indonesia tidak lepas dari keberadaan BP MIGAS sebagai pihak di dalam Kontrak Bagi Hasil, dan khususnya bahwa gugatan hukum maupun permohonan pailit tidak dapat diajukan tanpa keikutsertaan BP MIGAS;
 5. Sehubungan dengan status asset/harta kekayaan, Pasal X Kontrak Bagi Hasil tanggal 11 Januari 1997 (Bukti T-6) menyebutkan bahwa peralatan yang dibeli oleh Kontraktor (dalam hal ini TERMOHON dan INPEX) sesuai dengan program kerja menjadi milik negara Republik Indonesia yang dikelola oleh PERTAMINA (Sekarang BPMIGAS). Dalam hal terjadi pengimporan peralatan, maka peralatan tersebut menjadi milik negara yang dikuasai oleh PERTAMINA (Sekarang BPMIGAS) ketika mendarat di wilayah teritorial Indonesia;
 6. Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa TERMOHON sama sekali tidak mempunyai asset atau harta kekayaan dalam bentuk barang, perlengkapan atau peralatan karena semua itu adalah milik negara Republik Indonesia yang dikelola oleh PERTAMINA (sekarang BPMIGAS). Sehubungan dengan itu, perlu diinformasikan juga bahwa TERMOHON bukanlah pemilik Kantor yang sekarang ditempati oleh TERMOHON di Kuningan Plaza, Jakarta, termasuk peralatan dan perlengkapan Kantor seperti meja, bangku, komputer dan kendaraan, karena semua itu merupakan milik pihak ketiga yang disewa. Termasuk beberapa aset yang digunakan oleh TERMOHON dalam operasinya di Indonesia sehubungan dengan Kontrak Bagi Hasil;
 7. Selanjutnya, Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas melarang setiap pihak untuk menyita aset atau kekayaan yang dimiliki oleh Negara. Aset yang sekarang digunakan TERMOHON sebagai operator
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 adalah aset negara yang berdasarkan Kontrak Bagi Hasil tidak dimungkinkan untuk disita dan dijual;
 8. Mengingat, status dan kedudukan serta peranan PERTAMINA (sekarang BPMIGAS) yang sangat signifikan dalam perkara aquo, berkaitan dengan Cost Recovery dan tanggung jawab terhadap aset dan kegiatan berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, maka permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON kepada TERMOHON seharusnya ditolak karena permohonan tersebut tidak mengikutsertakan BPMIGAS sebagai termohon pailit, di mana kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dipertaruhkan;
 D. PENGADILAN NIAGA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN
 MENYELESAIKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON KARENA UTANG YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PAJAK 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN 1. Dalam Pasal 55 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 antara
 TERMOHON dengan PEMOHON II (Bukti T-3), ditentukan dengan jelas bahwa apabila terjadi sengketa, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikan persengketaan itu dengan damai, namun jika perdamaian tidak dapat tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketanya berdasarkan Peraturan Badan Arb trase Nasional Indonesia . (BANI) oleh para Arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan BAN I. Ketentuan serupa juga diatur dalam Pasal 55 Kontrak TP 81 EPSC 5, tanggal 22 Januari 2001 antara TERMOHON dengan PEMOHON 11 (Bukti T-4) dan Pasal 55 dari Kontrak TP 8 tersebut di atas (Vide: Bukti T-3, T-4) yang menyatakan; "Settlement of Disputes a) The PARTIES shall endeavour to settle by negotiation any dispute arising out of
 or in connection with the validity, performance, interpretation or termination of the CONTRACT, and all the consequences thereof. Such dispute shall be duly notified by the claiming PARTY to the other PARTY, in the forms required under the CONTRACT and with due reference to the present Article, and the PARTIES shall endeavor to settle such dispute by negotiation within forty-five (45) days from receipt of said notice.
 b) In case of failure to settle the dispute by negotiation within the period of time above-mentioned; then the dispute shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) by arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The arbitrator's award shall be final and shall not be subject to appeal to any court and may be entered in the court of competent jurisdiction for execution forthwith. The arbitrators shall decide at law and not ex aequo et bono. They shall make their award as arbitrators not later than three hundred (300) days after the date of their appointment, except if otherwise decided by the common agreement of the PARTIES. The cost of arbitration, including but not limited to the fees and expenses of arbitrators and attorneys for both parties, shall be borne by the defeated PARTY. The place of arbitration shall be Jakarta, Indonesia. The arbitration shall be conducted in the English Language"
 Terjemahan a) "PARA P/HAK harus berupaya keras untuk menyelesaikan melalui
 perundingan, setiap sengketa yang timbul atau yang berkaitan dengan keabsahan, pelaksanaan, penafsiran atau penghentian KONTRAK, dan semua konsekuensi yang diakibatkan olehnya. Sengketa tersebut harus diberitahukan terlebih dahulu oleh PIHAK yang menuntut kepada PIHAK yang lainnya, dalam hal disyaratkan oleh KONTRAK dan berdasarkan rujukan pasal ini, dan PARA PIHAK harus berupaya keras untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui
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 perundingan dalam waktu empat puluh lima (45) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.
 b) Dalam hal gagalnya penyelesaian sengketa melalui perundingan dalam periode waktu yang disebutkan di atas, maka sengketa tersebut harus diselesaikan hingga final berdasarkan ketentuan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BAN!) oleh para arbitrator yang ditunduk menurut ketentuan tersebut. Putusan arbitrator tersebut harus bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan manapun dan dapat diajukan ke pengadilan yang berkompetensi untuk melakukan dengan segera eksekusinya. Para arbitrator harus memutus berdasarkan hukum dan tidak karena ex aequo et bono. Mereka harus mengeluarkan putusan sebagal Para arbitrator tidak lebih dari tiga ratus (300) hari sejak tanggal penunjukan mereka, kecuali jika sebaliknya disepakati bersama oleh PARA PIHAK. Biaya arbitrase, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran para arbitrator dan pengacara untuk kedua belah pihak, harus ditanggung oleh PIHAK yang kalah. Tempat arbitrase harus di Jakarta, Indonesia. Arbitrase harus dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Inggris";
 2. Sehubungan dengan perdebatan mengenai kompetensi lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili pemohonan kepailitan dalam hal para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase, Pasal 303 UU Kepailitan menyatakan "Pengadilan Niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari Para pihak yang terikat perjanjian yang memuat Klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan;
 3. Berdasarkan ketentuan Pasal 303 UU Kepailitan dapat dilihat dengan jelas bahwa Pengadilan Niaga hanya berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, SEPANJANG ATAU APABILA ATAU DENGAN PERSYARATAN BAHWA UTANG YANG MENJADI DASAR PERMOHONAN PAILIT TELAH MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN. Oleh karena itu, jika utang yang menjadi dasar permohonan pailit belum atau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, maka Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili permohonan tersebut dan sebaliknya lembaga arbitrase-lah yang berhak untuk mengadili perkara tersebut;
 4. Sehubungan dengan Pasal 303 UU Kepailitan, Fred B. G. Tumbuan, seorang ahli hukum kepailitan yang sekaligus menjadi penyusun UU Kepailitan pada halaman 9 dan 10 Makalahnya, tertanggal 20 Desember 2004 yang berjudul "Menelaah Perubahan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Bukti T-5) menyatakan: "Khusus mengenai kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit, UU Kepailitan memuat ketentuan khusus berkenaan dengan klausula arbitrase. Pasal 303 UU Kepailitan mengatur sebagal berikut:
 "Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pare pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan Penyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini."
 Menyimak persyaratan sebagaimana dimuat dalam Pasal 303 tersebut yaitu: ".............. sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini", maka sengketa tentang ada tidaknya utang berdasarkan perjanjian yang memuat klausula arbitrase harus diputus terlebih dahulu oleh arbiter atau majelis arbitrase, ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999
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 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut": "(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk
 mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.
 (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini".
 5. Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hal para pihak telah sepakat untuk memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka- SENGKETA MENGENAI ADA ATAU TIDAK ADANYA UTANG harus terlebih dahulu diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") melalui arbiter atau majelis arbitrase dan bukan oleh lembaga lainnya seperti Pengadilan Negeri apalagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ("BPKP");
 6. Dalam perkara aquo, jelas terlihat bahwa persengketaannya adalah mengenai ada atau tidak adanya utang dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON. PARA PEMOHON telah menyampaikan tagihan kepada TERMOHON (Vide: Bukti P-6), namun demikian TERMOHON tidak pernah mengakui dan menolak tagihan. tersebut sebagaimana dinyatakan dalam surat kepada PEMOHON II tertanggal 11. April 2003 (Bukti T-7) dan 9 Juni 2003 (Bukti T-8.) dan TERMOHON mencadangkan secara tegas haknya untuk menuntut liquidated damages berdasarkan Kontrak TP 8 sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di dalam D.1 dan D.2 dari Tanggapan ini Hal ini diakui sendiri oleh PARA PEMOHON pada halaman 2, butir 5 dan 6 Permohonan Pernyataan Pailit;
 7. Sekalipun terdapat pernyataan berulang-ulang dari TERMOHON untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dalam hal ini BANI sesuai dengan Kontrak TP 8, tetapi PEMOHON II selalu menghindari tanggung jawab dan cenderung untuk menempuh cara-cara yang tidak sesuai dengan kontrak TP 8. Hal ini menunjukkan adanya tindakan kolusi antara PEMOHON I dan PEMOHON II, yang bertentangan dengan prinsip dari Kontrak TP 8, hukum dan etika;
 8. Di sisi lain, PEMOHON II telah gagal untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.6 Kontrak TP 8 justru menyebabkan TERMOHON memiliki hak untuk menuntut liquidated damages sebagaimana diatur dalam Pasal 34.1 Kontrak TP 8. Uraian tentang hal ini akan di kemukakan pada bagian lain yang membuktikan ketidaksederhanaan perkara aquo untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Niaga;
 9. Karena TERMOHON dan PARA PEMOHON masih berbeda pendapat tentang ada atau tidak adanya tagihan, maka BPMIGAS yang berfungsi sebagai mediator untuk menengahi permasalahan tersebut. Sehubungan dengan itu, BPMIGAS menunjuk BPKP sebagai auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi antara TERMOHON dengan PEMOHON II dan akhirnya BPKP mengeluarkan hasil audit tersebut;
 10. Permasalahan berikut yang harus dikaji yaitu apakah BPKP adalah otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang ?;
 11. Menurut hemat TERMOHON, BPKP bukanlah otoritas atau lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang sehubungan dengan persengketaan antara TERMOHON dan PARA PEMOHON karena hal-hal sebagai berikut: a. BPKP bukanlah lembaga pemutus suatu persengketaan, seperti halnya
 lembaga peradilan dan lembaga arbitrase; b. Hasil audit BPKP bukan merupakan Putusan yang mengikat seperti halnya
 Putusan lembaga peradilan dan lembaga arbitrase ; c. Sesuai dengan namanya, BPKP hanyalah sebuah badan yang berfungsi untuk
 melakukan pemeriksaan keuangan dengan out put berupa hasil audit, namun bukan mengeluarkan Putusan ;
 d. Cara kerja BPKP adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen sehingga produk yang dikeluarkannya hanyalah berupa hasil audit. Hal ini jelas
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 berbeda dengan mekanisme kerja lembaga pemutus seperti halnya peradilan dan arbitrase yang memberikan hak dan kesempatan kepada para pihak untuk mempresentasikan dalil-dalil dan dokumen atau bukti-bukti untuk memperkuat pendiriannya (cross examination). Oleh karena itu, out put yang dihasilkan oleh lembaga pemutus adalah Putusan yang tentunya lebih memiliki landasan akuntabilitas, dibandingkan dengan hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP;
 e. Tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang menentukan atau memberikan hak kepada BPKP untuk menjadi lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang. Sebaliknya lembaga peradilan dan lembaga arbitrase jelas-jelas diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang;
 12. Kesimpulan dari hasil audit BPKP, menyatakan bahwa Audit ini hanyalah sebagai saran bagi BPMIGAS untuk dijadikan pertimbangan lebih lanjut sebagaimana dikutip di bawah ini: "Kepada Kepala Badan. Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BPMIGAS) disarankan agar memperhatikan hasil; audit ini sebagai bahan pertimbangan penyelesaian klaim Tunu Field Development Project Phase 8, Contract for NMP2 Platform and Offsites, No. TP 8/EPSC 2 Date Nopember 30th
 Kutipan di atas menunjukkan bahwa audit BPKP hanya diberikan kepada BPMIGAS sebagai anjuran mengenai kemungkinan penyelesaian dan bukan sebagai keputusan yang mengikat dan final yang wajib ditaati oleh para pihak sebagaimana didalilkan oleh PARA PEMOHON (Vide butir 9 halaman 2 Permohonan Pernyataan Pailit). Lebih lanjut isi dari audit BPKP tersebut tidak pernah diungkapkan atau didiskusikan dengan TERMOHON di mana hal ini bertentangan dengan standar dan prosedur audit internasional yang lazim dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan disetujui oleh TERMOHON;
 2000 and GTS Modification, No. TP 8/EPSC 5, date Januari 22nd 2001"(Bukti T-8a).
 13. Berdasarkan uraian di. atas dan mengingat para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, maka hasil audit BPKP tidak dapat dipandang sebagai putusan atau tidak memiliki kekuatan hukum seperti sebuah putusan lembaga pemutus. Oleh karena itu, hasil audit BPKP tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menentukan ada atau tidak adanya utang dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON atau sebaliknya, oleh sebab itu TERMOHON memiliki hak untuk menolak hasil dari audit tersebut apabila hasil audit tersebut dinilai oleh TERMOHON tidak benar atau tidak didasari oleh data-data yang benar;
 14. Bahwa BPMIGAS dalam persengketaan ini bertindak sebagai "Mediator." Bukanlah peranan Mediator untuk mengeluarkan putusan akhir dan mengikat terhadap para pihak yang menggantikan kewenangan dari arbitrase. Mediator hanya menawarkan kemungkinan penyelesaian yang harus disepakati oleh para pihak. Berkaitan dengan audit BPKP, BPMIGAS tidak memiliki wewenang hukum untuk bertindak sebagai lembaga pemutus. TERMOHON tidak pernah memberikan mandat apapun kepada BPMIGAS untuk memberikan keputusan dan TERMOHON juga membatasi persetujuannya pada hasil audit sebagaimana dinyatakan dalam surat kepada BPMIGAS tertanggal 23 Januari 2004. (Vide: Bukti T-24);
 15. Karena BPKP maupun BPMIGAS bukan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidak adanya utang, maka status utang dalam permasalahan ini masih belum definitif atau belum pasti, dan bukan masalah yang dapat dikatakan sebagai masalah yang sederhana. Apalagi dengan kurang lengkapnya data yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan audit, maka hasil audit BPKP sama sekali tidak bisa dijadikan dasar untuk mendalilkan adanya suatu utang antara TERMOHON dan PARA PEMOHON;
 16. Karena para pihak telah sepakat untuk memilih lembaga arbitrase, maka permasalahan mengenai ada atau tidak adanya utang tersebut harus terlebih dahulu diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") sebelum diperiksa atau diadili oleh Pengadilan Niaga. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 139
						

www.hukumonline.com
 www.hukumonline.com
 yang terhormat sepakat dengan TERMOHON bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang mengadili permohonan pernyataan pailit aquo;
 D.1. URAIAN MENGENAI PERMOMONAN PERNYATAAN PAILIT YANG TIDAK MEMENUHI
 PERSYARATAN YANG DIWAJIBKAN OLEH PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN 1. Sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya bahwa wewenang Pengadilan Niaga
 untuk mengadili perkara aquo. tergantung dari dipenuhi atau tidak dipenuhinya Pasal 2 ayat (1 UU Kepailitan (Vide: Pasal 303 UU Kepailitan). Oleh karena itu, berikut ini akan dilakukan pembahasan mengenai Pasal ayat (1) UU Kepailitan yang menyatakan "Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar tunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya" Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan antara lain menyatakan: "Yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun oleh putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase"
 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU, Kepailitan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan pailit, yaitu; a. Debitur setidak-tidaknya mempunyai dua kreditur atau lebih; b. Debitur tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dan; c. Utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 3. Sehubungan dengan persyaratan-persyaratan untuk menjatuhkan putusan pailit sebagaimana di kemukakan di atas, Pasal 8 ayat 4 UU Kepailitan menyatakan: "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi". Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan menyatakan: "Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit";
 4. Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan penjelasannya, dapat disimpulkan bahwa permohonan pernyataan pailit hanya dapat dikabulkan apabila terbukti secara sederhana bahwa termohon pailit (debitur) setidak-tidaknya mempunyai dua kreditur atau lebih, termohon pailit (debitur) tidak membayar lunas sedikitnya satu utang dan utang tersebut sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 5. Berdasarkan uraian-uraian di atas, TERMOHON akan mengajukan kajian hukum terhadap masing-masing persyaratan pernyataan pailit sebagai berikut:
 D.1.A. TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI DUA KREDITUR, APALAGI LEBIH DARI DUA
 KREDITUR A. TERMOHON TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN PEMOHON I,
 SEHINGGA PEMOHON I SAMA SEKALI TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON. 1. Pertama-tama perlu ditegaskan bahwa baik PEMOHON I maupun PEMOHON
 II sama sekali bukanlah kreditur TERMOHON karena PEMOHON I tidak memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON, sedangkan PEMOHON II sama sekali tidak memiliki hak tagih kepada TERMOHON. Uraian dan bukti-bukti tentang hal ini dapat di kemukakan di bawah ini;
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 2. Dalam perkara aquo, hubungan kontraktual hanya terjadi antara TERMOHON dengan PEMOHON II berdasarkan Kontrak TP 8, sedangkan PEMOHON I selaku Subkontraktor PEMOHON II tidak memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON, melainkan dengan PEMOHON II berdasarkan Perjanjian tanggal 15 Oktober 2000 (Vide: Bukti P-3);
 3. Sehubungan dengan tagihan yang diajukan oleh PEMOHON I kepada TERMOHON, Pasal 11.5 Kontrak TP 8 (Bukti T-9) menyatakan bahwa PEMOHON II melindungi dan mengganti PERUSAHAAN (TERMOHON) dari setiap dan semua biaya, beban, gugatan, tanggung jawab, putusan, denda, hukuman dan sebagainya, yang timbul dari atau sebaliknya berkaitan dengan KONTRAKTOR (PEMOHON II) dalam menggunakan SUBKONTRAKTOR (PEMOHON I). Dengan adanya permohonan pailit dari PEMOHON I, maka PEMOHON II telah gagal dalam melindungi dan mengganti (indemnify) TERMOHON dari setiap dan semua biaya, beban, gugatan, tanggung jawab, putusan, denda, hukuman dan sebagainya, yang timbul dari atau sebaliknya berkaitan dengan PEMOHON 11 dalam menggunakan jasa PEMOHON I.";
 Ketentuan serupa juga disertakan dalam Pasal 54.2 Perjanjian TP 8 mengenai Pelepasan dan Perlindungan (Waiver and hold harmless) (Bukti T-10), yang mana PEMOHON II memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengganti (indemnify) TERMOHON dari akibat-akibat tindakan tertentu dari PEMOHON 11 atau setiap subkontraktornya; Dalam setiap jawaban atas surat-surat PEMOHON I yang dialamatkan langsung kepada TERMOHON yang sifatnya merupakan penagihan, TERMOHON selalu menegaskan kepada PEMOHON I bahwa di antara TERMOHON dan PEMOHON I tidak pernah ada hubungan kontraktual, sebagaimana dinyatakan di dalam Surat TERMOHON sebagai berikut:
 − Surat TERMOHON kepada PEMOHON II No. L/DD008/JMB/ma/03/D.004252 tertanggal 16 Juni 2003 yang berisi teguran kepada PEMOHON II karena adanya surat dari PEMOHON I langsung kepada TERMOHON. Di dalam surat itu juga dinyatakan bahwa TERMOHON meminta agar PEMOHON II menginstruksikan kepada PEMOHON I agar tidak berkomunikasi langsung dengan TERMOHON sebagaimana diatur di dalam ketentuan Kontrak TP 8 (Bukti T-11);
 − Surat TERMOHON kepada PEMOHON II NO. L/DD012/DB/ai/03/D.005428 tertanggal 25 Juli 2004 yang menyatakan bahwa PEMOHON II memiliki kewajiban kontraktual kepada PEMOHON I untuk membayar Change Order yang merupakan bagian dari PEMOHON I dan kembali menegaskan bahwa PEMOHON I tidak memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON (Bukti T-12);
 − Surat TERMOHON kepada PEMOHON II tertanggal L/DD014/DB/ai/03/D.004329 tertanggal 28 Juli 2003 yang menyatakan kepada PEMOHON II bahwa berdasarkan pasal 11.5 Kontrak TP 8 PEMOHON II memiliki tanggung jawab untuk melindungi TERMOHON dari pengeluaran, klaim, tuntutan ataupun kewajiban kepada subkontraktornya, yaitu terhadap PEMOHON I. Dengan adanya klaim dari PEMOHON I kepada TERMOHON berarti PEMOHON I telah wan prestasi (Bukti T-13);
 − Surat TERMOHON kepada PEMOHON I No. L/DD015/DB/ai/03/D.004330 tertanggal 28 Juli 2003 yang mempertanyakan kepada PEMOHON I atas surat yang dikirimkan kepada TERMOHON, sedangkan PEMOHON I tidak memiliki hubungan kontraktual apapun dengan TERMOHON (Bukti T-14);
 4. Bahwa Kontrak TP 8 secara tegas hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON II sebagai Kontraktor dan tidak mengatur kewajiban TERMOHON kepada PEMOHON I sebagai subkontraktor. Kontrak TP 8 tersebut secara tegas mengatur bahwa PEMOHON I sebagai
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 subkontraktor hanya memiliki hubungan hukum dengan PEMOHON II sebagai Kontraktornya;
 5. Bahwa berdasarkan hukum perdata Indonesia, sebuah perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan tidak mengikat pihak lain di luar perjanjian tersebut. Sehubungan dengan masalah perjanjian, Pasal 1340 KUHPerdata menyatakan "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317" Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingannya;
 6. Bahwa sepanjang mengenai pelaksanaan, Kontrak TP 8, hubungan TERMOHON hanya sebatas kepada PEMOHON 11 sebagai kontraktor, dan hubungannya dengan subkontraktor hanya sebatas pada memberikan persetujuan atau keberatan terhadap pemilihan subkontraktor oleh PEMOHON II sesuai dengan pasal 11.2 Kontrak TP 8 (Bukti T-15). Hal ini juga ditegaskan bahwa persetujuan tersebut bukan berarti menciptakan hubungan kontraktual antara TERMOHON dengan PEMOHON I yang terjemahannya adalah sebagai berikut: "PERSETUJUAN atas setiap subkontraktor tidak menciptakan hubungan kontrak apapun antara PERUSAHAAN (TERMOHON) dengan Subkontraktor (ic PEMOHON I) tersebut." Pasal 11.1 Kontrak TP 8 (Bukti T-16) yang terjemahannya menyatakan: "PERSETUJUAN tersebut tidak membebaskan KONTRAKTOR dari kewajiban atau tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam Kontrak. KONTRAKTOR bertanggung jawab atas segala tindakan, kekurangan, kemangkiran dan kelalaian setiap SUBKONTRAKTOR, para pegawainya, orang-orangnya atau personil lain seolah-olah hal tersebut merupakan tindakan, kekurangan, kemangkiran dan kelalaian KONTRAKTOR, para pegawainya, orang-orangnya atau personilnya yang lain." Kemudian dinyatakan dalam Pasal 7 Kontrak TP 8 (Bukti T-17) Kemandirian Kontraktor (independence of Contractor), yang terjemahannya menyatakan "KONTRAKTOR tetap bertanggung jawab atas kepatuhan SUB KONTRAKTOR terhadap KONTRAK dan hak serta tidak boleh dipengaruhi dalam keadaan dan cara apapun sehubungan dengan adanya pekerjaan SUB KONTRAKTOR.";
 7. Berdasarkan uraian di atas, PEMOHON I selaku subkontraktor dan PEMOHON II tidak dapat memposisikan dirinya sebagai kreditur TERMOHON. Sehubungan dengan itu, seandainya benar PEMOHON I mempunyai tagihan, maka tagihan tersebut seharusnya bukan diajukan kepada TERMOHON melainkan kepada PEMOHON II. Dengan kata lain, PEMOHON I hanya dapat berkedudukan sebagai kreditur PEMOHON II dan bukan kreditur TERMOHON;
 8. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai Tanggung Jawab Perusahaan terhadap subkontractor yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 1031.K/Pdt/1986 tanggal 6 Januari 1988, dalam sengketa antara PT Hanco dan PT Caltex Pasific (Bukti T-18j. Dalam perkara tersebut PT Hanco sebagai Subkontraktor dari PT Caltex Pasific menuntut pembayaran yang seharusnya dibayarkan oleh PT Panca Satria Bhakti, selaku Main Contractor. Dalam Pengadilan Tingkat I dan Tingkat Banding, PT Caltex Pasific dinyatakan wanprestasi dan diminta untuk membayar hutang tersebut kepada PT Hanco, namun pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan untuk membebaskan PT Caltex Pasific dari kewajibannya tersebut atas dasar: − Perjanjian antara PT Caltex Pasific dan PT Panca Satria Bhakti adalah
 Perjanjian yang berbeda dengan Perjanjian PT Panca Satria Bhakti dengan PT Hanco sehingga jumlah serta perincian yang dituntut berbeda
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 dengan jumlah yang tercantum dalam perjanjian dan tidak dapat digunakan untuk menagih kepada PT Caltex Pasific;
 − Antara PT Panca Satria Bhakti dan PT Hanco terdapat perjanjian dan PT Panca Satria Bhakti tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya kepada PT Hanco dan wajib membayar hutangnya kepada PT Hanco;
 − Bahwa PT Panca Satria Bhakti wajib membayar ganti rugi disertai dengan adanya bunga sebesar 15% (sebesar bunga pemerintah terhadap PT Hanco;
 9. Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas mempertegas dalil dan fakta-fakta yang telah diutarakan di atas, bahwa yang memiliki kewajiban pembayaran terhadap PEMOHON I -adalah PEMOHON II dan bukan TERMOHON;
 10. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti serta Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, terbukti bahwa salah satu unsur dari pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu dua atau lebih kreditor tidak dapat dipenuhi di dalam permohonan aquo. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan aquo karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan;
 B. TERMOHON TIDAK MEMILIKI UTANG TERHADAP PEMOHON II DAN OLEH
 KARENA ITU PEMOHON II BUKANLAH KREDITUR TERMOHON 1. Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan engineering, procurement, supply dan
 construction dari NMP 2 sebagaimana ditentukan dalam TP 8 EPSC 2, PEMOHON II memberikan sebagian pekerjaan tersebut kepada PEMOHON I selaku subkontraktor berdasarkan "Agreement between PT Sanggar Kaltim Jaya and PT Istana Karang Laut in respect of Tunu Field Development Project-Phase 8 Contract TP 8/EPSC 2 TOTALFINAELF INDONESIE" ("Subcontracting Agreement") tertanggal 15 Oktober 2000, (Vide: Bukti P-3) di mana Subcontracting Agreement tersebut tidak melibatkan TERMOHON sebagai pihak, sehingga jelas bahwa antara TERMOHON dan PEMOHON I tidak terdapat hubungan hukum;
 2. Sehubungan dengan pekerjaan tersebut di atas, PARA PEMOHON mengajukan tagihan kepada TERMOHON (Vide: Bukti P-6) yang berkaitan dengan Permohonan Change Order atau Change Order Request ("COR") untuk EPSC 2 yaitu COR 179,180 dan 186 dan untuk EPSC 5-COR 115 dan 116. Namun demikian, TERMOHON menolak untuk membayar tagihan tersebut, antara lain dengan alasan bahwa prosedur pengajuan COR oleh PARA PEMOHON tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak TP 8 sebagaimana diuraikan sebagai berikut: (1) PEMOHON II telah gagal memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal
 15.6 Kontrak TP 8 (Bukti T-19) yaitu kewajiban PEMOHON II untuk segera memberitahukan kepada TERMOHON mengenai waktu, tanggal dan alasan terjadinya keterlambatan atau penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.5 Kontrak TP 8 (Bukti T-20), di mana keterlambatan paling lama 2 (dua) hari dalam memberitahukan hal tersebut kepada TERMOHON menyebabkan PEMOHON II tidak memiliki hak untuk mengajukan klaim untuk perpanjangan waktu (time extention) dari waktu kerja yang telah disepakati (work time schedule);
 (2) PEMOHON II telah gagal memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8 (Bukti T-21) yaitu untuk COR yang merupakan inisiatif dari PEMOHON II, PEMOHON II harus segera mengajukan pemohonan COR kepada TERMOHON maksimum 7 (tujuh) hari dari waktu terjadinya kejadian yang menyebabkan keterlambatan dan dalam jangka 14 (empat belas) hari atau jangka waktu sewajarnya yang disetujui oleh TERMOHON sejak terjadinya kejadian atau event
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 tersebut segera menyerahkan evaluasi dari konsekuensi-konsekuensi yang terjadi akibat keterlambatan tersebut. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut membuat PEMOHON II kehilangan haknya untuk mengajukan klaim akibat keterlambatan tersebut;
 3. Bahwa kegagalan PEMOHON II untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang, diatur dalam Kontrak TP 8 justru menyebabkan TERMOHON memiliki hak untuk menuntut liquidated damages sebagaimana diatur di dalam Pasal 34.1 dari Kontrak TP 8. (Bukti T-22) sebagai berikut: "Liquidated Damages for Late Completion Without prejudice to any other contract provision whatsoever andlor COMPANY rights should CONTRACTOR fails to complete the relevant portion of the work in accordance with the CONTRACT by the respective Key Date stated in EXHIBIT C or in such date to which it may have been adjusted in accordance with the provisions of sub article 15.5 company shall have the right to apply the following liquidated damages. In such case and without any prior formal notice or demand from COMPANY and without any proof of loss, CONTRACTOR shall pay the COMPANY liquidated damages stated in exhibit B for each of delay calculated as the applicable Key Date up to and including the actual date of completion of the relevant portion of the work. Subject to the provisions of sub article 34.4, such liquidated damages shall constitute the only compensation due by CONTRACTOR to COMPANY with respect to the delay in the completion of the work" Terjemahannya: Pembayaran Ganti Kerugian untuk Penyelesaian yang Terlambat Tanpa prasangka terhadap ketentuan apapun dalam KONTRAK dan/atau hak-hak PERUSAHAAN, apabila KONTRAKTOR gagal memenuhi bagiannya yang relevan dan USAHA berdasarkan KONTRAK pada Tanggal Pokok sebagaimana disebutkan dalam BUKTI C, atau pada tanggal tersebut, yang mana telah disesuaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan sub Pasal 15.5, maka PERUSAHAAN berhak untuk menerapkan ketentuan-ketentuan tentang Liquidated Damages. Dalam hal tersebut dan tanpa pemberitahuan formal sebelumnya dari PERUSAHAAN dan tanpa adanya bukti kerugian KONTRAKTOR harus melakukan pembayaran Liquidated Damages PERUSAHAAN sebagaimana disebutkan dalam BUKTI B dihitung untuk setiap hal penundaan sejak tanggal berlakunya Tanggal Pokok sampai dan termasuk tanggal aktual penyelesaian bagian yang relevan dari USAHA tersebut. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam sub pasal 34.3, Liquidated Damages tersebut harus merupakan satu-satunya hak penggantian oleh KONTRAKTOR kepada PERUSAHAAN karena adanya penundaan dalam penyelesaian USAHA.";
 4. Hingga saat ini TERMOHON belum dapat menghitung Liquidated Damages tersebut karena PEMOHON II belum .menyerahkan final documentation sebagaimana diatur di dalam Kontrak TP 8 dan belum dikeluarkannya Provisonal Acceptance Certificates sebagaimana diatur dalam Kontrak TP 8;
 5. Bahwa keterlambatan pelaksanaan proyek disebabkan oleh kinerja PEMOHON I. Hal ini diungkapkan oleh PEMOHON II di dalam suratnya No. Ref. 743/SKJ-TFE/Project/XI1-02 tertanggal 24 Desember 2002 (Bukti T-23) dan No. 017/SKJ-TFE/Project/1-03 tertanggal 23 Januari 2003 (Bukti T-24). Dalam surat tersebut PEMOHON II mengakui bahwa keterlambatan penyelesaian proyek TP 8 disebabkan oleh kinerja buruk dari subkontraktor (PEMOHON I) yang bekerja di bidang procurement dan engineering, berdasarkan Subcontracting Agreement. Dalam surat tersebut, PEMOHON II juga menyatakan bahwa setelah selesainya proyek TP 8 ini, PEMOHON II akan menghentikan
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 kerjasama dengan PEMOHON I. Hal ini membuktikan betapa buruknya kinerja dari PEMOHON I sehingga menyebabkan PEMOHON II memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan PEMOHON I; Fakta mengenai buruknya kinerja PEMOHON I dapat dibuktikan dengan surat-surat sebagai berikut: • Surat No. 743/SKJ/TFE/Prolect/Xll-02 tertanggal 24 Desember 2002
 (Vide: Bukti 23) yang dikutip sebagai berikut: "PT SKJ has faces serious delays on TP8 and explanations can be found on engineering and procurement difficulties, a great part of it being out of SKJ management control. The best proof is that we have decided after completion of TP8 to stop our relation with the engineering/procurement company we were used to work in the past and comfy the procurement to our own management and engineering to a well recognized company named TECH NIP-COLEXIP".
 Terjemahannya: "PT SKJ telah menghadapi penundaan-penundaan yang serius pada TP8 dan penjelasannya adalah karena kesulitan-kesulitan teknik dan pengadaan, yang sebagian besar berada di luar kekuasaan pengelola SKJ. Bukti terbaik adalah bahwa kami telah memutuskan setelah penyelesaian TP8 untuk menghentikan kerjasama kami dengan perusahaan teknik dan pengadaan yang telah bekerjasama dengan kami di masa lalu memenuhi pengadaan kepada pengelola kami sendiri dan pekerjaan teknik kepada perusahaan yang sudah dikenal bernama TECHNIP-COLEXIP".
 • Surat No. 017/SKJ-TFE/Prolect/I-03 tertanggal 23 Januari 2003 (Vide: Bukti 24): "The problem on TP8 is not a new subject, this project having been initiated end of year 2000. As previously said, TFE (Total) knows that a great part of the difficulties has been created by the General Management, Engineering and Procurement failure, these activities being handled by our subcontractor PT IKL. For that reason we have stopped our relation with them for any new project and proposed TECHNIP-COFLEKIP instead':
 Terjemahannya Permasalahan pada TP8 bukanlah hal yang baru, proyek ini telah dimulai pada akhir tahun 2000. Sebagaimana disebutkan di atas, TFE (TOTAL) mengetahui sebagian besar dari kesulitan tersebut telah diciptakan oleh Kelalaian Pengelola Umum, Teknik dan Pengadaan, di mana kegiatan tersebut dilaksanakan oleh subkontraktor PT IKL. Untuk alasan tersebut kami telah menghentikan kerjasama dengan mereka untuk setiap proyek baru dan mengusulkan bahwa TECHNIPCOFLEXIP sebagai gantinya.
 Kedua surat ini ditandatangani oleh Direktur Utama dari PEMOHON II, Aldo Toncic;
 6. Bahwa semua keterlambatan yang disebabkan oleh PEMOHON I selaku Subkontraktor secara kontraktual tidak dapat dimintakan perpanjangan waktu (time extention) ataupun COR sebagaimana diatur di dalam pasal 11.5 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-9) sebagai berikut: Expenses and Delays due to Subcontracting "Contractor shall be solely responsible for all direct and indirect cost and expenses due to subcontracting or arising therefrom, and for any and all consequences, including delays, CONTRACTOR undertakes to make no claim whatsoever or request for CHANCE ORDER (S) with respect to price adjustments and for time extensions due to subcontracting; including when
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 arising from Contractor's inability to propose any subcontractor satisfactory to company, or due to removal or substitution of any unsuitable co ractor" Terjemahannya adalah sebagai berikut: KONTRAKTOR adalah satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap semua biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang langsung dan tidak langsung timbul karena kontrak tambahan atau akibatnya, dan terhadap setiap dan semua konsekuensi, termasuk adanya penundaan-penundaan. KONTRAKTOR berusaha untuk tidak mengajukan tuntutan apapun atau permohonan untuk CHANGE ORDER(S) berkaitan dengan penyesuaian harga dan/atau perpanjangan waktu karena kontrak tambahan, termasuk yang timbul dari ketidakmampuan KONTRAKTOR untuk mengusulkan sub kontraktor yang memuaskan PERUSAHAAN, atau karena penghapusan atau penggantian kontraktor yang tidak cocok.
 7. Untuk menanggapi tagihan PEMOHON II yang keseluruhannya semula berjumlah USD 18.092.589.56 (delapan betas juta sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh sembilan Dollar Amerika Serikat lima puluh enam sen), TERMOHON, melalui LUBIS, SANTOSA & MAULANA LAW OFFICES telah mengajukan Surat No. 0411/LSM/IPM/L/XlI/2003 tertanggal 19 Desember 2003 (Bukti T-25). Dalam surat tersebut TERMOHON secara tegas menolak untuk membayar karena tagihan tersebut tidak memiliki dasar hukum;
 8. Berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti yang di kemukakan di atas, terlihat jelas dan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa TERMOHON bukanlah debitur PEMOHON II dan sebaliknya PEMOHON II juga bukan kreditur TERMOHON;
 9. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa salah satu unsur dari pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan, yaitu dua atau lebih kreditor tidak dapat dipenuhi di dalam permohonan. aquo. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menolak permohonan aquo karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan
 D.1.C TERMOHON TIDAK MEMPUNYAI SATU UTANG PUN UNTUK DIBAYAR KEPADA
 PEMOHON II, APALAGI KEPADA PEMOHON I 1. Berdasarkan uraian pada bagian D.1.A dan D.1.B di atas bahwa TERMOHON tidak
 mempunyai lebih dari dua kreditur dan PARA PEMOHON bukanlah kreditur TERMOHON maka persyaratan kedua yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi;
 2. Karena tidak terpenuhinya syarat kedua dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu mengenai adanya satu utang yang tidak dilunasi, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERMOHON sekaligus menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON;
 D.1.D TERMOHON TIDAK MEMPUNYA SATU UTANG KEPADA PARA PEMOHON YANG
 SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH 1. Berdasarkan uraian pada bagian D.1A dan D.1.B dan D.1.C di atas bahwa
 TERMOHON tidak mempunyai lebih dari dua kreditur dan tidak terpenuhinya syarat kedua dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu mengenai adanya satu utang yang tidak dilunasi, maka persyaratan ketiga yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dengan sendirinya menjadi tidak terpenuhi;
 2. Karena tidak terpenuhinya syarat ketiga dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu mengenai adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih, maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan TERMOHON sekaligus menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON;
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 D.2 PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT YANG DIAJUKAN OLEH PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI FAKTA ATAU KEADAAN YANG TERBUKTI SECARA SEDERHANA BAHWA PERSYARATAN UNTUK DINYATAKAN PAILIT YANG DIMAKSUD PASAL 2 AYAT (1) UU KEPA!LITAN TELAH TERPENUHI Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan, yang dimaksudkan dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Dalam perkara aquo, sama sekali tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai adanya dua atau lebih kreditur dan fakta mengenai utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Uraian tentang hal tersebut dapat di kemukakan di bawah ini; 1. Bahwa di dalam permohonan pernyataan pailit, PARA PEMOHON menyamarkan
 kenyataan yang sesungguhnya, seakan-akan TERMOHON memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap PEMOHON I, padahal kenyataannya adalah PEMOHON II -lah yang sesungguhnya mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan pembayaran terhadap PEMOHON I sehingga akhirnya antara PEMOHON I dan PEMOHON II membuat Nota Kesepakatan atau Memorandum of Understanding ("MoU") pada tanggal 2 Oktober 2003 (Bukti T-26) yang isinya berupa kesepakatan agar masing-masing dari mereka mengajukan tagihannya untuk COR kepada TERMOHON;
 2. MoU (Vide: Bukti T-26) yang tidak melibatkan TERMOHON sebagai pihak ini jelas tidak mengikat TERMOHON dan sangat bertentangan dengan kesepakatan yang tertuang di dalam Kontrak TP 8 yang menyatakan bahwa PEMOHON II sebagai Kontraktor TERMOHON harus bertanggung jawab. Selanjutnya PEMOHON I sebagai subkontraktor tidak akan mengajukan tuntutan hukum kepada para pihak yang menandatangani waiver of recourse agreement (pelepasan hak untuk melakukan tuntutan hukum) di mana perjanjian tersebut menjadi suatu bagian integral atau tidak dapat dipisahkan dari Kontrak TP 8. Dengan demikian, PEMOHON II sebagai pihak di dalam TP 8 telah beritikad buruk dengan menyalahi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kontrak TP 8 yaitu telah wanprestasi dalam kewajibannya untuk melindungi TERMOHON dari setiap tuntutan yang diajukan oleh para subkontraktornya sebagaimana ditentukan dalam Kontrak T P 8;
 3. Bukti-bukti bahwa PEMOHON II sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar para subkontraktornya dapat dibuktikan dengan Surat-Surat sebagai berikut: a. Surat dari PT Superintending Company of Indonesia (Succofindo) dengan No.
 Ref 693/BPP-VIII/RKT/2003 tertanggal 27 Agustus 2003 (Bukti T-27) yang menunjukkan bahwa PEMOHON II memiliki tunggakan pada Succofindo sejumlah Rp. 1,098,190,841 (satu milyar sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah). Surat ini disampaikan kepada TERMOHON sebagai pihak yang menjalin kerjasama dengan PEMOHON II, untuk meminta bantuan dan TERMOHON untuk memberikan bantuan dana kepada PEMOHON II agar PEMOHON II dapat menyelesaikan tunggakan kepada para subkontraktornya;
 b. Surat dari PT Pelayaran Teluk Bajau Cipta Sejahtera yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Welman Napitupulu, SH & Rekan tertanggal 25 Agustus 2003 (Bukti T-28) yang menyatakan bahwa PEMOHON II masih memiliki tunggakan sebesar US$ 160,460.00 (seratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh Dollar Amerika Serikat);
 4. Bahwa surat-surat (Vide: Bukti T-27 dan T-28) di atas menunjukkan kesulitan finansial PEMOHON II yang akhirnya menyebabkan PEMOHON II tidak tunduk lagi pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kontrak TP 8 dan bermufakat dengan PEMOHON I agar PEMOHON I secara langsung mengajukan klaim kepada TERMOHON; klaim yang mana seharusnya diajukan kepada PEMOHON II sebagai pihak yang memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON;
 5. Bahwa terlepas dari hasil audit BPKP yang hasilnya jauh dari angka yang masuk akal dan didasarkan atas dokumen-dokumen atau schedule yang belum pernah
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 sebelumnya disetujui oleh TERMOHON, TERMOHON memiliki hak untuk mematuhi ataupun menolak laporan dari hasil audit dari BPKP tersebut karena laporan tersebut bukanlah suatu keputusan yang final dan mengikat baik bagi TERMOHON maupun PARA PEMOHON. Pernyataan sikap dari TERMOHON tersebut di kemukakan dalam Surat TERMOHON kepada BPMIGAS No. Our Ref. UDD-OODB/ma/03/DD.001054 tertanggal 13 Februari 2004 (Bukti T-29);
 6. Di samping itu, TERMOHON juga telah menyanggah Audit BPKP tersebut melalui suratnya tertanggal 24 Februari 2004 (Bukti T-30) kepada BPMIGAS, di mana isi surat tersebut secara tegas menyatakan bahwa: a. TERMOHON menemukan kejanggalan-kejanggalan dari hasil Audit BPKP yang
 dinyatakan pada tanggal 19 Februari 2004, dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Hasil Audit Klaim Proyek TP 8 EPSC 2 dan 5 tanggal 19 Februari 2004 dan TERMOHON bermaksud untuk membawa data-data baru;
 b. Kontrak TP 8 merupakan lump sum contract atau kontrak yang tata cara pembayarannya bersifat sekaligus (lump sum) sehingga tidak mengenal istilah perpanjangan waktu (Extension of Timel"EoT") sebagaimana dinyatakan dalam Audit BPKP. Kecuali jika disetujui oleh para pihak, apabila dan sepanjang, Change Orders didtskusikan dan disetujui oleh para pihak dalam Kontrak TP 8;
 c. Schedule yang digunakan sebagai dasar dari Audit BPKP bukanlah Schedule yang disetujui di dalam kontrak oleh karena itu TERMOHON tidak dapat menerima hasil audit yang didasari pada schedule yang salah tersebut;
 d. TERMOHON belum melaksanakan haknya untuk menuntut Liquidated Damages karena keterlambatan yang dilakukan PEMOHON II tidak menyebabkan TERMOHON menjadi menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Kontrak (wanprestasi), karena sebagaimana yang diketahui, wanprestasi yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanyalah menyangkut tidak dilaksanakannya kewajiban, dan bukan hak. Dan juga di dalam Kontrak TP 8, pasal 4.1. (Bukti T-31) secara tegas dinyatakan bahwa tidak atau terlambat dilaksanakannya suatu hak tidak menyebabkan hilangnya hak tersebut;
 e. TERMOHON belum melaksanakan haknya untuk menuntut Liquidated Damagesa karena keterlambatan yang dilakukan PEMOHON II tidak menyebabkan TERMOHON menjadi menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Kontrak (wanprestasi), karena sebagaimana yang diketahui, wanprestasi yang dikenal di dalam hukum Indonesia hanyalah menyangkut tidak dilaksanakannya kewajiban, dan bukan hak. Dan juga di dalam Kontrak TP 8, pasal 4.1. (Bukti T-31) secara tegas dinyatakan bahwa tidak atau terlambat dilaksanakannya suatu hak tidak menyebabkan hilangnya hak tersebut;
 f. Audit BPKP menyatakan bahwa TERMOHON yang bertanggung jawab atas keterlambatan pekerjaan, padahal keterlambatan pekerjaan tersebut disebabkan oleh performa yang buruk baik dari Kontraktor maupun dari subkontraktor sebagaimana ternyata dalam surat TERMOHON No. Ref. 743/SKJ-TFE/Project/XII-2 tertanggal 24 Desember 2002 (Vide: Bukti T-23)
 g. Setiap jumlah untuk penyelesaian secara damai akan dilakukan oleh TERMOHON setelah PEMOHON 11 menyelesaikan kewajiban kontraknya dari menandatangani Final Account and Release Certificate untuk TP 8 EPSC 2 dan 5 dan penyerahan Final Documentation;
 7. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang di kemukakan di atas, pernyataan PARA PEMOHON bahwa TERMOHON setuju untuk mentaati hasil audit BPKP, yang berarti TERMOHON telah setuju dinyatakan berutang sejumlah USD 7,17 Juta sebagaimana dinyatakan di dalam butir 9 Permohonan aquo adalah tidak terbukti kebenarannya dan justru sebaliknya TERMOHON bermaksud untuk menuntut PEMOHON II atas Liquidated Damages yang diakibatkan oleh keterlambatan yang dilakukan PEMOHON II;
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 8. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang di kemukakan di atas, terlihat dengan sangat jelas bahwa sama sekali tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai adanya dua atau lebih kreditur dan fakta mengenai utang yang telah jatuh waktu dan tidak dapat dibayar. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan .TERMOHON Bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo, karena perkara ini tidak sederhana dan untuk menentukan ada atau tidak adanya utang harus terlebih dahulu ditentukan oleh BANI selaku lembaga arbitrase yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa;
 E. SEANDAINYA TERMOHON MEMILIKI UTANG KEPADA PARA TERMOHON (QUOD NON)
 PADAHAL TIDAK, MAKA UTANG TERSEBUT BELUM DAPAT DITAGIH KARENA PARA PEMOHON PUN BELUM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA KEPADA TERMOHON (EXCEPTIO NON AD IMPLETI CONTRACTUS) 1. Sebagaimana telah di kemukakan sebelumnya, TERMOHON secara tegas
 menyatakan bahwa TERMOHON tidak memiliki utang baik terhadap PEMOHON II, apalagi terhadap PEMOHON 1 yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan TERMOHON;
 2. Bahwa seandainya klaim yang diajukan oleh PARA PEMOHON sebesar USD 7,17 Juta. yaitu USD 3,178.329.08 untuk PEMOHON I dan USD 3,9 juta untuk PEMOHON II dikatakan sebagai utang (quod non) padahal bukan, apakah utang tersebut merupakan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih?;
 3. Bahwa klaim-klaim PARA PEMOHON yang menyangkut COR tersebut ditolak oleh TERMOHON dengan alasan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Kontrak TP 8 yang telah disepakati oleh PEMOHON II dan TERMOHON. Oleh karena itu, sampai saat ini keadaan atau status klaim tersebut adalah klaim yang belum disetujui oleh TERMOHON; Semua klaim yang diajukan oleh PARA PEMOHON yang ditolak oleh TERMOHON adalah klaim-klaim yang sebelumnya telah pernah ditagihkan kepada TERMOHON dan telah dipenuhi oleh TERMOHON sebelumnya, hal ini terbukti dari keseluruhan nilai kontrak yang berjumlah USD 19 Juta sembilan betas juta US Dollar membengkak hingga sekitar USD 25 Juta (dua puluh lima juta Dollar): Bahwa ada ketentuan di dalam Kontrak TP 8 yang menyatakan bahwa semua klaim yang pernah diajukan dan telah disepakati sebelumnya tidak dapat diajukan. kembali oleh TERMOHON II, sebagaimana diatur di dalam, pasal 22.3.3 sehingga TERMOHON memiliki atas hak untuk menolak klaim-klaim tersebut:
 4. Bahwa berdasarkan Kontrak TP 8 kewajiban TERMOHON untuk melakukan pembayaran timbul apabila kemajuan pekerjaan dan klaim COR tersebut telah disetujui oleh TERMOHON sebagaimana dinyatakan dalam Exhibit G.6 (Change Orders) sebagai berikut: "For change order for value of less than US$ 10.000, 95 of the amount of Change Order price shall be invoiced when the WORK which is the subject of the CHANGE ORDER has been completed and the CHANGE ORDER final value has been agreed by COMPANY For CHANGE ORDER for a value of more than US$ 10, 000, invoicing shall be based upon tire APPROVED physical progress of the w which is the subject of the CHANGE ORDER, applied to the approved value of the CHANGE ORDER, to maximum value of 95% The remaining 5 % of the CHANGE ORDER PRICE SHALL BE INVOICED at the issuance of the Provisional Acceptance Certificate. Payment of Invoice shall be as specified in the Article 22 of the Agreement" Terjemahannya: Untuk CHANGE ORDER yang bernilai lebih dari US $ 10,000, penulisan tagihan harus berdasarkan perkembangan fisik USAHA tersebut, yang merupakan subyek dari CHANGE ORDER, yang telah disetujui, yang diterapkan pada nilai CHANGE ORDER yang telah disetujui, hingga nilai maksimal 95%
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 Untuk CHANGE ORDER yang bernilai kurang dari US $ 10,000, 95% dari jumlah harga CHANGE ORDER harus diberi tagihan ketika USAHA tersebut, yang merupakan subyek dari CHANGE ORDER telah selesai dan nilai akhir dari CHANGE ORDER telah disetujui oleh PERUSAHAAN. Sisa nilai 5% dari harga CHANGE ORDER harus diberi tagihan pada penerbitan SERTIFIKAT PENERIMAAN SEMENTARA. Pembayaran faktur-faktur harus diuraikan dalam Pasal 22 PERJANJIAN;
 5. Bahwa apabila COR telah mendapatkan persetujuan dari TERMOHON, barulah TERMOHON akan mengeluarkan Instruksi Change Order Instruction (COI), yang kemudian menjadi Change Order sebagaimana diatur di dalam pasal 22 Kontrak TP 8 serta berhak di tagih oleh PEMOHON II. Apabila klaim untuk Change Order yang belum disetujui oleh TERMOHON tersebut terus diajukan kepada TERMOHON, maka klaim tersebut tidak dapat dikatakan utang;
 6. Klaim yang diajukan oleh PARA PEMOHON adalah permintaan Change Order yang tidak dapat dipenuhi oleh TERMOHON karena alasan-alasan tertentu maka belumlah menjadi Change Order yang berhak ditagih oleh PEMOHON II. Oleh karena itu apabila PARA PEMOHON yakin bahwa klaim tersebut adalah klaim atas permintaan Change Order yang telah disetujui oleh TERMOHON, maka TERMOHON mensomier PEMOHON untuk membuktikan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan COI untuk klaim-klaim sebesar US$ 7.17 juta tersebut;
 7. Terlebih dari itu, PEMOHON II telah gagal memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15.6 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-19) yaitu kewajiban PEMOHON II untuk segera memberitahukan kepada TERMOHON mengenai waktu, tanggal dan alasan terjadinya keterlambatan atau penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diatur dalam pasal 15.5 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-20). Disamping itu, PEMOHON II juga telah gagal memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8 (Vide: Bukti T-21) yaitu untuk COR yang merupakan inisiatif dari PEMOHON IL .Kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut membuat PEMOHON II kehilangan haknya untuk mengajukan klaim akibat keterlambatan tersebut. Terlebih dari itu kegagalan PEMOHON II untuk menjalankan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kontrak TP 8 justru menyebabkan TERMOHON memiliki hak untuk menuntut liquidated damages sebagaimana diatur di dalam Pasal 34.1 dari Kontrak TP 8. (Vide: Bukti T-22);
 8. Mahkamah Agung R.I. dalam Putusannya Nomor 023.K/N/1999, tanggal 16 Agustus 1999 antara PT Waskita Karya (Pemohon Pailit) melawan PT Mustika Princes Hotel (Termohon Pailit) (Bukti T-32) telah menerima exceptio non ad impletio contractus yang diajukan oleh termohon pailit dan sekaligus menolak permohonan pernyataan pailit dengan dasar dan alasan bahwa pemohon pailit pun belum melakukan kewajibannya kepada termohon pailit;
 9. PEMOHON II pada saat ini telah melanggar beberapa ketentuan Kontrak TP 8 (selain pelanggaran terhadap ketentuan untuk melindungi dan mengindentifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 11.5 dan pasal 54.2 Kontrak TP 8 yang telah disebutkan dalam Bagian 3 dari D.1.A Tanggapan ini), termasuk dalam kaitannya dengan penolakan PEMOHON II untuk menyerahkan final documentation terkait dengan penyelesaian Proyek TP 8 (EPSC 2 dan EPSC 5) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19.2.1 dari Kontrak TP 8 (Bukti T-33) dan untuk menandatangani final account dan Release Certificate sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32.7 perjanjian tersebut (Bukti T-34); Sebagai akibat dari keikutsertaannya dalam pengajuan Permohonan aquo bersama dengan PEMOHON I, dengan demikian PEMOHON II juga telah melanggar kewajiban sebagai berikut berdasarkan Kontrak TP 8: • "PASAL 54 - GADAI
 53.1. Gadai terhadap kepemilikan PERUSAHAAN/TERMOHON (Bukti T-35) KONTRAKTOR (PEMOHON II) berjanji untuk tidak menciptakan atau untuk melakukan apapun (termasuk melalui tindakan-tindakan atau
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 kelalaian untuk bertindak) yang dapat berakibat kepada diciptakannya setiap gadai atas kepemilikan PERUSAHAAN, dan KONTRAKTOR dengan ini menyatakan bahwa pihaknya tidak menciptakan gadai yang demikian atau melakukan sesuatu apapun sebagaimana tersebut di atas sebelum menandatangani perjanjian ini."
 • "PASAL 53 - KONFLIK KEPENTINGAN 53.1. KONTRAKTOR (PEMOHON II) harus menjalankan operasinya dengan
 cara yang benar yang sesuai dengan standar etika tertinggi dalam bidang ini dan harus bersikap hati-hati untuk mencegah terjadinya setiap tindakan atau terjadinya keadaan yang dapat mengakibatkan konflik kepentingan dengan kepentingan terbaik PERUSAHAAN (TERMOHON). "(Bukti T-36); Dengan demikian PEMOHON II telah melanggar beberapa kewajiban kontrak berdasarkan Kontrak TP 8 dan dengan demikian harus bertanggung jawab atas kerugian-kerugian atau dengan cara lain terhadap TERMOHON dalam kaitannya dengan segala akibat yang timbul, termasuk setiap biaya. beban atau tagihan tambahan yang ditanggung oleh TERMOHON;
 10. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian serta bukti-bukti dan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, seandainya benar (quod non) ada utang dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON, padahal tidak ada, maka utang tersebut belum dapat ditagih karena PARA PEMOHON pun belum melakukan kewajibannya kepada TERMOHON. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima exceptio non ad impletio contractus yang diajukan oleh TERMOHON;
 F. SEANDAINYA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT AQUO TELAH MEMENUHI PERSYARATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 2 AYAT (1) UU KEPAILITAN, PADAHAL PERSYARATAN TERSEBUT TIDAK TERPENUHI, MAKA SELAYAKNYA PERMOHONAN TERSEBUT DITOLAK KARENA PARA PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR (REDELIJK BELANG) DAN SESUNGGUHNYA PARA PEMOHON TELAH MENYALAHGUNAKAN WEWENANGNYA (MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID) 1. Fred B. G. Tumbuan, pada halaman 3, 4 dan 5 Makalahnya, tertanggal 20 Desember
 2004 yang berjudul "Menelaah Perubahan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (Vide: Bukti T-5) menyatakan: "Menyimak lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), timbul pertanyaan sebagai berikut: haruskah Pengadilan mengabulkan setiap permohonan pernyataan pailit dari kreditor selama permohonan tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu diperhatikan bahwa baik sita jaminan (conservatoire beslaglegging) maupun permohonan pernyataan pailit merupakan prosedur penagihan yang tidak lazim (oneigenlijke incassoprocedures). Dinamakan tidak lazim" karena kedua upaya hukum dimaksud pada dasarnya adalah "sarana tekanan" (presie middle) yang tersedia bagi kreditor untuk memaksa debitor memenuhi kewajibannya (Prof Mr. B. Weds, Failliatverklarng, Kluwer 1999, hl. 15 (Polak-Wessels I. Par. 1029). Memperhatikan bahwa pernyataan pailit berakibat bahwa seluruh harta kekayaan debitor terkena sita jaminan (Pasal 21 RUU Kep.) dan debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk harta pailit (Pasal 24 RUU Kep.), keadaan mana mungkin saja akan merugikan para kreditor lainnya kecuali kreditor pemohon pernyataan pailit, maka perlu diperhatikan bahwa debitor berhak atas perlindungan wajar terhadap penyalahgunaan wewenang tersebut oleh kreditor pemohon pernyataan pailit Kiranya layak bahwa Pengadilan, sebelum mengabulkan permohonan pernyataan pailit, menimbang apakah kreditor pemohon pernyataan pailit mempunyai kepentingan wajar (redelijk belang) dalam pernyataan pailit debitornya. Apabila kreditor tersebut tidak mempunyai kepentingan wajar maka sesungguhnya ia telah menyalahgunakan wewenangnya (misbruik van bevoegdheid) Yang dimilikinya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) RUU Kep. Bilamana demikian halnya, maka patut bahwa Pengadilan menolak permohonan pernyataan pailit.
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 Sekedar sebagai bahan perbandingan, di Negeri Belanda kepada debitor diberikan perlindungan layak sebagai berikut: a. pemohon pernyataan pailit harus mempunyai kepentingan wajar (redelijk
 belang) dalam permohonan pernyataan pailit. Syarat "kepentingan wajar" bersumber pada kaedah hukum "tanpa kepentingan, tidak ada hak gugat" (geen belang, geen actie). Kaedah hukum ini dinyatakan secara jelas dalam pasal 3:303 BW Belanda (NBW) yang berbunyi: "Zoender Voldoende belang komt niemand een rechtsvordering tow". (Hanya orang yang mempunyai kepentingan yang memadai berhak mengajukan gugatan hukum)" Kaedah hukum ini menegaskan bahwa "kepentingan yang memadai" adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum. (evenredigheidscirterium). (Polak-Wessel 1, par 1329)
 b. Hak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tidak boleh disalahgunakan. Larangan ini bersumber pada kaedah hukum bahwa penyalahgunaan wewenang (misbruik van bevoedgdheid) tidak dibenarkan. (Poal-Wessel l, par. 1031). Kaedah hukum tersebut ditegaskan dalam Pasal 3:13 (1) NBW yang berbunyi: "Degene aan wieeen bevoedgdheid toekomt, kan haar niet inroepen, voor zober hij haar misbuikt". (Orang yang mempunyai. suatu kewenangan tidak dapat menggunakan kewenangan tersebut sejauh ia menyalahgunakannya)."
 2. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat dilihat bahwa sekalipun persyaratan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah terpenuhi, namun demikian hakim disarankan untuk tidak serta merta mempailitkan debitur atau termohon pailit dengan alasan bahwa pemohon tidak mempunyai kepentingan yang wajar dan pemohon telah menyalahgunakan wewenangnya;
 3. Dalam perkara aquo, seandainya Majelis Hakim yang terhormat berpendapat bahwa permohonan PARA PEMOHON telah memenuhi persyaratan kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan, maka sudah selayaknya jika permohonan tersebut tidak dikabulkan karena alasan-alasan sebagai berikut;
 F.1 PARA PEMOHON PAILIT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN YANG WAJAR 1. Sebagaimana dikemukakan dalam Makalah Fred B.G. Tumbuan di atas, syarat
 "kepentingan yang wajar" bersumber pada kaedah hukum" tanpa kepentingan tidak ada gugatan Dengan kata lain hanya orang yang mempunyai kepentingan yang memadai berhak mengajukan gugatan, dalam hal ini permohonan pernyataan pailit. Sehubungan dengan hal tersebut Fred B.G. Tumbuan menyatakan bahwa, kaedah hukum tersebut menegaskan bahwa "kepentingan yang memadai" adalah kepentingan yang seimbang dan oleh karenanya membenarkan diajukannya gugatan hukum;
 2. Dalam perkara aquo, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON terhadap TERMOHON berdasarkan Kontrak TP. 8 jelas-jelas sangat tidak memadai karena karakteristik dari perselisihan tersebut seharusnya diselesaikan oleh BANI dan bukan oleh Pengadilan Niaga;
 3. Mengingat, aset-aset TERMOHON dan para Kontraktor Bagi Hasil lainnya dikuasai oleh BPMIGAS, maka jumlah tagihan PARA PEMOHON yang hanya sebesar USD 7,17 juta jelas-jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah aset atau harta kekayaan BPMIGAS. Oleh karena itu, permohonan pernyataan pailit aquo sangat tidak memadai karena klaim sebesar USD 7,17 juta selayaknya diadili oleh BANI dan bukan oleh Pengadilan Niaga;
 F.2 PARA PEMOHON TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG. 1. Sebagaimana dikemukakan dalam Makalah. Fred 'B.G. Tumbuan tersebut bahwa
 dalam hal seorang kreditur tidak mempunyai kepentingan yang wajar namun tetap mengajukan permohonan pailit, maka sesungguhnya kreditur tersebut telah melakukan penyalahgunaan wewenang;
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 152
						

www.hukumonline.com
 www.hukumonline.com
 2. Dalam perkara aquo, jelas-jelas PARA PEMOHON telah menyalahgunakan wewenangnya dengan cara mengajukan tindakan hukum berupa permohonan kepailitan terhadap TERMOHON. Mengingat karakteristik sengketa yang terjadi, beserta jumlah tagihan yang diajukan oleh PARA PEMOHON, seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh PARA PEMOHON adalah mengajukan persengketaan ini kepada BANI dan bukan oleh Pengadilan Niaga;
 3. Patut untuk diketahui bahwa TERMOHON, sebagai Operator dari Mahakam PSC Offshore East Kalimantan, adalah penghasil sekitar 60% gas inlet yang dipasok kepada Pabrik LNG Bontang, yang merupakan Pabrik LNG terbesar di dunia. Karena TERMOHON mempekerjakan 2000 orang di Indonesia, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia maka TERMOHON menghasilkan lapangan kerja untuk lebih dari 15.000 warga negara Indonesia. Pendapatan bersih untuk negara Indonesia yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut di atas, untuk negara Indonesia berkisar USD 3 miliar atau sekitar 30 triliun rupiah pada tahun 2004 (jumlah ini berasal dari hak/bagian untuk negara dari minyak dan gas yang dihasilkan serta dari pajak yang dibayarkan oleh TERMOHON dan INPEX; Dengan demikian, TERMOHON adalah penanam modal asing terbesar di Indonesia, yang memberikan sumbangan yang besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Semua ini sekarang terancam oleh suatu Permohonan yang tidak memiliki dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas yang dapat menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap kegiatan produksi minyak dan gas dan ekspor LNG, serta kegiatan-kegiatan Iainnya, apabila Permohonan aquo dikabulkan oleh Pengadilan Niaga. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas bahwa PARA PEMOHON tidak mempunyai kepentingan yang memadai untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit aquo dan oleh karena itu PARA PEMOHON'telah melakukan penyalahgunaan wewenang.
 G. KERUGIAN NEGARA YANG AKAN TIMBUL APABILA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT AQUO) DIKABULKAN 1. TERMOHON adalah salah satu produsen gas terbesar di Indonesia dengan perkiraan
 produksi sebesar 630.000 barel per hari atau sekitar 1/3 dan keseluruhan produksi gas di Indonesia. Dengan hasil produksi yang sedemikian besarnya TERMOHON telah menghasilkan sekitar USD 30 milyar pertahun atau sekitar 35% dari pendapatan bersih negara (net income) yang diperoleh sektor migas atau 12 % dari keseluruhan pendapatan negara Republik Indonesia;
 2. Dengan pendapatan yang sedemikian besarnya hingga mencapai sekitar 12% sampai dengan 13 % dari seluruh pendapat negara ini dengan dikabulkannya permohonan aquo ini; maka negara akan mengalami kerugian yang sangat besar ; Kerugian tersebut belum termasuk potensi kerugian lain yang kemungkinan besar terjadi seperti berkurangnya secara drastis penjualan liquid and natural gas ("LNG"), serta potensi larinya pembeli-pembeli LNG, dan pembatalan ataupun timbulnya default under financing terhadap perjanjian jual beli LNG, yang intinya akan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar baik secara materiil ataupun secara immaterial yaitu jatuhnya reputasi negara sebagai salah satu penghasil gas terbesar di dunia dengan:
 i. Hengkangnya pembeli (buyer) LNG Indonesia akibat adanya putusan pailit dan; ii. Hengkangnya produsen LNG karena enggan terikat kontrak bagi hasil dengan
 pemerintah c.q BPMIGAS untuk menghasilkan LNG mengingat rentannya status mereka untuk dapat dipailitkan di Pengadilan Niaga Indonesia.
 3. Mengingat begitu besarnya kerugian yang akan diderita oleh negara akibat dipailitkannya TERMOHON sebagai salah satu produsen gas terbesar di Indonesia, maka selayaknya Majelis Hakim meninjau ketentuan pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan yang menyatakan: “Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara Yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan"
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 153
						

www.hukumonline.com
 www.hukumonline.com
 Dengan timbulnya kerugian negara akibat adanya kepailitan, maka jelaslah bahwa kontraktor yang menjalankan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan BPMIGAS memiliki karakter yang sama dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum, sehingga seharusnya pengajuan permohonan kepailitan terhadap kontraktor bagi hasil hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sebagaimana halnya perusahaan yang bergerak disektor kepentingan publik lainnya; Berdasarkan dalil yang dikemukakan di atas, maka jelas bahwa permohonan pailit atas TERMOHON harus ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat; Berdasarkan dalil-dalil, fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikemukakan di atas, sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan Putusan dengan amar yang berbunyi: 1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA PEMOHON 2. Menyatakan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PARA
 PEMOHON tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan;
 3. Menolak permohonan sita jaminan yang dikemukakan oleh Kuasa PARA PEMOHON dalam persidangan tanggal 26 Januari 2005;
 4. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan photo copy surat-surat bukti dan telah dibubuhi meterai secukupnya lalu diberi tanda P-1 sampai dengan P-59a yaitu sebagai berikut:
 1. P-1 Tunu Field Development Project-Phase Contract TP 8/EPSC 2 between Total Indonesia and Sanggar Kaltim Jaya for NMP2 Platform and Offsites (Copy dari copy);
 2. P-2 Terjemahan resmi dari Exhibit J: Daftar Sub kontraktor dan Penjual. (sesuai dengan aslinya);
 3. P-2a Terjemahan resmi dari Exhibit K: Lingkup Kontraktor dan Staf Inti. (sesuai dengan aslinya);
 4. P-3 Terjemahan resmi Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2102. (sesuai dengan aslinya);
 5. P-4 Terjemahan resmi: Perjanjian antara P.T. Sanggar Kaltim Jaya dan P.T. Istana Karang Laut mengenai Proyek Pengembangan Lapangan Tunu-Tahap 8 Kontrak TP 8/EPSC 2 Total FinaElf Indonesie untuk Rekayasa, Pengadaan, Pasokan dan Pembangunan Anjungan dan Dek NMP2. (sesuai dengan aslinya);
 6. P-5 Tracking of Major Changes for Total Phase 8/EPSC 2. (sesuai dengan aslinya);
 7. P-6 Surat Our Ref.: TP8/EPSC2/ML/102 tanggal 11 April 2003, perihal Tunu Field Development Project-Phase 8; Contract TP8/EPSC2 Justification of EPSC2 Project delays and request for time extension. (sesuai dengan aslinya);
 8 P-7 Outstanding Change Orders Sanggar Kaltim Jaya dan Istana Karang Laut. (Copy dari copy);
 9. P-8 Surat No. UDD/019/GR/03/D.005834 tanggal 22 Agustus 2003, perihal TP8/EPSC 2 & 5 P.T. Sanggar Kaltim Jaya & P.T. Istana Karang Laut. (Copy dari copy);
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 10. P-9 Surat No. 014/BPD0000/2004-S0 tanggal 14 January 2004 perihal Permintaan Audit Khusus. (Copy dan copy);
 11. P-10 Risalah Rapat di BP Migas beserta Daftar Hadir tanggal 13 Januari 2004. (Copy dan copy);
 12. P-11 Pembahasan Hasil Audit Klaim Proyek Tunu Phase 8 EPSC 2 & 5 Total E&P Indonesia beserta Daftar Hadir tanggal 19 Februari 2004. (Copy dari copy);
 13. P-11a Laporan Hasil Audit Khusus atas Claim Statement Tunu Field Development Project Phase 8 Contract NMP2 Platform and Offsites No. TP8/EPSC2; date November 30, 2000, GTS Modification No. TP8/EPSC5, date January 22, 2001 Tertanggal 27 Februari 2004; (Copy dari copy);
 14. P-12 Surat No. 133/BPD0000/2004-SO tanggal 09 Maret 2004, dari BP Migas kepada Termohon, perihal Penyelesaian atas Klaim Tunu Phase 8 EPSC 2 & 5. (Copy dari copy);
 15 P-13 Surat No. CRY/372/2004 tanggal 29 April 2004, perihal Klaim tagihan termijn P.T. Sanggar Kaltim Jaya atas Proyek Tunu Phase 8/EPSC 2,5 Total E&P Indonesie. (Copy dari copy);
 16. P-13a Surat No. CRY/397/2004 tanggal 11 Mei 2004, perihal Klaim tagihan termijn P.T. Sanggar Kaltim Jaya atas Proyek Tunu Phase 8/EPSC 2,5 Total E&P Indonesie, (Copy dari copy);
 17. P-14 Surat No. B.343/MEN/SJ-UM/IV/2004 tanggal 22 April 2004, perihal Klaim terhadap Proyek Tunu Phase 8/EPSC 2, 5 dan 6 Total E&P Indonesie. (Copy dari copy) ;
 18. P-15 Surat Ref: DCT/RTI/GR/D.2711 tanggal 29 April 2004, perihal:Claims on Tunu Phase 8/EPSC 2 & 5 Total E&P Indonesie. (Copy dari copy) ;
 19. P-16 Surat No. B. 561/MEN/PHI-PKVII/2004 tanggal 02 Juli 2004, perihal Penyelesaian atas Klaim Tunu Phase 8 EPSC 2 & 5. (copy dari copy;
 20. P-17 Surat Pernyataan tertanggal 01 Februari 2005 dari Presiden Direktur P.T. Istana Karang Laut dan Project Manager Total Indonesia. (sesuai dengan aslinya);
 21. P-18 Facsimile No. 401/BPD/200/2003-SO tanggal 12 November 2003, dari BP Migas kepada Pemohon I perihal Undangan Rapat. (sesuai dengan aslinya);
 22. P-18a I Surat No. 1039.UM.02.23.2003 tanggal 10 Desember 2003, dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Para Pemohon perihal Undangan. (sesuai dengan aslinya);
 23. P-1 8b Surat No. 1067.KU.04.12.2003 tanggal 29 Desember 2003 dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Termohon perihal Undangan. (sesuai dengan aslinya);
 24. P-18c Surat No. 304/BPD/000/2004-SO tanggal 12 Januari 2004, dari BP Migas kepada Pemohon I perihal Tunu 8 EPSC 2 & 5. (Copy dan copy);
 25 P-18J Surat No. 90/BP00000/2004-SO tanggal 19 Februari 2004, dari BP Migas kepada Pemohon I perihal Pembahasan Hasil Audit Klaim Proyek Tunu Phase 8 EPSC 2 & EPSC 5. (sesuai dengan aslinya);
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 26. P-19 s/d 19c
 Berita-berita mengenai Termohon di luar negeri dari FSU Weekly, edisi minggu ke-14, Minggu ke-18, minggu ke-28 dan Weekly, edisi Minggu ke-14, minggu ke-18, minggu ke-28 dan Minggu ke-38. (Copy print out dari internet);
 27. P-19d Berita mengenai Termohon dari Koran Perancis. (Foto Copy) ;
 28. P-20 dan P-20a
 Terjemahan resmi atas berita-berita FSU Weekly Oil and Gas Monitor dan Koran Perancis. (sesuai dengan aslinya);
 29. P-21 Buletin Total No. 2 edisi Oktober 2003. (sesuai dengan aslinya);
 30. P-22 Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/ 04, ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2002 dan oleh Termohon pada tanggal 21 Mei 2002. (sesuai dengan aslinya);
 31. P-23 Change Order Instruction (COI) No.TP8/EPSC2/05, ditandatangani oleh Termohon 11 pada tanggal 27 Juni 2002 dan Termohon pada tanggal 1 Juli 2002. (sesuai dengan aslinya);
 32. P-24 Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/06, ditandatangani oleh Pemohon II pada tanggal 20 Mei 2002 dan Termohon pada tanggal 21 Mei 2002. (sesuai dengan aslinya);
 33. P-25 Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC2/08, ditandatangani oleh Termohon II pada tanggal 27 Juni 2002 dan Termohon pada, tanggal 8 Juli 2002. (sesuai dengan aslinya);
 34. P-26 Change Order Instruction (COI) No TP8/EPSC2/09, ditandatangani oleh Termohon II pada tanggal 19 Juli 2002 dan oIeh Termohon pada; tanggal 31 Juli 2002. (sesuai dengan aslinya) ;
 35. P-27 Change Order Instruction (COI) No. TP8/EPSC21 017, ditandatangani oleh Termohon II pada tanggal 26 Juni 2003 dan Termohon pada tanggal 26 Juni 2003. (sesuai dengan aslinya);
 36. P-28 Minutes of Meeting tanggal 24 November 2000, dari EPSC-2 Kick-Off Meeting yang dihadiri oleh Company yaitu Termohon, serta Pemohon I dan Pemohon II. (Copy dari copy);
 37. P-28a Terjemahan Resmi Minutes of Meeting tanggal 24 November 2000, dan EPSC-2 Kick-Off Meeting. (sesuai dengan aslinya);
 38. P-29 Surat PT. SKJ 318/SKJ-TI/VI-2001 tanggal 26 Juni 2001, kepada TOTAL E&P Indonesia perihal Project Manager. (Copy dari copy ;
 39 P-30 Surat TOTAL E&P TP8/EPSC2-5-6/ML/0007 tanggal 4 Juli 2001, kepada PT. SKJ C/o. PT. IKL perihal Tunu Field Development Project Phase 8 Contract TP8/EPSC2/5/6 Replacement of Project Manager. (sesuai dengan aslinya);
 40. P-31 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001653 periode: 31-12-01 s/d 31-01-02. (sesuai dengan aslinya);
 41. P-32 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001630 periode: 31-01-02 s/d 28-02-02. (sesuai dengan aslinya);
 42. P-33 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001664 periode: 28-02-02 s/d 31-03-02. (sesuai dengan aslinya);
 43. P-34 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001690 periode: 31-03-02 s/d 30-04-02. (sesuai dengan aslinya) ;
 44. P-35 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001713
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 periode: 30-04-02 s/d 31-05-02. (sesuai dengan aslinya);
 45. P-36 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001679 periode: 31-05-02 s/d 30-06-02. (sesuai dengan aslinya);
 46. P-37 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001727 periode: 30-06-02 s/d 31-07-02. (sesuai dengan aslinya);
 47. P-38 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001691 periode: 31-08-02 s/d 30-09-02. (sesuai dengan aslinya)
 48. P-39 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001733 periode: 30-09-02 s/d 31-10-02. (sesuai dengan aslinya);
 49 P-40 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001761 periode- 31-10-02 s/d 30-11-02. (sesuai dengan aslinya);
 50 P-41 Rekening Koran Bank BCA atas nama Pemohon I No. 001702 periode: 30-11-02 s/d 31-12-02. (sesuai dengan aslinya);
 51. P-42 Nota Kredit BCA No. TT951034 terbilang USD 772,568.33 (sesuai dengan aslinya);
 52. P-43 Nota Kredit BCA No. TT982806 terbilang USD 278,961.84 (sesuai dengan aslinya);
 53. P-44 Nota Kredit BCA No. TT046506 terbilang USD 85,836.31 (sesuai dengan aslinya);
 54. P-45 Nota Kredit BCA No. TT046372 terbilang USD 41,243.78 (sesuai dengan aslinya);
 55. P-46 Nota Kredit BCA No. TT109053 terbilang USD 490,476.06. (sesuai dengan aslinya);
 56. P-47 Nota Kredit BCA No. TT122033 terbilang USD, 165,963.43. (sesuai dengan aslinya);
 57 P-48 Nota Kredit BCA No TT142288 terbilang USD 80,553.33. (sesuai dengan aslinya);
 58. P-49 Nota Kredit BCA No. TT142098 terbilang USD 472,046.42. (sesuai dengan aslinya);
 59. P-50 Nota Kredit BCA No. TT207788 terbilang USD 68,977.81. (sesuai dengan aslinya);
 60. P-51 Nota Kredit BCA No. TT209347 terbilang USD 79,157.83. (sesuai dengan aslinya);
 61. P-52 Nota Kredit BCA No. TT223475 terbilang USD 117,119.71 (sesuai dengan aslinya);
 62. P-53 Nota Kredit BCA No. TT248763 terbilang USD 124,971.61. (sesuai dengan aslinya);
 63. P-54 Nota Kredit BCA No. TT298390 terbilang USD 66,757.10. (sesuai dengan aslinya);
 64. P-55 Surat McConnell Dowell Our Ref : MA/L/1688/100.1/YA3500 tanggal 9 Mei 2002 subject Claim for Extension of Time Interm Submission of May 2002, beserta lampiran. (Copy dari copy);
 65. P-55a Terjemahan atas Surat McConnell Dowell Our Ref: MA/L/1688/100.1/YA3500 tanggal 9 Mei 2002 subject. Claim for Extension of Time-Interm Submission of May 2002, beserta lampiran. (sesuai dengan terjemahan aslinya);
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 66 P-56 Surat McConnell Dowell Our Ref: MA/L/16881 100.1/YA3834 tanggal 25 Mei 2002 subject COR No. 328 : Prolongation Costs-Extended Contract Period. (Copy dari copy);
 67. P-56a Terjemahan resmi atas Surat McConnell Dowell Our Ref: MA/L/1688/100.1/YA3834 tanggal 25 Mei 2002 subject : COR No. 328 : Prolongation Costs-Extended Contract Period. (sesuai dengan aslinya);
 68 P-57 COI No. 327 atas nama PT. McConnell Dowe Indonesia tanggal 26 May 2002. (Copy dari copy);
 69. P-57a Terjemahan resmi atas COI No.327 atas nama PT. McConnell Dowell Indonesia tanggal 26 May 2002. (sesuai dengan aslinya);
 70. P-58 COI No. TP8/EPSC3/06 atas nama PT. McConnell Dowel Indonesia. (Copy dari copy);
 71. P-58a Terjemahan resmi atas COI No.TP8/EPSC3/06 atas nama. PT. McConnell Dowell Indonesia. (sesuai dengan aslinya);
 72. P-59 COR Meeting with MDI, subject : Re-submission of all COR'S for COI 001; Provision of back-up for all COR'S; Establishment of rates to be applied to COR'S. (Copy dari copy);
 73. P-59a Terjemahan resmi atas COR Meeting with MDI. (sesuai dengan aslinya).
 Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon telah mengajukan photo copy surat-surat bukti dan telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu diberi tanda T-1 s/d T-59 sebagai berikut:
 1. T-1 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 200C untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES, halaman 6 beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 2. T-2 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT. SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, halaman 6, beserta terjemahannya (sesuai dengan aslinya);
 3. T-3 Pasal 55 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM 8 OFFSITES, beserta terjemahannya; (sesuai dengar aslinya);
 4 T-4 Pasal 55 Kontrak TP 8/EPSCS, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT SUPPLY AND CONSTRUCTION OTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 5 T-5 Makalah Fred Tumbuan yang disampaikan dalam seminar Undang-undang Kepailitan Baru (UU No. 3 tahun 2004) & Fungsi dan Peran Kurator, tanggal 20 Desember 2004 yang berjudul "Menelaah Perubahan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang" (sesuai dengan aslinya);
 6. T-6 Pasal X Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) tanggal 11 Januari 1997 beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 7. T-7 Surat TERMOHON (Total E&P. Indonesie) No.TP8/EPSC2/ML/102 tanggal 11 April 2003 kepada PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya); (foto copy) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 8. T-8 Surat TERMOHON (Total E&P Indonesie) No. L/DD007/DB/ma/03/D.004095 tanggal 9 Juni 2003. kepada
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 PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengar aslinya);
 9 T-8a Kesimpulan dari Laporan Hasil Audit Khusus BPKP Nomor: LAP - 031/D6.3/2004 tanggal 27 Februari 2004; (foto copy);
 10. T-9a Pasal 11.5 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 11. T-9b Pasal 11.5 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 12. T-10a Pasal 54.2 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 30 November 2000. untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES mengenai Pelepasan den Perlindungan (Waiver and hold harmless), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 13. T-10b Pasal 54.2 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 14. T-11 Surat TERMOHON kepada PEMOHON II (PT. Sanggar Kaltim Jaya) No. UDD-008/JMB/ma/03/D.004252 tertanggal 16 Juni 2003; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 15. T-12 Surat TERMOHON kepada PEMOHON II (PT. Sanggar Kaltim Jaya) No. L/DD-012/DB/ai/03/D.005428 tertanggal 25 Juli 2003; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 16. T-13 Surat TERMOHON kepada PEMOHON 11 (PT. Sanggar Kaltim Jaya) No.: L/DD-014/DB/ai/03/D.004329 tertanggal 28 Juli 2003; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 17. T-14 Surat TERMOHON kepada PEMOHON I (PT Istana Karang Laut) No.: L/DD-015/DB/ai/03/D.004330 tertanggal 28 Juli 2003; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 18 T-15a Pasal 11.2 Kontrak TP 8 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 19. T-15b Pasal 11.2 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 20 T-16a Pasal 11.1 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 21. T-16b Pasal 11.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 22. T-17a Pasal 7 Kontrak TP8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES mengenai Kemandirian Kontraktor (Independence of Contractor), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 24 T-18 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.
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 1031.K/Pdt/1986 tanggal 6 Januari 1988 dalam perkara antara PT Hanco dan PT Caltex Pasific; (sesuai dengan aslinya);
 25. T-19a Pasal 15.6 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 26. T-1 9b Pasal 15.6 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya;
 27. T-20a Pasal 15.5 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 28. T-20b Pasal 15.5 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 29 . T-21a Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 Desember 2untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 30. T-21b Pasal 22.2.4 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 31. T-22a Pasal 34.1 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 32 T-22b Pasal 34.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 33. T-23 Surat PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) No. Ref. 743/SKJ-TFE/Project/XII-02 tanggal 24 Desember 2002 kepada TERMOHON beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya) ;
 34. T-24 Surat PEMOHON II (PT Sanggar Kaltim Jaya) No. 017/SKJ-TFE/Project/I-03 tanggal 13 Januari 2003 kepada TERMOHON; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 35. T-25 Surat Lubis, Santosa & Maulana Law Offices No. 0411/LSM/IPM/L/XII/2003 tertanggal 19 Desember 2003 selaku Kuasa Hukum TERMOHON (Total E&P Indonesie); (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 36. T-26 Memorandum of Understanding tanggal 2 Oktober 2003 antara PEMOHON I (PT Sanggar Kaltim Jaya) dan PEMOHON II (PT lstana Karang Laut); (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 37 T-27 Surat PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo) No. Ref. 693/BPP-VIII/RKT/2003 tanggal 27 Agustus 2003 kepada TERMOHON (FOTO COPY/FAX), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 38. T-28 Surat Welman Napitupulu, S.H. & Rekan No.: 014/WNDR/VIII/2003 tanggal 25 Agustus 2003 selaku Kuasa Hukum PT Pelayaran Teknik Bajau Cipta Sejahtera kepada TERMOHON (sesuai dengan
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 aslinya);
 39. T-29 Surat TERMOHON (Total E&P Indonesie) our Ref. L/DD-005/DB/ma/03/DD.001054 tanggal 13 Februari 2004 kepada BP Migas dan BPKP; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 40. T-30a Surat TERMOHON (Total E&P Indonesie) tanggal 24 Februari 2004 kepada BP Migas; (foto copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan asli);
 41. T-30b Surat TERMOHON (Total E&P Indonesia) tanggal 23 Maret 2004 kepada BFMIGAS; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 42. T-30c Surat TERMOHON (Total E&P Indonesie) tanggal 5 Mei 2004 kepada BPMIGAS dan BPKP; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 43. T-30d Surat TERMOHON (Total E&P Indonesie) tanggal 16 Agustus 2004 kepada BPMIGAS; (foto copy), beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 44. T-31 a Pasal 4.1 Kontrak TP8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 45. T-31b Pasal 4.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 46. T-32 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 023 K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999 dalam perkara antara PT Waskita Karya Melawan PT Mustika Princess Hotel; (sesuai dengan aslinya);
 47 . T-33a Pasal 19.2.1 Kontrak TP 8 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 48 . T-33b Pasal 19.2.1. Kontrak TP 8/EPSCS, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTSMODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 49. T-34a Pasal 32.7.3 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 50. T-34b Pasal 32.7 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 51. T-35a Pasal 54.1 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 52. T-35b Pasal 54.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 53. T-36a Pasal 53.1 Kontrak TP 8 Kontrak TP 8/EPSC2, tanggal 30 November 2000 untuk NMP2 PLATFORM & OFFSITES beserta
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 terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 54. T-36b Pasal 53.1 Kontrak TP 8/EPSC5, tanggal 22 Januari 2001 untuk THE ENGINEERING, PROCUREMENT, SUPPLY AND CONSTRUCTION GTS MODIFICATIONS, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 55. T-37a Surat Pernyataan (Statement Letter) dari Pricewater houseCoopers (PwC) Singapore Ref: CM/SI/AJML tanggal 18 Februari 2005, sehubungan dengan laporan hasil audit. PwC terhadap Audit BPKP, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 56. T-37b Laporan Hasil Audit Price Waterhouse Coopers yang disampaikan kepada Total E&P Indonesie (TERMOHON) sehubungan dengan Audit BPKP ("Report on our analysis of the BPKP Audit Report On the Claim Settlement on Tunu Field Development Project Phase 8 Contract), halaman 31 sampai dengan 42, beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 57. T-38a Beberapa tagihan (Invoices), untuk EPSC2 dari PEMOHON II yang ditujukan kepada TERMOHON, antara lain: − No. 008R/SKJ-TI/INV/VII-01 tanggal 25 Juli 2001; − No. 2-010R/SKJ-TI/INV/VIII-01 tanggal 26 Agustus 2001; − No. 2-012/SKJ-TI/INV/IX-01 tanggal 24 September 2001; − No. 2-0151SKJ-TI/INV/X-01 tanggal 22 Oktober 2001; − No. 2-018ISKJ-TI/INV/XI-01 tanggai 26 November 2001.
 Yang menginstruksikan agar TERMOHON melakukan pembayaran langsung ke rekening PEMOHON I kepada PEMOHON II, beserta terjemahannya.(sesuai dengan aslinya);
 58 T -38b Beberapa tagihan (invoices) untuk EPSC5 dari PEMOHON II yang ditujukan kepada TERMOHON, antara lain: − No. 006/SKJ-TI/INV/VII-01 tanggal 25 Juli 2001; − No. 5-008/SKJ-TI/INV/VIII-01 tanggal 26 Agustus 2001; − No. 5-012/SKJ-TI/INV/X-01 tanggal 22 Oktober 2001.
 Yang menginstruksikan agar TERMOHON melakukan pembayaran langsung ke rekening PEMOHON I kepada PEMOHON II, beserta terjemahannya; (sesuai dengan aslinya);
 59. T-39 Surat dari BPMIGAS yang ditujukan kepada Majelis Hakim Perkara No. 01/Pailit/2005/PN.NIAGA.Jkt.Pst. No. 074/BPD0000/2005-S0 tertanggal 16 Februari 2005 perihal: Panggilan sebagai Saksi Perkara Permohonan Pailit No. 01/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst. dan ditembuskan kepada PARA PEMOHON DAN TERMOHON. (foto copy);
 60. T-40 Artikel di Jakarta Post tertanggal 18 Februari 2005 yang bertajuk "Total Get Pleasant Surprise From the Plaintiff's, Witness" beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 61. T-41 Daftar status Change Order dan Change Order yang disetujui oleh TERMOHON EPSC 2 beserta terjemahannya. sesuai dengan aslinya;
 62. T-41 b Daftar status Change Order, dan Change Order yang disetujui oleh TERMOHON, untuk EPSC 5 beserta terjemahannya. sesuai dengan aslinya;
 63. T-42a Performance Guarantee Nomor Cab. 0492/2000, sejumlah US $
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 773,500.00, yang merupakan 5% (lima persen) dari nilai Kontrak TP 8/EPSC 2 tanggal 16 November 2000, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 64. T-42b Bank Guarantee (Performance Bond) No.: Bpp/077/GBCO/2001 sejumlah US $ 174,945.00, yang merupakan 5% (lima persen) dari nilai Kontrak TP8/EPSC5 tanggai 16 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Balikpapan beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 65. T-43 Surat PEMOHON II No. TP8/EPSC2/CLF/028 tanggal 13 Februari 2001 kepada TERMOHON. (Copy dari copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 66 T-44 Surat PEMOHON II No. 318/SKJ-TIVI-2001 tanggal 26 Juni 2001 kepada TERMOHON. (Copy dari copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 67. T-45 • Invoice No. 2-021/SKJ-TI/INV/XIl-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 tanggal 22 Desember 2001;
 • Invoice No. 5-014 Rev/SKJ-TI/INV/XI-02 tanggal 26 November 2001 untuk Kontrak TP8/EPSC 5;
 • Invoice No. 5-017 Rev/SKJ-TI/INV/VII-01 tanggal 22 Desember 2001 untuk Kontrak TP8/EPSC 5;
 • Invoice No. 6-010 Rev/SKJ-TI/INV/XI-01 tanggal 26 November 2001 untuk Kontrak TP8/EPSC 6;
 • Invoice 6-013 Rev/SKJ-TI/INV/XII-01 tanggal 22 Desember 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 6; dengan keseluruhan tagihan sejumlah USD 772,573.33 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 772,568.33 (Vide: Bukti P-31) beserta terjemahannya (sesuai dengan aslinya);
 68. T-46 Invoice No. 5-021/SKJ-TI/INV/II-02, tanggal 25 Februari 2002 T-46 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 sejumlah USD 30,646.73 (Vide: Bukti P-33) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 69. T-47 Invoice No. 2-027/SKJ-TI/INV/III-02 tanggal 25 Februari 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan tagihan sejumlah USD 86,528.46 (Vide: Bukti P-35); USD 360,011.63 dan dibayar j setelah dipotong Pajak sejumlah USD 352,806.40 (Vide: Bukti P-34) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 70 T-47 • Invoice No. 2-032/SKJ-TI/INV/III-02 tanggal 25 Maret 2002 untuk Kontrak TPB/EPSC 2 dengan tagihan sejumlah USD 86,528.46 (Vide: Bukti P-35);
 • Invoice No. 5-025/SKJ-TI/INV/IV-02 tanggal 22 April 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 jumlah USD 3,054.67 dan
 • Invoice No. 2-033/SKJ-TI/INV/IV-02 tanggal 22 April 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2;
 dengan jumlah USD 523,902.00 dengan total jumlah tiga invoice diatas setelah dipotong pajak sejumlah USD 516,412.54 (Vide: Bukti P-35) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
 SKRIPSIKepailitan Badan Hukum Asing Yang Beroperasi Di Indonesia (Studi Kasus Kepailitan Perusahaan Minyak dan Gas Berbadan Hukum Asing)Febry Pratama

Page 163
						

www.hukumonline.com
 www.hukumonline.com
 71. T-49 • Invoice No. 2-035/SKJ-TI/INV/V-02 tanggal 27 Mei 2002; • Invoice No. 2-037/SKJ-TI/INV/V-02 tanggal 27 Mei 2002; • Invoice No. 5-027/SKJ-TI/INV/V-02 tanggal 27 Mei 2002; untuk kontrak TP8/EPSC2 (Vide: Bukti P-37) dengan total jumlah USD 490,481.061 dan kemudian dipotong pajak 5% menjadi. USD 490,476.06 beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 72. T-50 Invoice No. 5-029/SKJ-TI/INV/V-02 untuk Kontrak TP8/EPSC5 tanggal 27 Mei 2002 dengan total jumlah tagihan USD 169,355.54 dan setelah dipotong tong pajak menjadi USD 165,983.43 (Vide: Bukti P-37) beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 73. T-51 • Invoice No. 5-038/SKJ-TI/INV/VII-02 tanggal 26 Juli 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 5; dan
 • Invoice No. 6-022/SKJ-TI/INV/VII-02 tanggal 26 Juli 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 6;
 dengan total tagihan sejumlah USD 22,863.40 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 22,858.40(Vide: Bukti P-38) beserta terjemahannya. (sesuai aslinya);
 74. T-52 • Invoice No. 2-048/SKJ-TI/INV/VIII-02 tanggal 26 Agustus 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan total tagihan sejumlah USD 70,390.62 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 68,977.81 (Vide: Bukti P-39);
 • Invoice No. 2-054/SKJ-TI/INV/IX-02 tanggal 23 September 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan jumlah tagihan USD 54, 709.37;
 • Invoice No. 2-057/SKJ-TI/INV/IX-02 tanggal 23 September 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan Jumlah tagihan USD 70,741.00;
 • Invoice No. 5-041/SKJ-TI/INV/IX-02 untuk Kontrak TP8/EPSC5 dengan jumlah tagihan USD 1,742.92,
 • Invoice No. 6-023/SKJ-TI/INV/IX-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 6 tanggal 23 September 2002, beserta terjemahannya.
 dengan jumlah tagihan USD 333.87, dengan total tagihan 4 invoice diatas USD setelah dipotong pajak sejumlah 124,971.61 (Vide: Bukti P-39). (sesuai dengan aslinya) ;
 75. T-53 Invoice No. 2-050/SKJ-TI/INV/IX-02 (R-1) tanggal 12 September 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2 dengan total tagihan 79,162.83 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 79,157.83 (Vide: Bukti P-39); beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 76 T-54 Invoice No. 2-058/SKJ-TI/INV/X-02 tanggal 21 Oktober 2002 untuk Kontrak TP8/EPSC 2;
 Invoice No. 5-043/SKJ-TI/INV/X-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 tanggal 21 Oktober 2002;
 Invoice No. 5-045/SKJ-TI/INV/X-02 untuk Kontrak TP8/EPSC 5 tanggal 30 Oktober 2002 (Vide: Bukti P-41);
 dengan total jumlah tagihan USD 66,762.10 dan setelah dipotong pajak menjadi USD 66,757.10 beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
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 77. T-55 a. Surat Pernyataan dan dukungan dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong kepada Total E&P Indonesia No. 100/12/PEM.A/II/2005 tanggal 25 Februari 2005; (sesuai dengan aslinya);
 b. Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanagara kepada Presiden dan General Manager Total E&P Indonesie No. 170/185/01/2005 tanggal 24 Februari 2005; (sesuai dengan aslinya);
 c. Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanagara kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 170/182/01/2005 tanggal 25 Februari 2005; (sesuai dengan aslinya);
 78. T-56 Kwitansi Arbitrase Nasional Perkara aslinya (Receipt) pendaftaran Permohonan TERMOHON kepada Badar, Arbitrase Indonesia (BANI) yang dicatat dengan No. No. 206/II/ARB-BANI/2005. (sesuai dengan
 79. T-57 Surat TERMOHON tanggal 23 Januari 2004 kepada BPMIGAS (COPY DARI COPY), dan terjemahannya (sesuai dengan aslinya);
 80. T-58 Surat PEMOHON I No.: 0088-2003 tanggal 24 Februari 2003 kepada TERMOHON (Copy dari copy), beserta terjemahannya. (sesuai dengan aslinya);
 81. T-59 Risalah Rapat tanggal 19 Februari 2004 (copy dari copy);
 Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu BONARDO HUTAURUK, yang pada pokoknya sebagai berikut: − Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Pengawasan
 Keuangan dan Pembangunan (BPPKP); − Bahwa instansi tempat Saksi bekerja (BPKP) pernah diminta bantuan oleh BP Migas
 untuk melakukan audit terhadap klaim; − Bahwa permintaan BP Migas tersebut diajukan secara tertulis melalui surat tertanggal
 14 Januari 2004; − Bahwa permintaan .untuk melakukan audit yang dimaksud adalah terhadap klaim
 Para Pemohon terhadap Termohon; − Bahwa sebelum dimulai audit, pertama-tama ada surat tugas dari Direktur tertanggal
 15 Januari 2004; − Bahwa audit secara resmi dimulai pada tanggal 19 Januari 2004 dan berlangsung
 selama +/- 18 hari kerja sampai dengan tanggal 19 Februari 2004; − Bahwa audit dilakukan oleh Tim dan Saksi sendiri; − Bahwa sasaran audit adalah untuk mencari jumlah yang benar atas klaim yang
 diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya perubahan design; − Bahwa audit tersebut dilakukan setelah BPKP mendapat data-data, melakukan
 tinjauan ke Iokasi bersama-sama dengan Pemohon I dan Pemohon II kemudian dilanjutkan dengan presentasi secara panel yang dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan;
 − Bahwa hasil audit kemudian disampaikan kepada BP Migas; − Bahwa kaitan BP Migas dalam perkara ini adalah sebagai mediator dan wakil
 pemerintah; − Bahwa Saksi mengetahui bahwa undangan rapat selalu ditujukan kepada Pemohon I
 dan Pemohon II secara terpisah;
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 − Bahwa Saksi mengetahui siapa-siapa saja yang hadir pada rapat tanggal 19 Februari 2004 dalam rangka presentasi hasil audit;
 − Bahwa hasil audit ditinjau melalui 3 aspek yaitu aspek legal, teknis dan keuangan, dimana aspek legal adalah kontrak yang mendasari adanya hubungan hukum antara para pihak, yang dalam hal ini adalah antara Para Pemohon dengan Termohon;
 − Bahwa menurut Saksi, yang dimaksud dengan Non-cost recovery dalam surat BP Migas adalah berdasarkan Kontrak Bagi Hasil, khusus antara Termohon dengan BP Migas pembagiannya sebesar 70:30, dimana 70 merupakan bagian untuk BP Migas. Oleh karena hal itu, apabila ada biaya-biaya yang timbul di luar kontrak bagi hasil, biaya-biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada kontrak tersebut;
 − Bahwa Saksi mengetahui ada 94 Change Order yang dikeluarkan oleh Termohon ; − Bahwa hanya sekitar 22 Change Order untuk EPSC 2 dan 19 Change Order untuk
 EPSC 5 yang terbukti sebagai perubahan; − Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di muka persidangan adalah seperti
 yang tertera pada Laporan Hasil Audit Khusus BPKP; − Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti serta mengetahui bahwa kontrak TP 8 adalah
 lump sum contract, dimana kontrak tersebut dibayarkan sekaligus sehingga t+dak mengenal adanya pekerjaan tambahan, namun audit yang dilakukan oleh BPKP adalah menurut fakta yang terlihat di lapangan dan menurut data-data yang diterima, yang menyatakan adanya suatu perubahan dan pekerjaan tambahan;
 − Bahwa menurut Saksi, segala ketentuan mengenai Change Order telah diatur di dalam kontrak TP 8 sehingga atas dasar hal tersebut BPKP dapat melakukan audit;
 − Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada invoice langsung dari Pemohon I yang ditujukan kepada Termohon;
 − Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP adalah hanya untuk mencari jumlah yang benar atas klaim yang diajukan oleh Para Pemohon;
 − Bahwa menurut Saksi, Pemohon I adalah sub-kontraktor yang diketahui oleh Termohon, dan Pemohon I masuk sebagai pihak dalam audit berdasarkan Change Order yang dikeluarkan;
 Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini; Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon di persidangan, telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 Maret 2005; Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti telah berlaku di depan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara tersebut dianggap termasuk pula didalam putusan ini; Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak memohon putusan;
 TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan para pemohon tersebut, ternyata yang menjadi materi pokok permohonannya adalah sebagai berikut: Pertama: Tentang permohonan agar Termohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sesuai, dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Kedua: Tentang permohonan agar ditunjuk dan diangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengawas Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mengawasi pengurusan dan penyelesaian harta pailit; Ketiga: Tentang permohonan agar menunjuk dan mengangkat Sdr. LUCAS, SH. CN., berkantor di Wisma Metropolitan I lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav 29-31, Jakarta 12920 sebagai Kurator dalam kepailitan Termohon; Menimbang, bahwa atas materi permohonan para pemohon tersebut, Termohon menanggapinya sebagaimana tersebut dalam surat tanggapannya tertanggal 2 Februari 2005 No : 0047/LSM-FP-
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 IPM/LII/05, yang pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon keseluruhannya, dengan alasan sebagai berikut: 1. Permohonan Pernyataan pailit Salah Pihak (Error in Person); 2. Permohonan Pernyataan Pailit Kurang Pihak (Lack Of parties) karena tidak mengikut
 sertakan INPEX selaku anggota konsorsium sebagai Termohon Pailit; 3. Permohonan Pernyataan Pailit kurang pihak (Lack of parties) karena tidak mengikut
 sertakan BP MIGAS sebagai Termohon Pailit; 4. Pengadilan Niaga tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan
 permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon karena Utang yang menjadi dasar permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan;
 5. Seandainya Termohon memiliki utang kepada Para Pemohon (quod non) padahal tidak, maka utang tersebut belum dapat ditagih karena Para Pemohon pun belum melakukan kewajibannya kepada Termohon (Exceptio non ad impleti contractus);
 6. Seandainya Permohonan Pernyataan Pailit aquo telah memenuhi persyaratan yang diatur, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, padahal persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka selayaknya permohonan tersebut ditolak karena Para Pemohon tidak mempunyai kepentingan yang wajar (Redelijk Belang) dan sesungguhnya para Pemohon telah menyalahgunakan wewenangnya (Misbreuik Van Bevoegdheid);
 Menimbang, bahwa apakah materi permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan tanggapan Termohon atasnya, beralasankah kiranya untuk diterima dan dikabulkan ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini; Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan aquo, terlebih dahulu hendak membahas tentang permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Pemohon bertanggal Jakarta, 2 Februari 2005 Nomor: 157/OCK.II/2005, yang pada pokoknya meminta agar diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Termohon yang berupa: 1. Proyek Tunu Phase 8 di Kalimantan Timur; 2. Gedung Operasional Total E&P Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur; 3. Fasilitas process on-shore di Senipah; 4. Fasilitas off-shore di Bekpai, Tambora, Tunu, Peciko, Sisi/Nubi; 5. Beberapa asset/piutang dagang yang antara lain:
 a. Pembayaran gas dari pembeli LNG dari Jepang, Korea dan Taiwan; b. Pembayaran Kondensat yang diekspor dari Senipah;
 6. Representative Office Total E&P Indonesia di Kuningan Plaza Menara Utara lantai 2-9, Jalan HR. Rasuna Said Kav C 11-14 Jakarta 12940;
 Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan tersebut diajukan berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan. tersebut Termohon menolaknya, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Surat tanggapan atas permohonan sita jaminan bertanggal Jakarta, 14 Februari 2005; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi permohonan sita jaminan, yang dikaitkan dengan atasnya, maka sampailah pada pendapat bahwa permohonan sita jaminan aquo tidak memenuhi ketentuan pasal 227 ayat (1) HIR, terlebih lagi bila hal tersebut dikaitkan dengan bukti T-6; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan sita jaminan aquo tidak beralasan menurut hukum, karena itu ditolak; Menimbang, bahwa berikut ini dipertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon sebagai berikut; Menimbang, bahwa berbicara tentang syarat permohonan pernyataan Pailit, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menggariskan sebagai berikut:
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 "Debitor yang mempunyai dua atau Iebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya"; Menimbang, bahwa persoalannya sekarang apakah permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Para Pemohon aquo, memenuhi persyaratan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam arti Termohon yang dalam hal ini didudukan sebagai Debitor, adakah Termohon mempunyai dua atau Iebih kreditor dan tidak membayarnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih?; Menimbang, bahwa terlepas dan tanggapan Termohon atas permohonan persyaratan pailit aquo, berikut Majelis Hakim mengetengahkan pendapatnya sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, Majelis Hakim bertitik tolak dari pengertian Kreditor, Debitor dan Utang; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud "Kreditor" adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan; Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut merumuskan pengertian "Debitor" adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-0Undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan; Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "Utang" menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik yang secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi olefin Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor; Menimbang, bahwa adakah Termohon mempunyai sedikitnya dua Kreditor dipertimbangkan sebagai berikut ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Tunu Field Development Project-phase 8 Contract TP 8/EPSC 2 between Total Indonesia and Sanggar Kaltim Jaya For NMP 2 Platform and offsites, bertanggal 30 November 2000, yang dari bukti tersebut ternyata tidak dibantah keberadaannya oleh Termohon, telah membuktikan adanya hubungan hukum kontraktual antara Pemohon II dengan Termohon, yaitu Company dengan Contractor ; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendirian telah terbukti, bahwa Pemohon II merupakan Kreditor bagi Termohon, kedudukan tersebut berdasarkan adanya perjanjian (bukti P-1) diantara pihak-pihak; Menimbang, bahwa selanjutnya dibahas perihal kedudukan Pemohon I, apakah ia merupakan Kreditor bagi Termohon sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam surat permohonannya; Menimbang, bahwa Para Pemohon mengemukakan dalilnya tersebut atas dasar bukti-bukti P-2, P-2a, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12, yang intinya antara Pemohon I sebagai Subkontraktor yang memiliki tanggung jawab 60% dalam pengerjaan proyek, mempunyai hubungan hukum dengan Termohon, yang telah diketahuinya saat Termohon merubah sekitar 80% desain dalam dokumen tender setelah adanya kontrak award (setelah kontrak bersifat final) ; − Bahwa hal tersebut, menurut Para Pemohon, mengakibatkan penyelesaian pekerjaan Iebih
 lama dan membengkaknya pembiayaan (cost impact) dari Pemohon II dan Pemohon I (bukti P-4)
 − Bahwa oleh karena Termohon tidak kunjung memenuhi klaim tagihan kepada Para Pemohon sejumlah USD 18,092,598.56 (bukti P-6), maka atas peran serta BP MIGAS, BPKP melakukan audit, yang hasilnya seperti tersebut P-10 Termohon harus Memenuhi kewajibannya membayar sejumlah USD 3.178,329.08 untuk Pemohon I dan USD 3,9 juta untuk Pemohon lI;
 Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil tersebut dengan alasan tidak ada hubungan kontraktual antara Termohon dengan Pemohon I (bukti P-1 dan bukti T-40) dan lagi pula hasil audit BPKP tanggal 27 Februari 2004 (bukti P10) hanya berisi kesimpulan dan saran, sama sekali tidak
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 menyebutkan perintah untuk membayar (bukti T-39), karenanya Pemohon I bukan Kreditor bagi Termohon; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut bukti P - 1 sampai dengan P - 54, yang dikaitkan dengan bukti Termohon T - 1 sampai dengan T - 59, tidak ternyata terdapat hubungan hukum kontraktual atas dasar perjanjian antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor; Menimbang, bahwa dengan demikian apakah terdapat hubungan hukum berdasarkan Undang-Undang, antara Pemohon I sebagai Kreditor dengan Termohon sebagai Debitor, berkaitan dengan bukti P - 2, P - 2a yang dalam hubungan ini Pemohon I merupakan sub kontraktor atas Pemohon lI ?; Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan tersebut, bukanlah persoalan yang mudah, sebab keberadaan P-10 telah ternyata disangkal oleh Termohon sebagaimana tersebut T-30; Menimbang, bahwa dengan demikian eksistensi pemohon I yang mengklaim dirinya sebagai kreditor Termohon, namun ternyata dalil tersebut tidak didukung bukti yang cukup atas adanya perjanjian dimaksud, menjadikan persoalan ini bukanlah merupakan fakta atau keadaan yang sederhana pembuktiannya, sebagaimana diamanatkan ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tersebut; Menimbang, bahwa terlebih lagi bila hal demikian dikaitkan dengan kesimpulan Termohon tersebut huruf i yang menyatakan surat kuasa Pemohon II kepada kantor Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES Cacat formal, karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk menandatangani surat kuasa; Menimbang, bahwa ternyata benar, dalam Anggaran Dasar Pemohon II Akta Nomor 26 tanggal 23 Agustus 1973, Direktur Utama Pemohon II adalah AHMAD DIMYATI, sedangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 64 tanggal 15 Januari 1998, Direktur Pemohon II adalah HENDRA; Menimbang, bahwa hubungan ini, dalam Surat Kuasa Pemohon II No. 118/SK.VII/2004, yang bertindak sebagai Presiden Direktur PT. SANGGAR KALTIM JAYA adalah ARY PRANOTO, SE; Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan dokumen-dokumen Anggaran Dasar dan Surat Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 15 Januari 1998 tersebut, ARY PRANOTO, SE tidak mempunyai kapasitas mewakili PT. SANGGAR KALTIM JAYA; Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pendapat Termohon yang mempermasalahkan keabsahan Surat Kuasa Pemohon II beralasan menurut hukum untuk diterima; Menimbang, bahwa demikian pula mengenai dalil adanya utang Termohon kepada Pemohon II, ternyata disangkal pula oleh Termohon dengan alasan exeptio non adimpleti contactus, yang karenanya fakta atau keadaan tersebut tidak sederhana pembuktiannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, penilaian atas pembuktian benarkah Pemohon I merupakan kreditor bagi Termohon, serta adakah utang Termohon kepada Pemohon II, adalah memerlukan pembuktian lebih lanjut, dan hal itu merupakan kompetensi peradilan perdata, bukannya termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Niaga ini; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendirian, materi permohonan Pemohon agar Termohon dinyatakan pailit tidak berdasar hukum karena itu ditolak ; Menimbang, bahwa demikian halnya permohonan yang lain menyangkut pengangkatan kurator dan Hakim Pengawas, secara mutatis mutandis, harus ditolak pula; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ditolak, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini; Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), beserta ketentuan lain yang bersangkutan;
 MENGADILI − Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
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 − Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 Demikian diputuskan pada hari JUM'AT, tanggal 4 Maret 2005 dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari AGUS SUBROTO, SH, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, dengan SUDRAJAD DIMYATI, SH, dan MULYANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan ' dalam. persidangan terbuka untuk umum pada hari: SELASA, Tanggal 08 Maret 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu IBNU SUTAMA, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.
 HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS tsb,
 Ttd. Ttd.
 SUDRAJAD DIMYATI, SH. AGUS SUBROTO, SH., M.Hum.
 Ttd.
 MULYANI, SH.
 PANITERA PENGGANTI,
 Ttd.
 IBNU SUTAMA, SH.
 ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga
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